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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat tersusun dan
diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk
memberikan wawasan mengenai tata kelola perguruan tinggi
yang berkelanjutan, dengan menyoroti aspek penganggaran,
sistem pengendalian internal, serta inovasi pendidikan yang
berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi

institusi pendidikan tinggi.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, perguruan
tinggi dituntut untuk mengadopsi sistem tata kelola yang lebih
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Keberlanjutan institusi pendidikan tinggi tidak hanya
ditentukan oleh kualitas akademik, tetapi juga oleh
pengelolaan sumber daya yang baik, kepemimpinan yang
visioner, serta komitmen terhadap inovasi. Oleh karena itu,
buku ini membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan
dalam membangun perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi

dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi

bagi akademisi, praktisi pendidikan, serta para pemangku



kepentingan dalam memahami dan menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik. Semoga buku ini bermanfaat
dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang
berkualitas dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk
dukungan, masukan, maupun motivasi. Akhir kata, kami
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kami sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para

pembaca demi perbaikan di masa mendatang.

Banten, Maret 2025
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Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

BAB 1

PERAN STRATEGIS PERGURUAN
TINGGI DALAM PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DAN SOSIAL

A.Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan
dan Inovasi

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam merekrut
individu berbakat, menghasilkan inovasi, serta meningkatkan
kualitas kehidupan dan budaya. Sebagai agen perubahan,
institusi pendidikan ini dituntut untuk menjalankan tata kelola
yang baik guna memastikan efektivitas dan relevansi perannya
di tengah perkembangan zaman. Salah satu aspek penting
dalam reformasi pendidikan tinggi di berbagai negara adalah
penerapan Good University Governance (GUG), yang
bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Dalam regulasi nasional,
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prinsip tata kelola perguruan tinggi telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Beberapa
prinsip utama yang diatur mencakup otonomi institusi,
akuntabilitas dalam pengelolaan, jaminan mutu, evaluasi yang
transparan, serta akses pendidikan yang berkeadilan (Rintoul

& Maclellan, n.d.; Adam, 2019).

Di tengah pesatnya transformasi ekonomi, teknologi, dan
sosial, perguruan tinggi juga perlu menyesuaikan perannya
agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia
kerja. Lulusan tidak hanya diharapkan memiliki keterampilan
yang kompetitif, tetapi juga mampu berkontribusi dalam
perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu,
sistem pengelolaan perguruan tinggi harus berbeda dari
sistem pengelolaan perusahaan atau lembaga pemerintahan.
Nilai-nilai akademik dan sosial tetap menjadi dasar utama
dalam menjalankan fungsi pendidikan tinggi (Adam, 2019).
Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam
mencapai tata kelola perguruan tinggi yang efektif, selain
dukungan dari sumber daya lainnya (Adam, 2019). Dalam

menghadapi persaingan global, institusi pendidikan tinggi
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harus memiliki standar yang sesuai dengan perkembangan
industri serta kebutuhan dunia usaha. Pemerintah berperan
sebagai regulator dalam menentukan standar pendidikan
nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar universitas,
baik negeri maupun swasta, muncul kebutuhan untuk
menerapkan metode evaluasi kinerja yang lebih relevan dan
adaptif (de la Torre et al, 2017). Oleh karena itu, banyak
institusi kini mulai mengadopsi pendekatan berbasis sektor
swasta dalam mengukur efektivitasnya (Balaboniené &
VeCerskiené, 2014; Ghozali, 2006). Dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 5 Tahun 2020 yang mengatur sistem akreditasi bagi
program studi dan institusi perguruan tinggi. Akreditasi tidak
hanya digunakan untuk menilai pemenuhan standar
pendidikan, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja akademik

dan operasional (BAN-PT, 2019).

Berdasarkan peraturan tersebut, hasil akreditasi

dikategorikan menjadi Unggul, Baik Sekali, Baik, dan Tidak
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Terakreditasi. Sebagai contoh, Perguruan Tinggi
Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki
total 171 institusi. Dari jumlah tersebut, lima perguruan tinggi
masuk dalam kategori Unggul, 12 berada dalam kategori Baik
Sekali, 41 masuk kategori Baik, 67 mendapatkan akreditasi
kategori B, sementara tiga perguruan tinggi lainnya belum
terakreditasi (PDDikti, 2023). Sistem akreditasi ini diharapkan
dapat mendorong setiap institusi untuk terus meningkatkan
standar pendidikan dan tata kelolanya, guna mencetak lulusan

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
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Gambar 1. 1 Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
Muhammadiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah termasuk perguruan

tinggi swasta yaitu perguruan tinggi yang didirikan dan atau
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disenggarakan oleh masyarakat. Jumlah perguruan tinggi
swata di indonesia yang paling banyak adalah Perguruan
Tinggi Muhammadiyah. Peguruan Tinggi Muhammadiyah

dengan nilai akreditasi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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Gambar 1. 2 Kinerja Perguruan Tinggi Muhmmadiyah berdasarkan
Nilai Akreditasi

Informasi terbaru menunjukkan bahwa masih terdapat
beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang belum
terakreditasi. Dari total yang ada, hanya sebagian kecil yang
memperoleh akreditasi unggul, sementara sebagian lainnya
berada dalam kategori baik sekali, baik, atau masih dalam
proses peningkatan kualitas untuk memperoleh akreditasi
lebih tinggi (PDDikti, 2023). Perguruan Tinggi Muhammadiyah

merupakan  bagian dari sistem  pendidikan  yang
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diselenggarakan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk
pengabdian kepada masyarakat dalam mencetak lulusan yang
unggul di bidang akademik dan intelektual. Hingga
pertengahan tahun 2023, terdapat 171 Perguruan Tinggi
Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari
universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan akademi.
Perguruan tinggi ini berada di bawah koordinasi dan
pengawasan Majelis Pendidikan, Studi, dan Pengembangan
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  (Diktilitbang PP
Muhammadiyah), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
serta peningkatan mutu pendidikan di lingkungan

Muhammadiyah.

Sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah masih
berada pada kategori akreditasi B dan C, bahkan beberapa
belum terakreditasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Majelis
Diktilitbang terus berupaya meningkatkan mutu perguruan
tinggi dengan memberikan pendampingan dalam proses
akreditasi guna mencapai hasil yang optimal. Peningkatan
akreditasi sangat penting karena dapat mempengaruhi daya
tarik bagi calon mahasiswa baru. Oleh karena itu, sistem

penjaminan mutu internal dan eksternal diterapkan sebagai
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strategi utama untuk meningkatkan performa akademik dan

operasional perguruan tinggi.

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah juga telah
mengadopsi prinsip Good University Governance (GUG) guna
memastikan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas.
Lima prinsip utama yang diterapkan mencakup transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan.
Meskipun konsep ini telah diterapkan, masih terdapat
tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan
kesiapan sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi
informasi. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah,
khususnya di daerah tertentu, menghadapi kendala dalam
aspek pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan berbasis
digital, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan
serta pertanggungjawaban akademik dan administratif

(Bintang, 2021).

Menurut Akyol (2020), tantangan lain dalam
pengelolaan pendidikan Muhammadiyah adalah
kecenderungan mempertahankan sistem tradisional, sehingga
perlu adanya inovasi dalam menyesuaikan diri dengan

perkembangan zaman. Kemajuan teknologi telah membawa
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perubahan signifikan dalam sistem pendidikan, dan perguruan
tinggi dituntut untuk mampu beradaptasi agar tidak tertinggal
dalam era digital. Selain penerapan tata kelola yang baik,
sistem pengendalian internal juga menjadi elemen penting
dalam operasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Lembaga
Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) telah dibentuk
untuk mengelola aset dan sistem keuangan secara profesional,
sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola universitas
yang transparan dan akuntabel. Konsorsium Internal Auditor
(IA) juga didirikan untuk memastikan pengelolaan keuangan
yang lebih terstruktur sesuai dengan standar tata kelola

universitas yang baik (Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2019).

Selain pengendalian keuangan, mutu akademik juga
menjadi prioritas utama. Sistem penjaminan mutu diterapkan
untuk memastikan bahwa standar pendidikan tinggi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun
2016, mutu pendidikan diukur melalui Standar Nasional
Pendidikan Tinggi yang mencakup aspek akademik dan non-
akademik. Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki

komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan
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melalui sistem evaluasi dan akreditasi. Penetapan akreditasi
dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri atau Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan
menggunakan sembilan kriteria evaluasi. Penilaian ini
mencakup visi-misi, tata kelola, sumber daya manusia,
keuangan, infrastruktur, studi, pengabdian kepada masyarakat,

serta capaian dalam tridarma perguruan tinggi.

Peningkatan akreditasi menjadi aspek yang sangat
penting dalam menghadapi persaingan global. Akreditasi suatu
perguruan tinggi sering kali menjadi pertimbangan utama bagi
perusahaan dan instansi pemerintah dalam proses rekrutmen
tenaga kerja. Banyak institusi, baik swasta maupun
pemerintah, mensyaratkan akreditasi tertentu dalam seleksi
calon karyawan mereka. Bahkan dalam seleksi Aparatur Sipil
Negara (ASN), akreditasi program studi atau perguruan tinggi
menjadi faktor yang menentukan kelayakan lulusan dalam
proses penerimaan kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi
perlu terus berupaya meningkatkan kualitas akademik dan
administrasinya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat
serta menarik lebih banyak calon mahasiswa untuk

melanjutkan pendidikan di institusi tersebut.
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B.Peran Sistem Pengendalian Internal dalam

Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, diperlukan
reformasi dalam sistem penyelenggaraannya. Salah satu aspek
penting dalam reformasi ini adalah penerapan good university
governance (GUG), yaitu praktik tata kelola yang baik di
perguruan tinggi. GUG Dberperan dalam merancang,
melaksanakan, mengantisipasi, memantau, serta mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam institusi pendidikan
tinggi (Henard & Mitterle, 2010). Tata kelola perguruan tinggi
yang baik menjadi tantangan bagi pemerintah, lembaga
swasta, dan masyarakat secara global. Penerapan prinsip-
prinsip GUG bertujuan untuk mengelola perbedaan
kepentingan secara transparan dan akuntabel, sehingga
potensi konflik internal maupun eksternal dapat diminimalkan.
Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, diharapkan
dapat menerapkan sistem tata kelola yang sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

Menurut Dikti (2014), GUG mencakup beberapa prinsip

utama, antara lain: transparansi, akuntabilitas kepada
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pemangku kepentingan, tanggung jawab (responsibility),
independensi  dalam pengambilan keputusan, keadilan
(fairness), penjaminan mutu serta relevansi, efektivitas dan
efisiensi, serta orientasi nirlaba. Penerapan prinsip-prinsip ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja
perguruan tinggi. Selain itu, penerapan sistem pengendalian
internal juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja
perguruan tinggi. Sistem pengendalian internal yang baik
membantu menjaga aset organisasi, meningkatkan akurasi dan
keandalan data, serta mendorong efisiensi dalam operasional

institusi pendidikan (Mulyadi et al., 2006).

Dengan kombinasi tata kelola yang baik dan sistem
pengendalian internal yang efektif, perguruan tinggi dapat
beroperasi secara lebih optimal dalam mencapai visi dan
misinya. Holm-Nielsen (2017), Banyak negara telah melakukan
reformasi dalam sistem pendidikan tinggi, termasuk
perubahan dalam pola pendanaan, tata kelola yang lebih baik,
perbaikan kurikulum, serta penerapan inovasi teknologi untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan Hafiez Sofyan
(2022), Kurangnya pengelolaan kualitas dalam perguruan

tinggi dapat berdampak negatif, seperti penurunan jumlah

n
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mahasiswa dan berisiko menghambat keberlangsungan

institusi pendidikan di masa mendatang

Beberapa pandangan mengenai pengendalian internal
menunjukkan adanya variasi dalam implementasi dan
dampaknya. Misalnya, pembahasan yang dilakukan oleh
Mohammed Al-Shewi et al. (2011) menunjukkan bahwa tidak
ada hubungan antara audit internal dan kualitas laporan
keuangan, karena dalam beberapa kasus, auditor internal
hanya digunakan sebagai simbol kepatuhan terhadap regulasi
pasar modal, seperti yang terjadi di Arab Saudi. Sementara itu,
Setiyawati (2013) menemukan bahwa hubungan antara
pengendalian internal dan kualitas informasi akuntansi dalam
mewujudkan akuntabilitas tidak signifikan. Selain itu, Septianti
dan Rahmani (2024) mengungkapkan bahwa sistem
pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap
kinerja, namun dampaknya tidak signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut
mengenai sejauh mana pengendalian internal dapat

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perguruan tinggi.

Sistem pengendalian manajemen dalam proses

penganggaran, yang berperan dalam menyediakan informasi
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yang relevan serta memastikan koordinasi, komunikasi,
evaluasi kinerja, dan insentif (Flamholtz, 1983; Anthony &
Govindarajan, 2007; Chenhall, 2007). Namun, Van Der Stede
(2000) menemukan bahwa model perencanaan anggaran lebih
berorientasi pada pengendalian anggaran oleh manajemen
puncak serta fokus pada pencapaian tujuan anggaran,
partisipasi anggaran, dan mekanisme pengendalian. la juga
menekankan bahwa manajemen puncak lebih mementingkan
pencapaian hasil akhir (bottom-/ine) dibandingkan dengan
rincian spesifik anggaran (/ine-item), serta cenderung
menggunakan komunikasi diagnostik untuk memastikan
tujuan anggaran jangka pendek dapat terpenuhi. Perbedaan
perspektif ini mencerminkan bahwa strategi pengendalian dan
pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi sangat
bergantung pada kebutuhan dan prioritas masing-masing

institusi.

Lapsley dan Rios (2015) menjelaskan bahwa anggaran
memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam
ekonomi modern, sistem anggaran menjadi lebih kompleks
dengan tujuan mencapai keseimbangan keuangan. Anggaran

yang transparan dapat berfungsi sebagai alat manajemen

13
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internal sekaligus sarana akuntabilitas bagi pemangku
kepentingan. Transparansi dalam anggaran merujuk pada
penyampaian informasi yang relevan secara sistematis dan
tepat waktu (Organisation for Economic Cooperation and
Development, 2001). Namun, tidak ada standar tunggal dalam
mendefinisikan transparansi anggaran karena kompleksitas
serta tantangan dalam pengukurannya (Stanic, 2018). OECD
mengidentifikasi tiga pilar utama dalam transparansi
anggaran, yang mencakup pelaporan keuangan, pengungkapan
data non-keuangan, serta pengendalian dan akuntabilitas

untuk memastikan integritas serta pengawasan yang efektif.

Menurut Grisard et al. (2020), tata kelola didefinisikan
sebagai sistem yang digunakan organisasi dalam mengarahkan
serta mengelola kegiatan operasionalnya. Tata kelola
berhubungan dengan bagaimana organisasi dijalankan,
termasuk siapa yang memiliki pengaruh dalam pengambilan
keputusan serta bagaimana akuntabilitas diterapkan (Rintoul
& Maclellan, n.d.). Dalam konteks universitas, tata kelola
bertujuan menciptakan institusi yang efisien dan bertanggung
jawab dalam mendukung proses pembelajaran, sekaligus

memastikan bahwa hasil kajian dapat dikelola serta



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

dimanfaatkan secara optimal (Trakman & South, 2008). Untuk
itu, universitas perlu mengembangkan model tata kelola yang
tidak hanya memperkuat otonomi kelembagaan, tetapi juga
meningkatkan transparansi dan sistem pengendalian.
Hubungan antara tata kelola, akuntabilitas, serta evaluasi
menjadi faktor penting dalam pengelolaan perguruan tinggi

(Rami, 2018).

Perguruan tinggi merupakan entitas yang kompleks dan
dinamis, dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, serta ekonomi.
Keberhasilannya dalam beradaptasi terhadap lingkungan
menjadi indikator efektivitas institusi tersebut (Rintoul &
Maclellan, 2016). Selain  berperan sebagai pusat
pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi juga
memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan partisipasi masyarakat. Institusi ini tidak hanya
menjadi wadah bagi individu berbakat untuk berinovasi, tetapi
juga memiliki peran dalam memperkaya kehidupan sosial dan
budaya, sekaligus sebagai agen perubahan. Selain itu,
perguruan tinggi turut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan

politik global. Dengan meningkatnya mobilitas mahasiswa
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serta dampak globalisasi di sektor pendidikan, banyak negara

mengalami perubahan dalam sistem pendidikan tinggi mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sumber
daya manusia, berbagai negara telah melakukan reformasi
signifikan dalam sistem pendidikan tinggi. Transformasi ini
mencakup perubahan pola pendanaan dan tata kelola,
penerapan sistem penjaminan mutu dan akreditasi, pembaruan
kurikulum, serta inovasi teknologi (Bekuni et al, 2018).
Namun, perkembangan sistem pendidikan tinggi di dunia
masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Di banyak
negara berkembang, tantangan yang telah lama ada masih
menjadi kendala utama, seperti upaya memperluas akses
pendidikan  tinggi secara  berkelanjutan, mengurangi
ketimpangan dalam penerimaan dan hasil akademik,
meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan, serta
membangun struktur tata kelola dan manajemen yang lebih

efektif (Kurki et al., 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kualitas
pendidikan tinggi tetap menjadi isu yang krusial bagi banyak
perguruan tinggi di berbagai belahan dunia. Kualitas akademik

merupakan faktor utama dalam manajemen perguruan tinggi
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untuk memperoleh pengakuan serta kepercayaan dari
masyarakat (Sayidah & Assagaf, 2019). Namun, kegagalan
dalam menjaga kualitas institusi dapat berakibat pada
menurunnya  jumlah  mahasiswa serta  mengancam
keberlanjutan perguruan tinggi di masa mendatang (Sofyani et

al.,, 2022a).

Agar suatu organisasi dapat mencapai efisiensi dan
efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan programnya,
diperlukan sistem pengendalian yang memadai. Terdapat tiga
jenis pengendalian utama, yaitu sosial, eksternal, dan internal.
Pengendalian sosial dilakukan oleh masyarakat dengan
mekanisme pengawasan dari pihak penerima manfaat
kebijakan publik. Sementara itu, pengendalian eksternal
dijalankan oleh lembaga atau entitas independen di luar
organisasi yang memiliki peran otonom dalam mengawasi
serta memastikan akuntabilitas institusi terkait (Giannetti et
al,, 2021).

Pengendalian internal, menurut Machado (2015), adalah
serangkaian proses yang diterapkan oleh manajemen untuk
memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara

efektif dan efisien. Selain itu, pengendalian internal juga

17
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berfungsi untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan
serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
(Gadelha et al., 2023). Nwanyanwu dan Ogbonnaya (2018)
menekankan bahwa pengendalian anggaran  memiliki
hubungan erat dengan kinerja keuangan, di mana sistem
pengendalian yang baik dapat mendorong pertumbuhan serta
keberlanjutan organisasi. Namun, Nazarova et al. (2017)
mengingatkan bahwa efektivitas pengendalian sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan
dari rencana keuangan dapat tercapai secara optimal. Oleh
sebab itu, evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan menjadi
hal yang krusial untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan

dan menerapkan tindakan korektif yang sesuai.

Dalam berbagai pembahasan sebelumnya, pengendalian
internal umumnya dikaitkan dengan akuntabilitas serta deteksi
penyimpangan (Sofyani et al., 2022). Namun, beberapa studi
lain menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal juga
berdampak terhadap kinerja organisasi. Al-Thuneibat et al.
(2015) menemukan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi
terhadap mekanisme pengendalian internal dapat membantu

organisasi mencapai kinerja yang optimal. Dalam konteks
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perguruan tinggi di Indonesia, sistem pengendalian internal
didefinisikan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009
sebagai keseluruhan proses yang mencakup pemeriksaan,
evaluasi, pemantauan, serta pengawasan terhadap tugas dan
fungsi organisasi guna memastikan efektivitas operasional

serta keamanan aset yang dimiliki.

Pentingnya pengendalian internal juga dikaitkan dengan
upaya pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi. Bahri
et al. (2024) mengungkapkan bahwa penerapan sistem
pengendalian internal yang kuat serta kebijakan remunerasi
yang tepat dapat mengurangi risiko penyalahgunaan jabatan.
Namun, kelemahan dalam sistem pengendalian internal justru
dapat menjadi faktor utama yang memicu terjadinya
kecurangan (Zakaria et al., 2016). Grisard et al. (2020)
menambahkan bahwa kecurangan dapat terjadi apabila
terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang
diterapkan, sehingga diperlukan perbaikan berkelanjutan untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu,
organisasi disarankan untuk memperkuat mekanisme
pengendalian internal guna mengurangi potensi risiko tersebut

(Sofyani et al., 2022b).
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Di sisi lain, transparansi dalam proses penganggaran
memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan
pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Namun, dalam
praktiknya, transparansi internal dalam penganggaran masih
belum optimal (Larr, 2020). Dalam organisasi modern,
penganggaran memiliki berbagai fungsi strategis, termasuk
sebagai alat perencanaan operasional tahunan, koordinasi
aktivitas  organisasi, komunikasi  kebijakan,  motivasi
manajemen, pengendalian operasional, serta evaluasi kinerja

eksekutif (Davidson, 2009; Drury et al., 2021).

Dalam cakupan yang luas, penganggaran memiliki peran
strategis dalam mendorong kinerja organisasi. Oleh sebab itu,
dampak sistem penganggaran dan pengendalian terhadap hasil
operasional perusahaan menjadi topik yang menarik perhatian
banyak pihak (Laitinen et al, 2016). Neely et al. (2001)
mengidentifikasi  sejumlah  kelemahan dalam  proses
penganggaran yang sering menjadi sorotan dalam berbagai
pembahasan (Hansen et al., 2003). Kelemahan-kelemahan ini
berkontribusi terhadap munculnya persepsi negatif terhadap

sistem penganggaran. Selain itu, penganggaran juga dapat
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memunculkan tantangan dalam perilaku kerja, di mana Jensen
(2001) menyoroti bahwa mekanisme ini memberikan peluang
bagi manajer untuk melakukan praktik yang kurang etis,
termasuk manipulasi data, penyimpangan informasi, hingga

menciptakan persaingan internal yang tidak sehat.

Dalam sektor pendidikan tinggi, berbagai reformasi telah
dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan
akan pendidikan berkualitas, pengaruh globalisasi, serta
tantangan dalam efisiensi dan efektivitas institusi akademik
(Osipian, 2007; Eaton, 2016). Meski demikian, penyimpangan
dalam lembaga pendidikan tetap menjadi isu yang berkembang
secara global (Osipian, 2007). Penyimpangan ini didefinisikan
sebagai praktik yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan
publik dalam rangka memperoleh keuntungan baik secara
material maupun non-material (Osipian, 2007). Multicenter et
al. (2002) mendeskripsikan korupsi dalam dunia pendidikan
sebagai pemanfaatan jabatan publik untuk kepentingan
pribadi, yang berdampak signifikan terhadap aksesibilitas,

kualitas layanan, serta kesetaraan pendidikan.

Sejumlah faktor menjadi pendorong utama dalam

transformasi  pendidikan  tinggi saat ini, termasuk
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perkembangan teknologi, perubahan demografi, kondisi
ekonomi global (Goldstein et al., 2006), serta meningkatnya
interdependensi antarnegara dalam aspek ekonomi, budaya,
dan politik (Morey, 2004). Selain itu, revolusi dalam teknologi
informasi dan komunikasi turut mengubah lanskap pendidikan
tinggi secara fundamental (S. Nandan et al., 2018). Perubahan
tersebut tidak hanya menuntut adopsi metode pengajaran
baru, tetapi juga membawa implikasi terhadap budaya
organisasi dan pola manajemen di lingkungan universitas.
Seperti halnya dalam sektor bisnis, institusi pendidikan tinggi
kini menghadapi tuntutan yang semakin besar terkait
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya
(Hawkins, 2008). Di samping itu, lembaga-lembaga ini juga
diharapkan untuk mengadopsi prinsip efisiensi, responsivitas,

dan inovasi dalam operasionalnya (Charlier & Croché, 2016).

Komitmen organisasi merupakan aspek yang berperan
dalam keterlibatan individu terhadap institusi tempat mereka
bekerja. Porter (n.d.) mendefinisikan komitmen organisasi
sebagai tingkat keterikatan individu terhadap organisasi yang
menaunginya. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang

membentuk komitmen organisasi menjadi penting, mengingat
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hal ini berkaitan erat dengan keputusan individu untuk tetap
bekerja dalam organisasi serta perilaku mereka dalam
lingkungan kerja (S. Nandan et al, 2018). Komitmen
organisasi telah menjadi salah satu variabel yang paling
banyak diteliti dalam studi perilaku organisasi karena dinilai
memiliki dampak terhadap kinerja individu serta dinamika
organisasi secara keseluruhan (Riketta, 2002). Nawab (2011)
mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keterlibatan
karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja.
Sementara itu, Steers et al. (2004) menjelaskan bahwa
komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana individu
bersedia menerima serta mendukung visi, misi, dan nilai-nilai

yang dianut oleh organisasi tersebut.

Dalam konteks perilaku organisasi, komitmen memiliki
pengaruh terhadap berbagai aspek, seperti tingkat kehadiran
karyawan, produktivitas kerja, serta kontribusi individu
terhadap pencapaian tujuan organisasi (Mathieu & Zajac,
1990; Meyer & Allen, 1997; Randall, 1990; Riketta, 2002).
Dalam bidang akuntansi, kajian juga menunjukkan bahwa
komitmen organisasi berperan dalam membentuk kinerja

akuntan di lingkungan kerja (Kohlmeyer et al,, n.d.). Meyer et
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al. (1993) menjelaskan bahwa komitmen terhadap organisasi
merupakan kondisi psikologis yang terdiri atas tiga komponen
utama: komitmen afektif, yang mengacu pada keterikatan
emosional  individu  terhadap  pekerjaan;  komitmen
berkelanjutan, yang berhubungan dengan ketakutan
kehilangan posisi di organisasi; serta komitmen normatif, yang
berlandaskan pada rasa tanggung jawab moral untuk tetap

bertahan dalam organisasi.

Menurut Allen dan Meyer (1990), pengalaman kerja
yang positif serta lingkungan kerja yang mendukung dapat
memperkuat komitmen afektif individu terhadap organisasi. Di
sisi lain, komitmen berkelanjutan cenderung terbentuk
berdasarkan investasi yang telah dilakukan individu dalam
organisasi serta persepsi mereka terhadap peluang kerja di
tempat lain. Sementara itu, komitmen normatif dipengaruhi
oleh pengalaman individu dalam organisasi serta nilai-nilai
yang mereka anut (S. Nandan et al, 2018). Universitas
memiliki peran yang krusial dalam masyarakat, khususnya
dalam transfer pengetahuan, kajian, dan inovasi. Oleh karena
itu, pemerintah semakin memberikan perhatian lebih terhadap

pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang kajian dan
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pengembangan (R&D). Keberadaan pendidikan tinggi
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik bagi
individu maupun masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam

peningkatan kualitas hidup (Oliveira et al., 2020).

Dalam perkembangannya, universitas diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek
keberlanjutan (Soini, Jurgilevich, Pietikdinen, & Korhonen-
Kurki, 2018). Menurut Baker-Shelley, van Zeijl-Rozema, dan
Martens (2017), institusi pendidikan tinggi memiliki kapasitas
untuk melakukan transformasi = diri dalam menghadapi
berbagai krisis global yang berkaitan dengan keberlanjutan,
seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan masalah

lingkungan (Oliveira et al., 2020).

Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam
merancang strategi keberlanjutan, baik di tingkat lokal
maupun global (Ratiu, 2017). Untuk mencapai hal tersebut,
diperlukan pemahaman vyang lebih luas dari sekadar
keterlibatan dalam pendidikan, kajian, dan pengajaran. Selain
itu, komitmen terhadap pemangku kepentingan juga menjadi
elemen penting dalam membangun lingkungan vyang

mendukung pengembangan berkelanjutan (Barth et al., 2007).
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Agar dapat merespons ekspektasi sosial yang terus
berkembang, universitas perlu melakukan perubahan signifikan
dalam struktur serta fungsi organisasinya (Michavila &
Martinez, 2018). Dalam konteks ini, reformasi dalam aspek
administratif dan demokratis (Bruckmann & Carvalho, 2018),
yang selaras dengan prinsip tata kelola, menjadi faktor utama
dalam mewujudkan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi di
masa depan (Pearce, Wood, & Wassenaar, 2018). Selain itu,
komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan
dapat menjadi indikator dalam mengarahkan universitas
menuju status sebagai institusi yang berkelanjutan (S. Nandan

et al,, 2018).

Prinsip tata kelola yang baik merupakan faktor
fundamental dalam menjaga keberlangsungan suatu
organisasi. Institusi yang memiliki pemahaman lebih
komprehensif terkait tata kelola dan keberlanjutan cenderung
lebih mampu mendorong implementasi keberlanjutan secara
menyeluruh (Aras & Crowther, 2008). Menurut Salvioni,
Franzoni, Gennari, dan Cassano (2018), efektivitas
keberlanjutan tidak semata-mata bergantung pada kebijakan

peraturan atau inovasi ilmiah, tetapi juga pada penyebaran
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budaya tanggung jawab dalam institusi pendidikan tinggi serta
kemampuan dalam melegitimasi kebijakan dan paradigma

keberlanjutan melalui solusi yang efektif.

Kesadaran mengenai hubungan antara tata kelola dan
keberlanjutan dalam berbagai aspek termasuk lingkungan,
sosial, dan etika membuka peluang bagi penerapan pendekatan
yang lebih integratif (Kolk, 2008). Sebagai contoh, konsep
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility/CSR), yang umumnya dikaitkan dengan sektor
korporasi, juga dapat diterapkan dalam lingkup universitas.
Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran dalam mengelola
CSR sebagai bagian dari strategi institusionalnya. Bahkan,
dalam beberapa kasus, CSR dapat menjadi instrumen kebijakan
untuk mendorong perubahan dalam organisasi pendidikan

tinggi (Shelly, 2017).

Di Indonesia, regulasi terkait pendidikan tinggi juga
mengalami perkembangan. Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2023 mengatur tentang penyelenggaraan perguruan
tinggi oleh lembaga negara lain. Pada Pasal 4 Ayat 2

disebutkan  bahwa  perguruan tinggi asing dapat
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menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi,
serta pendidikan profesi. Hal ini berpotensi menciptakan
tantangan baru bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI),
Budi Djatmiko, mengungkapkan bahwa kehadiran universitas
asing di Indonesia berpotensi mengancam eksistensi
perguruan tinggi lokal, terutama yang berada di kelas
menengah ke bawah, karena dapat mengalihkan calon

mahasiswa ke institusi asing tersebut.

Pendidikan tinggi untuk pembangunan berkelanjutan
(HESD) merupakan konsep yang sering digunakan untuk
mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) dalam lingkungan pendidikan tinggi (HEIs). Konsep ini
bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan,
serta nilai-nilai yang memungkinkan mahasiswa membuat
keputusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab
dalam menjaga kelestarian lingkungan, kesejahteraan ekonomi,
serta menciptakan masyarakat yang lebih adil guna
mendukung pembangunan nasional (Majelis Umum PBB,
2019; WCED, 1987). Akan tetapi, realisasi tujuan

pembangunan ini hanya dapat dicapai apabila terdapat
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harmonisasi antara rencana dan program nasional maupun
subnasional, serta adanya dorongan bagi berbagai sektor
untuk turut berkontribusi. Pembahasan menunjukkan bahwa
pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam pencapaian
pembangunan berkelanjutan, yang mana dukungan kajian
ilmiah yang memadai dibutuhkan guna menguraikan
bagaimana strategi pencapaian SDGs dapat diterapkan di

perguruan tinggi pada masa mendatang (Hueske et al., 2022).

Dalam konteks ini, pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dapat berperan dalam menyederhanakan
kompleksitas integrasi SDGs di lingkungan perguruan tinggi
(Kioupi & Voulvoulis, 2019). Strategi ini hanya dapat efektif
jika HEIs menyesuaikan programnya dengan SDGs dalam skala
nasional dan memahami penerapan konsep tersebut dalam
institusi mereka. Walaupun sejumlah perguruan tinggi telah
menunjukkan ketertarikan terhadap kajian yang berkaitan
dengan keberlanjutan (Leal Filho et al., 2015; Ferguson &
Roofe, 2020), masih banyak institusi yang belum memiliki
pemahaman yang cukup mengenai integrasi SDGs dalam

perencanaan dan strateginya (Fleaca et al., 2018).
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Konteks didefinisikan sebagai kerangka acuan yang
mencakup berbagai kondisi serta lingkungan yang berkaitan
dengan suatu fenomena (Fetter, 2019; Cappelli & Sherer,
1991). Konteks juga mencerminkan faktor eksternal yang
mempengaruhi individu maupun organisasi, termasuk pada
berbagai tingkatan analisis yang berbeda (Steers et al., 2004).
Secara lebih luas, dalam pembahasan, konteks berfungsi
sebagai faktor determinan, pengaruh, serta batasan yang
dapat membentuk atau menghambat suatu fenomena (Bate,
2014). Sementara itu, konsep merujuk pada gagasan abstrak,
pemikiran, serta pengetahuan yang terbentuk dalam ucapan

dan refleksi terhadap dunia (Mammen et al., 2008).

Dari perspektif pendidikan tinggi dalam mendukung
pembangunan nasional, SDGs memberikan kerangka kerja
yang cukup jelas dalam memahami konteks dan konsep yang
relevan (Majelis Umum PBB, 2015). Lembaga pemerintah,
seperti kementerian dan komisi perencanaan nasional, memiliki
peran dalam menerjemahkan serta mengimplementasikan
SDGs dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan
strategis (Isenmann et al., 2020). Perguruan tinggi juga

diharapkan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan
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nasional dengan tujuan pendidikan, strategi, serta rencana aksi
mereka agar selaras dengan SDGs. Dalam hal ini, konteks
pendidikan tinggi mencakup kebijakan, perencanaan, strategi,
serta alokasi dana pemerintah untuk mendukung implementasi
SDGs. Di sisi lain, konsep dalam pendidikan tinggi
mencerminkan sejauh mana institusi memahami serta

menerapkan SDGs dalam perencanaan dan anggaran mereka.

Pendidikan berkualitas menekankan pada akses
pendidikan yang inklusif, merata, serta memberikan peluang
pembelajaran sepanjang hayat bagi semua individu. Peran
pendidikan tinggi dalam hal ini adalah memastikan bahwa
peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang
relevan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan
(Majelis Umum PBB, 2015). Namun, berdasarkan pembahasan
terbaru mengenai HESD (Zahid et al., 2022), meskipun ada
peningkatan kesadaran serta komitmen terhadap agenda
global di berbagai negara (11ISD, 2020), keterlibatan pendidikan
tinggi dalam upaya implementasi SDGs masih terbatas,
terutama di negara-negara berkembang seperti India dan
Pakistan. Bahkan, setelah dilakukan kajian terhadap literatur

barat, terlihat bahwa pembahasan terkait HESD masih dalam
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tahap awal, dengan cakupan yang terfragmentasi serta
kurangnya pendekatan konseptual yang jelas (Quarchioni et

al,, 2020).



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

BAB 2

TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
INTERNAL DALAM PENGELOLAAN
PERGURUAN TINGGI

A.Konsep Agency dan Stakeholder dalam

Dinamika Pengelolaan Organisasi

Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa teori utama yang
digunakan sebagai dasar pemikiran. Pada bagian awal, konsep
agency theory dan stakeholder theory menjadi kerangka utama
dalam memahami dinamika hubungan di antara berbagai pihak
yang terlibat. Selanjutnya, akan dijelaskan teori-teori
pendukung yang relevan dengan pokok bahasan, termasuk
konsep yang berasal dari referensi sebelumnya. Hubungan
antara konsep-konsep tersebut akan dikembangkan dalam

kerangka pemikiran untuk memberikan pemahaman yang lebih
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komprehensif. Istilah grand theory pertama kali diperkenalkan
oleh sosiolog Charles Wright Mills dalam bukunya T7he
Sociological Imagination. Konsep ini merujuk pada teori
dengan tingkat abstraksi yang tinggi, yang dirancang dengan
struktur formal dan terdiri dari konsep-konsep fundamental
yang lebih luas dibandingkan dengan pemahaman terhadap
fenomena sosial sehari-hari. Menurut Mills, grand theory
sering kali berada di luar konteks kehidupan nyata karena

memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks.

Agency theory dan stakeholder theory menjadi dua teori
utama yang dijadikan kerangka analisis. Kedua teori ini dipilih
karena memiliki relevansi dengan dinamika hubungan antar
pemangku kepentingan, yang sering kali menghadapi
ketidakharmonisan akibat perbedaan kepentingan serta upaya
masing-masing pihak dalam mempertahankan independensi
dari keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dengan
memahami teori ini, dapat diperoleh wawasan lebih dalam
mengenai bagaimana interaksi dan keseimbangan kepentingan

dapat dikelola secara efektif.
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1. Theory Agency

Konsep agency theory telah berkembang sejak awal tahun
1970-an, meskipun prinsip dasarnya telah lama dibahas dalam
berbagai bidang seperti hak kepemilikan, ekonomi organisasi,
hukum kontrak, dan filsafat politik, termasuk pemikiran dari
John Locke dan Thomas Hobbes (Vinnicombe & Staveley,
2002). Beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan
teori ini pada era tersebut di antaranya Armen Alchian, Harold

Demsetz, Michael Jensen, William Meckling, dan S.A. Ross.

Tata kelola organisasi, dalam konteks yang lebih luas,
dapat digambarkan sebagai serangkaian proses yang
mengarahkan dan mengendalikan sebuah entitas agar dapat
menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Proses ini
mencakup berbagai aspek seperti akuntansi, ekonomi,
keuangan, manajemen, dan strategi bisnis (Bisoux, 2004).
Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap tata
kelola perusahaan semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan privatisasi, reformasi kebijakan, merger dan
akuisisi perusahaan, serta dinamika pasar modal global

(Zuckweiler et al., 2016).
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Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan, agency
theory menjadi salah satu konsep utama dalam memahami
bagaimana hubungan antara pihak yang memiliki kepentingan
dalam sebuah organisasi dapat dikelola. Teori ini menyoroti
pentingnya keseimbangan dalam pengambilan keputusan,
penciptaan nilai bagi pemegang saham, kepatuhan terhadap
regulasi, serta harmonisasi kepentingan antara manajemen

dan pemangku kepentingan lainnya (Zuckweiler et al., 2016).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency theory
menjelaskan hubungan antara manajer sebagai agen dan
investor sebagai pemilik modal (principal). Dalam praktiknya,
hubungan ini sering kali menimbulkan perbedaan informasi
(asymmetric information), di mana manajer memiliki akses
lebih besar terhadap informasi internal perusahaan
dibandingkan pemilik modal. Hal ini dapat menyebabkan
munculnya biaya keagenan (agency cost), yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan
manajer agar tetap selaras dengan kepentingan pemegang
saham. Eisenhardt (2007) menjelaskan bahwa teori keagenan

berlandaskan pada tiga karakteristik utama manusia:
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a. Cenderung mementingkan diri sendiri (se/f-interest).
b. Memiliki keterbatasan dalam memperkirakan masa depan
(bounded rationality).

c. Cenderung menghindari risiko (risk aversion).

Sifat-sifat ini dapat mendorong manajer untuk bertindak
oportunistik, dengan lebih mengutamakan kepentingan pribadi
dibandingkan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Haris,
2004). Weber & Verrecchia (2011) mengidentifikasi beberapa
cara untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat agency
theory, antara lain:

1) Penerapan kebijakan diskresioner oleh manajemen guna

meningkatkan transparansi kepada investor.

2) Partisipasi aktif pemegang saham dalam pengawasan

perusahaan guna mengurangi biaya keagenan.

3) Kompetisi pasar yang mendorong efisiensi dalam

pengelolaan perusahaan.

Dalam praktiknya, perusahaan menerapkan berbagai
strategi untuk mengurangi biaya keagenan dan memastikan
bahwa kepentingan pemegang saham tetap terjaga. Salah satu

pendekatan yang banyak digunakan adalah penerapan prinsip
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good corporate governance sebagai mekanisme pengawasan
dan pengendalian dalam manajemen perusahaan (Roreng,
2021). Melalui tata kelola yang baik, perusahaan diharapkan
dapat meminimalkan potensi konflik antara manajemen dan
pemilik modal serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih

stabil.

Konsep agency theory juga menyoroti hubungan
kontraktual dalam suatu organisasi. Dalam dunia bisnis,
hubungan ini dapat terjadi antara pemegang saham dan
manajer, atau antara kreditor dan pemegang saham. Namun,
hubungan tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Konflik
kepentingan sering kali muncul akibat perbedaan tujuan antara
pihak yang terlibat. Misalnya, seorang manajer mungkin
memiliki dorongan untuk memaksimalkan keuntungan
pribadinya dibandingkan dengan meningkatkan nilai bagi
pemegang saham. Permasalahan utama dalam teori ini adalah
bagaimana memastikan bahwa manajer bertindak sesuai
dengan kepentingan pemilik modal. Oleh karena itu, berbagai
mekanisme kontrol seperti pemberian insentif berbasis kinerja,

pengawasan ketat oleh dewan direksi, serta regulasi yang
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ketat diterapkan guna mengurangi potensi penyimpangan

yang dapat merugikan investor.

Selain itu, agency theory juga menyoroti bagaimana
pasar tenaga kerja dan modal dapat mempengaruhi perilaku
manajemen. Dalam kondisi di mana pasar tenaga kerja tidak
sempurna dan informasi yang diperoleh pemegang saham
terbatas, manajer dapat memanfaatkan keadaan tersebut
untuk kepentingan pribadi. Faktor seperti konsumsi sumber
daya perusahaan secara berlebihan dan pengambilan
keputusan yang tidak optimal sering kali menjadi tantangan
dalam tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan
yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan
menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan

akuntabel.
2. Teori Shakeholder

Dalam dunia bisnis dan organisasi, pemangku kepentingan
(stakeholders) merujuk pada individu atau kelompok yang
memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh aktivitas suatu perusahaan. Pemangku
kepentingan meliputi berbagai pihak seperti pemerintah,

pelanggan, investor, kelompok industri, karyawan, serikat

39



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

pekerja, serta masyarakat luas. Mereka tidak hanya berdampak
langsung terhadap organisasi, tetapi juga berinteraksi satu
sama lain dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang

lebih luas.

Secara umum, sebuah perusahaan tidak hanya
bertanggung jawab kepada pemegang saham (shakeholders)
dalam hal pencapaian keuntungan, tetapi juga harus
memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan
lainnya. Hal ini penting karena hubungan yang baik dengan
mereka dapat membantu perusahaan dalam menjalankan
strategi jangka panjang secara berkelanjutan. Jika perusahaan
gagal memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingannya,
dukungan dari pihak-pihak tersebut juga akan berkurang, yang
pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas operasional
perusahaan. Dalam pengelolaan organisasi, pemangku
kepentingan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok

utama:

a. Pemangku Kepentingan Utama (Primary Stakeholders)
Kelompok ini memiliki peran vital dalam keberlangsungan
perusahaan, misalnya karyawan yang terlibat langsung

dalam operasional bisnis.
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b. Pemangku Kepentingan Sekunder (Secondary
Stakeholders)
Kelompok ini tetap memiliki pengaruh terhadap
perusahaan, tetapi tidak terlibat langsung dalam transaksi

bisnis utama.

Untuk memastikan interaksi yang efektif dengan
pemangku kepentingan, organisasi perlu menerapkan strategi
yang mempertimbangkan tanggung jawab dan
akuntabilitasnya terhadap berbagai pihak. Ini termasuk
membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan internal
dan eksternal. Dalam praktiknya, perusahaan dapat
menerapkan beberapa langkah dalam mengelola pemangku

kepentingan, antara lain:
1) Mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki pengaruh
terhadap operasional perusahaan.

2) Memahami karakteristik dan kepentingan masing-masing

pemangku kepentingan.

3) Menyesuaikan strategi perusahaan agar dapat menjalin

hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

4
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Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk lebih
responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis serta
meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang.
Dengan memperhatikan kepentingan  berbagai pihak,
perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi dan
kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar

yang kompetitif.

B.Implementasi Sistem Pengendalian Internal

untuk Efesiensi Organisasi

1. Konsep dan Peranan Anggaran Dalam Organisasi

a. Definisi Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang
dinyatakan dalam bentuk angka dan diukur dengan satuan
moneter. Penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada
rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam sebuah organisasi, anggaran memiliki dua
peran utama, yaitu sebagai alat perencanaan (planning) yang
membantu dalam pengalokasian sumber daya serta sebagai
alat pengendalian (control) untuk memastikan efisiensi dan

efektivitas operasional dalam jangka pendek. Partisipasi dalam



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

penyusunan anggaran menjadi aspek penting dalam
pengelolaan organisasi. Proses ini melibatkan berbagai pihak
yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan, sehingga
keputusan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang
lebih luas. Dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak,
termasuk manajemen dan tim operasional, diharapkan
penyusunan anggaran dapat lebih realistis dan sesuai dengan

kondisi aktual organisasi.

Strategi partisipatif dalam penyusunan anggaran juga
berkontribusi terhadap peningkatan kinerja manajerial. Ketika
tujuan atau standar yang dirancang disepakati secara bersama,
karyawan cenderung lebih berkomitmen dalam mencapainya.
Mereka juga merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap implementasi anggaran karena terlibat langsung
dalam proses perencanaan. Selain itu, keterlibatan manajer
dalam penyusunan anggaran memberikan manfaat tambahan,
seperti meningkatkan pemahaman pimpinan terhadap kondisi
operasional yang sedang berlangsung serta membantu dalam
mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Di
sisi lain, partisipasi ini juga dapat mengurangi tekanan

psikologis bagi karyawan karena mereka memahami dengan
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jelas tujuan yang harus dicapai, sekaligus merasa lebih dihargai

dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi yang efektif dalam penyusunan anggaran juga
menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dalam organisasi.
Dengan adanya mekanisme pertukaran informasi yang baik,
setiap bagian dalam perusahaan dapat berkontribusi secara
lebih optimal dalam perencanaan keuangan. Pada akhirnya,
pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pencapaian
tujuan keuangan organisasi, tetapi juga memperkuat
koordinasi dan sinergi antar departemen dalam menjalankan

operasional perusahaan.

b. Implementasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu mekanisme
utama dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dalam proses
ini, anggaran yang telah disusun sebelumnya diterapkan sesuai
dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan.
Keberhasilan implementasi anggaran sangat bergantung pada
perencanaan yang matang serta pengawasan yang efektif agar
tetap selaras dengan kebutuhan organisasi. Dalam lingkungan
yang kompetitif dan penuh ketidakpastian, manajer cenderung

menghindari risiko dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu,
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pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran sering
kali dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam sektor yang
menghadapi tekanan keuangan atau regulasi ketat, seperti

perguruan tinggi dan organisasi publik.

Dalam sektor publik, tata kelola keuangan mengalami
perubahan signifikan sejak tahun 1980-an dan 1990-an,
terutama di negara-negara maju. Reformasi dalam sistem
manajemen publik di berbagai negara mendorong peningkatan
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam birokrasi,
termasuk dalam pengelolaan anggaran institusi pendidikan
tinggi. Banyak universitas kini memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, di mana
pendanaan mereka semakin bergantung pada pencapaian
target kinerja. Anggaran memainkan peran penting dalam

berbagai aspek organisasi, antara lain:

a. Perencanaan Operasional menyusun rencana tahunan yang

mencakup pengalokasian sumber daya.

b. Koordinasi Kegiatan memastikan bahwa berbagai unit
dalam organisasi bekerja secara selaras untuk mencapai

tujuan bersama.
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c. Komunikasi Strategi menyampaikan kebijakan keuangan
kepada seluruh pemangku kepentingan agar tujuan

organisasi dapat dipahami dengan jelas.

d. Motivasi Karyawan, memberikan arah yang jelas dalam
pencapaian target dan meningkatkan rasa kepemilikan

terhadap keberhasilan organisasi.

e. Pengendalian Keuangan, memastikan bahwa pengeluaran

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

f. Evaluasi Kinerja, membandingkan hasil aktual dengan target
yang telah ditentukan dan melakukan penyesuaian strategi

jika diperlukan.

Keterlibatan manajer dan karyawan dalam penyusunan
dan implementasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas
pengelolaan keuangan. Ketika sistem anggaran diterapkan
secara transparan dan adil, komitmen terhadap pencapaian
tujuan organisasi pun meningkat. Sebaliknya, jika anggaran
hanya dibuat sebagai formalitas tanpa keterlibatan aktif dari
pihak yang berkepentingan, maka efektivitasnya akan
berkurang. Tingkat partisipasi yang rendah dalam pengelolaan

anggaran juga dapat menimbulkan masalah dalam organisasi,
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seperti kurangnya rasa memiliki terhadap tujuan anggaran
serta rendahnya komitmen dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu, organisasi perlu membangun sistem penganggaran
yang partisipatif, di mana seluruh pihak yang terkait memiliki
kesempatan untuk memberikan masukan dan memahami

proses yang berjalan.

Meski memiliki banyak manfaat, proses penganggaran

juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1) Ketidakakuratan Data, perencanaan anggaran yang tidak
berbasis data yang valid dapat menghambat pencapaian

tujuan organisasi.

2) Konflik Kepentingan, terkadang, manajer atau individu
dalam organisasi lebih mementingkan kepentingan pribadi

daripada tujuan organisasi.

3) Kurangnya Fleksibilitas, sistem anggaran yang terlalu kaku
dapat menyulitkan organisasi dalam menyesuaikan diri

dengan perubahan lingkungan bisnis.

4) Manipulasi Anggaran, dalam beberapa kasus, proses

penganggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
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tertentu, yang dapat merugikan organisasi dalam jangka

panjang.
Tabel 2. 1 Implementasi Anggaran
Variabel Definisi Konsep Pengukuran / Keterangan
Indikatar
Implementasi | Penganggaran Menggunakan 6 butir | Skala Ordinal I
Anggaran (X1) | adalah proses pertanyaan dengan Sumber Indikator:
merencanakan skalaLikert10 poin. | Drury (2021)

operasi tahunan,
mengoordinasika
n kegiatan
organisasi,
mengkomunikasik
an rencana,
memotivasi
manajer,
mengendalikan
kegiatan,serta
mengevaluasi
kinerja manajer.

{Drury, 2021)

Rentang skor 10-40
{rendah},41-70
{sedang), 71-100
{tinggi).

Indikator:

1. Merencanakan
operasitahunan

2. Mengoordinasikan
kegiatan

3.
Mengkomunikasikan
rencana

4. Memotivasi
manajer

5. Mengendalikan
kegiatan

. Mengevaluasi

kinerja

Sumber : Drury (2021)
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2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal
a. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang baik berperan dalam
menyediakan informasi yang akurat guna mendukung
pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi
untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi.
Menurut Karyono (2013), pengendalian internal merupakan
bagian dari fungsi kontrol. Shelly (2017) mengacu pada
Statement Auditing Standard (SAS) No. 55, yang
mendefinisikan pengendalian internal sebagai kebijakan dan
prosedur yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan
organisasi secara efektif. Dalam konteks perguruan tinggi di
Indonesia, sistem pengendalian internal diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun
2011, yang sejalan dengan kerangka kerja pengendalian
internal COSO (2013).

Menurut Committee of Sponsoring Organizations
(COSO, 2013), pengendalian internal adalah proses yang
melibatkan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya
guna memberikan jaminan wajar terhadap pencapaian tujuan

organisasi, termasuk aspek operasional, pelaporan, dan
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kepatuhan. Tiga tujuan utama pengendalian internal menurut

COSO (2013) adalah:

1) Tujuan operasional: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
operasional serta menjaga aset organisasi. Hal ini sejalan
dengan prinsip Total Quality Management (TQM) yang
menekankan keunggulan melalui efisiensi biaya (Mariano-

Hernandez et al,, 2021).

2) Tujuan pelaporan: Meningkatkan transparansi dan akurasi
dalam pelaporan keuangan maupun non-keuangan, baik
internal maupun eksternal. Aspek ini mendukung
pengambilan keputusan berbasis fakta, sebagaimana

ditekankan dalam filosofi TQM (A. Wagner et al., 2021).

3) Tujuan kepatuhan: Memastikan organisasi mematuhi
regulasi yang berlaku. Dalam perguruan tinggi, kepatuhan
terhadap hukum juga berkontribusi pada kepuasan
pemangku kepentingan dan standar akreditasi (Ahmed &
Idris, 2020).

Pengendalian internal memiliki keterkaitan erat dengan
TQM. Studi sebelumnya banyak menyoroti aspek akuntabilitas
dan pencegahan penyimpangan (Habibi Z & Hidayat, 2020),
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namun beberapa pembahasan mulai menghubungkannya
dengan kinerja organisasi. Al-Thuneibat et al. (2015)
menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal
yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.
Hasil serupa juga ditemukan oleh Tetteh et al. (2022). Di
sektor Non-Profit Organizations (NFPO), termasuk perguruan
tinggi, kajian mengenai pengendalian internal masih terbatas
(Chalmers et al., 2019). Sementara itu, regulasi pemerintah
terkait pengendalian internal di perguruan tinggi menjadi
perdebatan, terutama karena kualitas sebagian besar
perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah
meskipun implementasi penjaminan mutu telah diwajibkan
(Zuhriyah & Pratolo, 2020). Secara umum, institusi
menerapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan
efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Sistem ini
juga bertujuan untuk memastikan keandalan informasi
keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi dan

efektivitas operasional organisasi.
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b. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi et al. (2006), terdapat empat elemen utama
yang perlu dipenuhi agar sistem pengendalian internal dalam

suatu institusi dapat berjalan dengan baik:

1) Struktur organisasi yang jelas dalam memisahkan tanggung
jawab fungsional.
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang

melindungi aset, utang, pendapatan, dan biaya.

3) Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di

setiap unit organisasi.

4) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai

dengan tanggung jawabnya.

Setiap institusi memiliki karakteristik yang berbeda,
sehingga sistem pengendalian internal yang diterapkan pun
harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak ada
satu sistem universal yang dapat digunakan oleh semua
institusi. Kelemahan dalam salah satu dari empat elemen
tersebut dapat menghambat efektivitas sistem pengendalian
internal (Suratman, 2013). Dalam konteks perguruan tinggi,

penerapan keempat elemen ini masih menghadapi berbagai
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kendala, sehingga perlu kajian lebih lanjut. Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) memperkenalkan lima komponen utama dalam

pengendalian internal, yaitu:

a) Lingkungan pengendalian (Control Environment)

b) Penilaian risiko (Risk Assessment)

c) Aktivitas pengendalian (Control Activities)

d) Informasi dan komunikasi (/nformation and
Communication)

e) Pemantauan (Monitoring)

Kelima komponen ini membentuk inti dari COSO’s
Report (Knechel, 2013), yang saling terkait dalam mendukung

efektivitas pengendalian internal.

a) Lingkungan Pengendalian, merupakan faktor utama yang
mencerminkan  bagaimana manajemen  memandang
pentingnya pengendalian dalam organisasi. Elemen utama
dalam lingkungan pengendalian meliputi nilai etika dan
integritas, komitmen terhadap kompetensi, filosofi
manajemen, struktur organisasi, peran dewan direksi dan
komite audit, pembagian kewenangan dan tanggung jawab,

serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia.



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

b) Penilaian Risiko, setiap organisasi memiliki tingkat risiko
yang berbeda yang harus dikelola dengan baik. Manajemen
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengurangi
risiko agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan

lebih efektif.

c) Aktivitas Pengendalian, agar pengelolaan risiko berjalan
dengan baik, organisasi perlu menerapkan berbagai
mekanisme pengendalian, seperti pemisahan fungsi yang
memadai, otorisasi transaksi, sistem pencatatan yang baik,
pengendalian fisik terhadap aset, serta pengawasan

independen atas aktivitas yang dilakukan.

d) Informasi dan Komunikasi, arus komunikasi dalam
organisasi merupakan faktor kunci dalam sistem
pengendalian internal. Organisasi yang sehat memiliki
sistem komunikasi yang berjalan ke segala arah, bukan

hanya komunikasi satu arah dari manajemen ke bawah.

e) Pemantauan, sistem pengendalian internal harus terus

dipantau dan disesuaikan agar tetap efektif.
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Tabel 2. 2 Penggunaan Sistem Pengendalian Internal

personel entitas lainnya,

yang dirancang untuk
memberikan jaminan
yang wajar mengenai

pencapaian tujuan yang
berkaitan dengan operasi,
pelaporan, dan kepatuhan

(COSO, 2013).

Definisi /konsep Pengukuran Ketarangan
/indikator
Pl (X2) Menggunakan 4
Skala:
buti
Pengendalian internal HHr Ordinal
t
didefinisikan sebagai: pertanyaan
dengan 10 poin | Sumber
suatu proses, yang )
) skala likert, | Indikator :
dilakukan oleh dewan
Skala 10 - 40
direksi, manajemen, dan ala (COso,
rendah, 41-70 2013).

sedang dan 71-
100 tinggi .

1. Pengaturan
organisasi

2. Dukungan
manejemen

3. Atribut Audit
4, Kualitas audit

internal

Sumber : COSO, 2013 dalam Lambert report (2003)
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3. Komitmen Organisasi
a. Definisi Komitmen

Hornby (2000) mendefinisikan komitmen sebagai kesiapan
karyawan untuk mencurahkan tenaga dan waktunya demi
pekerjaan atau aktivitas tertentu. Sementara itu, Lee dan
Olshfki (2002) menyatakan bahwa komitmen merupakan
konsep multidimensional yang berkaitan dengan berbagai cara
individu dalam mencapai sesuatu yang lebih baik. Studi
eksplorasi yang dilakukan oleh Adhikari & Shrestha (2023)
mengidentifikasi tiga jenis komitmen kerja yang berkaitan
dengan karakteristik individu, yaitu:

1) Komitmen terhadap pekerjaan

2) Komitmen terhadap organisasi

3) Komitmen terhadap karier

Dalam pembahasan ini, fokusnya adalah komitmen
terhadap organisasi, yang mengacu pada loyalitas karyawan
untuk tetap bekerja di tempatnya. Komitmen ini penting bagi
dosen agar dapat terus berkontribusi terhadap kemajuan
institusi, sehingga organisasi mampu bersaing secara lebih
unggul (Thornhill, 1996). Beberapa ahli juga mengemukakan

pandangannya tentang konsep komitmen organisasi. Porter
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(n.d.) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mencerminkan
keterikatan individu terhadap organisasinya. Memahami
faktor-faktor yang memengaruhi komitmen organisasi
sangatlah penting, karena berkaitan erat dengan niat untuk
bertahan atau meninggalkan organisasi serta perilaku

pengunduran diri (Meyer et al,, 1993).

Komitmen organisasi merupakan salah satu konsep yang
paling sering diteliti dalam bidang perilaku organisasi, karena
dianggap memiliki pengaruh terhadap hampir semua aspek
perilaku yang menguntungkan organisasi (Riketta, 2002).
Nawab dan Bhatti (2011) mendefinisikan komitmen organisasi
sebagai tingkat keterlibatan dan afiliasi karyawan dengan
organisasinya. Sementara itu, Mowday et al. (1979)
menekankan bahwa komitmen organisasi mencerminkan
penerimaan individu terhadap tujuan, nilai, dan sasaran
organisasi, serta keinginannya untuk tetap menjadi bagian

darinya.

Dalam analisis perilaku organisasi, komitmen diketahui
memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek seperti
kehadiran kerja, tingkat usaha, kinerja, dan perilaku karyawan

(Riketta, 2002). Studi di bidang akuntansi juga menyoroti
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pentingnya komitmen organisasi dalam kaitannya dengan
peran akuntan dalam perusahaan (Kohlmeyer et al., 2014).
Harapan karyawan terhadap pertumbuhan baik dari sisi
intrinsik maupun ekstrinsik juga berperan dalam menentukan
tingkat komitmen mereka terhadap organisasi. Beberapa
faktor yang terbukti berkontribusi terhadap peningkatan
komitmen organisasi meliputi peluang pengembangan diri (Liu
dan Wang, 2001), kesempatan untuk mendapatkan promosi
dan pelatihan (Long et al., 2002), serta pengalaman belajar
yang lebih luas (Bashir dan Long, 2015; Ng et al., 2006).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen

Model komitmen tiga komponen yang dikemukakan oleh
Meyer dan Allen (1991) menjelaskan bahwa keterikatan
individu terhadap suatu organisasi merupakan kondisi
psikologis yang terdiri dari tiga aspek utama: komitmen afektif,
komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Ketiga aspek

tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Komitmen afektif mengacu pada keterlibatan emosional
seorang karyawan terhadap organisasi. Komitmen ini
mencerminkan sejauh mana individu merasa terhubung dan

memiliki rasa memiliki terhadap organisasi. Chang (1999)
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mengungkapkan bahwa komitmen afektif merupakan
tingkat keterikatan psikologis seseorang terhadap institusi
tempatnya bekerja, ditandai dengan loyalitas dan perasaan
memiliki. Sejalan dengan itu, Somers dan Birnbaum (2000)
mendeskripsikan  komitmen afektif sebagai bentuk

kecintaan terhadap organisasi.

2) Komitmen berkelanjutan berkaitan dengan pertimbangan
rasional seorang karyawan dalam memilih untuk tetap
berada dalam suatu organisasi. Keputusan untuk bertahan
biasanya didasarkan pada evaluasi terhadap manfaat serta
konsekuensi finansial maupun non-finansial yang akan
dihadapi jika meninggalkan organisasi. Burr dan Girardi
(2002) mengemukakan bahwa bentuk komitmen ini muncul
ketika seorang individu menyadari besarnya biaya yang
harus ditanggung apabila ia memutuskan untuk keluar dari
organisasi. Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh
Somers dan Birnbaum (2000), yang menekankan bahwa
faktor psikologis dan ekonomi berperan dalam menentukan

tingkat komitmen ini.

3) Komitmen normatif merupakan bentuk keterikatan yang

didasari oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban moral
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untuk tetap berada dalam organisasi. Burr dan Girardi
(2002) menyatakan bahwa komitmen normatif berkaitan
erat dengan prinsip moral dan etika individu, yang
mendorong mereka untuk terus berkontribusi dalam

organisasi.

Strategi yang dipilih dalam pembahasan ini merujuk pada
konsep komitmen yang dikembangkan oleh Maiti dan Sanyal
(2018), yang mencakup ketiga elemen di atas. Dosen di
perguruan tinggi memerlukan tingkat komitmen yang tinggi
agar dapat menjalankan tugas akademik dengan penuh
tanggung jawab. Greenberg et al. (1995) mengidentifikasi lima
faktor utama yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan,
yaitu:

a) karakteristik pekerjaan,

b) bentuk imbalan yang diterima,

c) peluang kerja alternatif,

d) perlakuan terhadap karyawan baru dalam organisasi, serta

e) karakteristik individu.

Ulric (1998) mengusulkan bahwa komitmen di
lingkungan kerja dapat ditingkatkan dengan tiga cara, yaitu:

(a) mengurangi tuntutan yang berlebihan terhadap karyawan,
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(b) memberdayakan sumber daya serta memberikan motivasi
bagi individu untuk memanfaatkan keterampilan mereka
secara optimal, dan (c) mengonversi tantangan kerja menjadi
peluang bagi pengembangan diri. Seiring dengan perubahan
yang terjadi dalam dunia pendidikan tinggi, faktor-faktor
seperti perkembangan teknologi, dinamika demografi, serta
perubahan ekonomi semakin mempengaruhi sistem kerja
dalam institusi akademik (Blackburn et al., 2010). Selain itu,
fenomena globalisasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi,
budaya, dan politik, turut memengaruhi sistem pendidikan
tinggi di berbagai negara (Cerda-Navarro et al., 2022). Swist &
Collin (2017) menekankan bahwa transformasi dalam
teknologi informasi juga berperan besar dalam perubahan

lanskap akademik.

Dalam lingkungan akademik yang terus berkembang,
universitas menghadapi tantangan yang mirip dengan
organisasi bisnis. Tidak hanya ada tekanan untuk lebih
bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya, tetapi
juga tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, daya tanggap, dan
inovasi dalam sistem pendidikan (Hawkins et al, 2008;

Checchi, 2000). Perguruan tinggi di berbagai negara

6l
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mengadopsi model yang berbeda dalam pengelolaannya.
Beberapa model yang diusulkan untuk merancang kembali
institusi  pendidikan  tinggi  mencakup  pendekatan
kewirausahaan (Wissema, 2010) dan model manajerialisme
baru (Deem, 2003). Manajerialisme ditandai oleh adanya
sistem organisasi yang lebih formal, akuntabilitas tinggi, serta
mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat

(Kauffmann et al., 2008).

Setiap universitas memiliki fokus yang berbeda-beda dan
memandang keunggulan dengan cara yang berbeda pula
(Jacob, 2004; Tasopoulou & Tsiotras, 2017). Namun, aspek
seperti tradisi, hierarki, serta pengaruh kelompok dalam
organisasi tetap memainkan peran penting dalam membentuk
karakter institusi pendidikan tinggi (Bourque, 2009). Meskipun
terdapat perbedaan dalam skala lokal dan nasional, perguruan
tinggi umumnya memiliki budaya yang mendukung
independensi berpikir, otonomi, serta sistem tata kelola yang

partisipatif (Meyer et al., 1993).

Seiring meningkatnya keragaman budaya di lingkungan
akademik (Unum, 2013), lembaga pendidikan tinggi harus

mampu beradaptasi dengan perubahan global agar tetap
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relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, organisasi akademik
perlu memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen untuk
menghadapi tantangan tersebut (Razali & Vrontis, 2010).
Dalam konteks ini, memahami komitmen organisasi di
lingkungan pendidikan tinggi menjadi semakin penting. S.
Nandan et al. (2018) mengusulkan bahwa komitmen
organisasi terdiri dari tiga komponen utama: komitmen afektif,
komitmen normatif, dan komitmen berkelanjutan. Menurut
Meyer et al. (1993), pengalaman karyawan dalam suatu
organisasi yang mendukung kenyamanan kerja dan
pemenuhan kebutuhan psikologis mereka berperan dalam
membentuk komitmen afektif. Sementara itu, komitmen
berkelanjutan lebih banyak dipengaruhi oleh investasi individu
dalam organisasi serta terbatasnya pilihan kerja yang tersedia
di luar organisasi. Adapun komitmen normatif lebih banyak
berkembang melalui proses sosialisasi dan pembentukan rasa

tanggung jawab.

Komitmen karyawan memiliki hubungan yang signifikan
dengan perilaku organisasi. S. Nandan et al. (2018)
menemukan bahwa komitmen afektif memiliki korelasi positif

paling kuat dengan faktor-faktor seperti kehadiran kerja,
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performa karyawan, serta perilaku kewarganegaraan dalam
organisasi. Sebaliknya, komitmen berkelanjutan sering kali
dikaitkan dengan dampak yang kurang menguntungkan atau

bahkan negatif.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika dunia kerja yang
terus berkembang, pendekatan yang bersifat universal dalam
studi komitmen organisasi perlu mempertimbangkan aspek
budaya. Faktor budaya memainkan peran penting dalam
mempengaruhi perilaku karyawan di berbagai negara, yang
pada akhirnya berdampak pada efektivitas strategi
pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan
tinggi. Dengan memahami berbagai faktor yang membentuk
komitmen organisasi, institusi akademik dapat merancang
strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan

serta loyalitas tenaga pendidiknya.

Menurut Greenberg et al. (1995), terdapat lima aspek
utama yang mempengaruhi tingkat komitmen seorang
karyawan, vyaitu: (a) karakteristik pekerjaan, (b) bentuk
imbalan yang diterima, (c) tersedianya peluang kerja lain, (d)

perlakuan terhadap pegawai baru dalam organisasi, dan (e)
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faktor individu. Kelima aspek ini dapat dijelaskan lebih lanjut

sebagai berikut:

1) Karakteristik pekerjaan, karyawan yang diberikan tanggung
jawab lebih besar dalam melaksanakan tugasnya serta
memperoleh kesempatan lebih luas untuk berkembang,
termasuk peluang promosi, cenderung memiliki komitmen

yang lebih tinggi terhadap organisasi.

2) Bentuk imbalan, cara organisasi memberikan penghargaan
terhadap karyawan dapat mempengaruhi tingkat loyalitas

dan keterikatan mereka terhadap institusi tersebut.

3) Peluang kerja lain, apabila seorang karyawan menemukan
kesempatan yang lebih baik di luar organisasi tempatnya
bekerja saat ini, maka tingkat komitmennya terhadap

organisasi sebelumnya dapat mengalami penurunan.

4) Perlakuan terhadap pegawai baru, sikap organisasi dalam
memperlakukan pegawai baru dapat berdampak pada
tingkat kepuasan dan loyalitas pegawai lama. Jika pegawai
baru mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik, hal ini

bisa memicu kecemburuan dan perasaan ketidakadilan yang
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pada akhirnya dapat menurunkan tingkat komitmen

terhadap organisasi.

5) Faktor individu, jabatan yang dimiliki seorang karyawan
dalam suatu organisasi berkontribusi terhadap tingkat
komitmennya. Karyawan yang menduduki posisi lebih tinggi
cenderung lebih loyal dibandingkan dengan mereka yang
masa kerjanya lebih singkat. Selain itu, terdapat indikasi
bahwa perempuan memiliki tingkat komitmen organisasi

yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
4. Kinerja Universitas
a. Definisi Kinerja

Menurut Kahaly et al. (2018), kinerja merujuk pada pencapaian
tujuan program organisasi, yang dapat diukur berdasarkan
keluaran dan hasil yang dihasilkan. Kinerja dapat digambarkan
melalui beberapa aspek, yaitu efisiensi (pencapaian output
dengan biaya per unit yang rendah), efektivitas (tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan), kesetaraan
(seberapa adil distribusi hasil kepada pemangku kepentingan
utama), serta tingkat kepuasan publik. Selain itu, kinerja juga

dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku dalam suatu
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organisasi yang bertujuan untuk mencapai target yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini
memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan baik secara

kuantitatif maupun kualitatif (Abu Khadra & Delen, 2020).

Dalam konteks perguruan tinggi, kinerja diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan
alat evaluasi untuk menilai kualitas pendidikan tinggi
sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi. Indikator ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
3/M/2021, yang mengatur tentang IKU bagi Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. IKU
digunakan untuk mengklasifikasikan PTN dan Perguruan
Tinggi Swasta (PTS), sekaligus menjadi dasar dalam
menentukan alokasi sumber daya serta dukungan anggaran

yang diberikan oleh Ditjen Dikti.
b. Penilaian Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi dilakukan oleh
lembaga akreditasi baik di tingkat nasional maupun
internasional. Dalam proses akreditasi, sejumlah kriteria

ditetapkan sebagai faktor evaluasi dengan memperhatikan
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interaksi antara indikator yang mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kriteria ini digunakan
untuk mengukur tingkat pencapaian mutu akademik di

perguruan tinggi.

Akreditasi sendiri merupakan mekanisme penilaian yang
tidak hanya mengukur kinerja, tetapi juga menilai tingkat
kepatuhan institusi terhadap standar yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019, sistem
penilaian akreditasi lebih berfokus pada berbagai aspek yang
bertujuan untuk menilai kapasitas kelembagaan serta
efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terdapat
sembilan kriteria utama dalam proses evaluasi, yaitu:

1) Perumusan visi dan misi

2) Sistem tata kelola dan tata pamong

3) Pengelolaan mahasiswa serta kualitas lulusan

4) Sumber daya manusia yang tersedia

5) Pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana
6) Proses pembelajaran dan suasana akademik

7) Kegiatan penelitian

8) Program pengabdian kepada masyarakat

9) Luaran serta capaian dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
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Tabel 2. 3 Kinerja Universitas

Definisi Variabel

Pengukuran dan indikator

Keterangan

Kinerja Universitas (Y1)
Kinerja perguruan tinggi
dideskripsikan  dengan
indikator kinerja utama
(KU) sebagal proses
evaluasi kualitas
pendidikan tinggi dari
Dirjen pendidikan tingggi
dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik
Indonesia No.3/M,/2021

Menggunakan g butir

pertanyaan dengan 10 poin

skala likert, Skala 10-40 rendah,

41-70 sedang 71-100 tinggi.

1. Visidan misi

2. Tatapamong sertatata
kelola

3. Mahasiswadan lulusan

&4, Sumber dayamanusia

5. Keuangan,saranadan
prasarana

6. Pembelajaran dan suasana
akademik

7. Penelitian

8. Pengabdian kepada
masyarakat

8. Luaran dan capaian

caturdarma

Skala : Ordinal
Sumber Indikator :
Kinerja perguruan
tinggi (Peraturan
BAN-PT Momor 3
tahun 2019

Sumber : Peraturan BAN-PT nomor 3 tahun 2019
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5. Good University Governance

a. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik menggambarkan bagaimana
sebuah perusahaan harus diarahkan dan diawasi, termasuk
dalam hal penetapan tujuan serta pengawasan terhadap
pencapaian tujuan tersebut. Penerapan tata kelola yang baik
bertujuan untuk mendorong dewan direksi serta manajemen
agar bekerja secara optimal guna mencapai kepentingan
perusahaan serta para pemegang sahamnya (Gruber et al,

2005).

Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan merupakan
suatu proses di mana komisaris dan auditor menjalankan
tanggung jawab mereka terhadap pemegang saham serta
berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bagi pemegang
saham, sistem tata kelola yang baik dapat meningkatkan
kepercayaan mereka terhadap imbal hasil investasi yang wajar.
Sementara itu, bagi pemangku kepentingan lainnya, tata kelola
yang baik memberikan keyakinan bahwa perusahaan akan
mengelola dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan

lingkungan secara bertanggung jawab (Gruber et al., 2005).
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Sistem tata kelola yang diterapkan dengan baik
mencakup kombinasi dari berbagai aspek, termasuk regulasi
hukum, kebijakan internal, serta praktik sukarela yang
dilakukan oleh sektor swasta. Dengan tata kelola yang kuat,
perusahaan dapat menarik investor, meningkatkan efisiensi
operasional, memperoleh keuntungan, serta memenuhi
kewajiban hukum dan tanggung jawab sosialnya. Selain itu,
implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga dapat
meningkatkan tingkat kepercayaan calon investor terhadap
transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan dalam
pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi

pada peningkatan nilai pasar perusahaan (Gruber et al., 2005).

Menurut Cadbury Committee, tata kelola perusahaan
atau corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu
sistem yang berfungsi untuk mengarahkan serta
mengendalikan jalannya organisasi (Tjager et al., 2003 dalam
Igbal, 2007). Sementara itu, World Bank memberikan definisi
yang berbeda, dengan menyatakan bahwa corporate
governance mencakup serangkaian hukum, regulasi, serta
pedoman yang harus dipatuhi guna memastikan sumber daya

perusahaan bekerja secara efisien dalam menciptakan nilai
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ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham serta

masyarakat luas (Harahap, 2001).

Pendekatan berbasis shareholding theory menjelaskan
corporate governance sebagai hubungan antara berbagai pihak
dalam suatu organisasi, seperti pemilik modal atau investor
dengan pihak manajemen, dalam menentukan arah serta
kinerja perusahaan (Pursglove & Simpson, 2007). Selain itu,
Shleifer & Vishny (1996) mendefinisikan corporate
governance sebagai mekanisme yang memastikan bahwa
investor memperoleh keuntungan yang sepadan dengan modal

yang telah mereka tanamkan.

b. Prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Sejak diperkenalkan oleh Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD), prinsip-prinsip
corporate governance telah menjadi acuan bagi banyak negara,
termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip ini dirancang agar bersifat
universal sehingga dapat diterapkan oleh berbagai negara dan
perusahaan. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut dapat
disesuaikan dengan sistem hukum, regulasi, serta nilai-nilai
yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa prinsip

utama dalam tata kelola perusahaan yang baik antara lain:
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1) Transparansi ( Transparency)
Prinsip ini menekankan pentingnya pengungkapan
informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi yang
wajib disampaikan mencakup kondisi keuangan, performa
perusahaan, struktur kepemilikan, serta tata kelola

perusahaan.

2) Akuntabilitas (Accountability)
Dalam prinsip ini, terdapat pembagian kewenangan yang
jelas bagi dewan komisaris dan direksi, termasuk tanggung
jawab mereka terhadap pemegang saham serta para

pemangku kepentingan lainnya.

3) Tanggung Jawab (Responsibility)
Prinsip ini mengharuskan perusahaan beserta jajaran
manajemennya untuk menjalankan operasional bisnis
dengan penuh tanggung jawab, baik terhadap hukum yang

berlaku maupun terhadap lingkungan dan masyarakat.

4) Kemandirian (/ndependency)
Dalam menjalankan tugasnya, para pengelola perusahaan
harus bertindak secara independen sesuai dengan peran
serta fungsi masing-masing. Mereka tidak boleh

dipengaruhi oleh pihak lain yang dapat menghambat
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operasional perusahaan atau bertentangan dengan

kebijakan yang telah ditetapkan.

5) Keadilan (Fairness)
Seluruh pemangku kepentingan harus mendapatkan
perlakuan yang adil dari perusahaan. Prinsip ini bertujuan
untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti
penyalahgunaan wewenang oleh orang dalam yang dapat

merugikan pihak lain.

c. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Apriliyani  (2022), implementasi prinsip Good
Corporate Governance dalam universitas dapat dilihat dari

berbagai aspek berikut:

1) Transparansi ( Transparency)
Prinsip ini mengharuskan universitas untuk bersikap
terbuka dalam berbagai aspek, seperti keuangan, sistem
penerimaan mahasiswa baru, prosedur akuntansi, pelaporan
keuangan, rekrutmen tenaga pengajar dan staf, pemilihan
pejabat struktural, serta pemilihan anggota senat

universitas dan fakultas. Informasi-informasi penting
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lainnya juga harus tersedia bagi pemangku kepentingan

secara akurat dan tepat waktu.

2) Akuntabilitas (Accountability)
Universitas perlu memiliki uraian tugas dan tanggung jawab
yang jelas bagi setiap pejabat struktural, anggota senat,
pengurus yayasan, dosen, serta tenaga kependidikan. Selain
itu, kriteria dan proses evaluasi kinerja, pengawasan, serta
pelaporan harus ditetapkan dengan baik. Audit internal
harus dilakukan secara independen untuk menilai,
menganalisis, dan menginterpretasi aktivitas organisasi
guna memastikan efektivitas pencapaian tujuan universitas.
Audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik

(KAP) independen juga disarankan.

3) Tanggung Jawab (Responsibility)
Setiap individu dalam universitas bertanggung jawab atas
tindakan mereka sesuai dengan deskripsi tugas yang telah
ditentukan. Dosen wajib menaati kode etik dan norma
akademik serta menghindari praktik yang dapat merugikan
mahasiswa, seperti penyalahgunaan wewenang dalam

penilaian.
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4) Kemandirian (/ndependency)
Universitas, termasuk yayasan atau persyarikatan yang
menaunginya, harus dapat beroperasi tanpa adanya
benturan kepentingan. Keputusan yang diambil harus murni
demi kepentingan institusi pendidikan, tanpa intervensi dari
pihak eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan

universitas.

5) Keadilan (Fairness)
Seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa,
tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta masyarakat
umum, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan serta

memastikan adanya keadilan dalam pengelolaan universitas.

6) Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi di Indonesia
terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang didirikan
oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang
diselenggarakan oleh masyarakat. PTS menjalankan
pendidikan tinggi berdasarkan mandat akademik serta
pendelegasian wewenang dari yayasan atau badan

pengelola. Untuk menjamin kualitas pendidikan dan tata
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kelola yang akuntabel, sistem manajemen yang baik atau
Good  University  Governance  (GUG)  diperlukan
(Kemendikbud, 2014; Ristekdikti, 2017).

7) Good University Governance (GUG)
GUG merupakan adaptasi dari prinsip Good Corporate
Governance (GCG) dalam konteks perguruan tinggi, dengan
menekankan kejelasan tugas dan tanggung jawab,
transparansi, serta akuntabilitas. ~Penerapan GUG
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku
kepentingan, termasuk sivitas akademika dan masyarakat

umum.

8) Manfaat Good University Governance
Penerapan GUG memiliki dampak positif terhadap kinerja
universitas, kemudahan dalam memperoleh pendanaan,
serta peningkatan kepercayaan publik. Mahmudah & lzzah
(2019) menemukan bahwa GUG berpengaruh terhadap
kinerja perguruan tinggi, sementara Yulianti et al. (2023)
menyatakan bahwa penerapan GUG secara langsung
berdampak pada manajemen keuangan. Muktiyanto (2016)
juga menunjukkan bahwa tata kelola universitas yang baik

meningkatkan efisiensi institusi. Beberapa pembahasan lain
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juga menunjukkan bahwa GUG berkontribusi terhadap
kepuasan mahasiswa. Aprilia & Wibowo (2017)
menemukan bahwa ada korelasi positif antara tata kelola
universitas yang baik dengan kepuasan mahasiswa di FEBI
UIN Walisongo Semarang, sementara Eviati (2015)
menekankan pentingnya bukti nyata dari tata kelola yang

baik dalam meningkatkan kepercayaan mahasiswa.

9) Studi tentang Penerapan GUG di Indonesia
Kajian di berbagai daerah, seperti Jayapura dan Medan,
menunjukkan bahwa prinsip GUG telah diterapkan dengan
baik di perguruan tinggi setempat (Hafizrianda et al., 2020;
Sari, Januri, & Saragi, 2019). Di Medan, akuntabilitas
menjadi aspek utama dalam penerapan tata kelola,

khususnya melalui peran Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Grisard et al. (2020) mendefinisikan tata kelola sebagai
suatu sistem yang digunakan organisasi untuk mengarahkan
serta mengelola operasionalnya secara efektif dan efisien. Tata
kelola yang baik mencakup mekanisme akuntabilitas yang kuat
serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Menurut
Staley et al. (2003), tata kelola universitas saat ini beralih dari

pendekatan tradisional ke model berbasis pemangku



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

kepentingan. Hawkins et al. (2008) menemukan beberapa tren
global dalam tata kelola universitas, termasuk:
a) Struktur manajerial yang lebih kuat, menggantikan sistem

yang didominasi oleh fakultas dan profesor.

b) Perubahan dalam komposisi senat universitas, dengan lebih
banyak keterlibatan dari sektor bisnis, layanan publik, dan

politik.

c) Pergeseran peran rektor dan wakil rektor, yang kini lebih
berorientasi pada manajemen strategis dibandingkan

dengan keterlibatan operasional sehari-hari.

Tata kelola dalam berbagai jenis organisasi, baik publik
maupun swasta serta nirlaba, memiliki karakteristik yang
berbeda berdasarkan sektor dan industrinya. Dalam konteks
pendidikan tinggi, tata kelola dapat diartikan sebagai sistem
dan prosedur yang digunakan universitas dalam mengatur
operasionalnya (Shattock, 2006). Secara lebih spesifik, tata
kelola mencakup bagaimana kewenangan dialokasikan serta
sumber daya dikelola untuk memastikan efektivitas organisasi
(Hartmann & Carmenate, 2021). Tata kelola juga mencakup

kebijakan, mekanisme kontrol, serta prosedur pengambilan
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keputusan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas

(Harris & Cunningham, 2009; Considine, 2004).

Struktur tata kelola universitas yang baik memungkinkan
institusi pendidikan tinggi untuk menerapkan mekanisme
kontrol dan akuntabilitas, merancang rencana strategis jangka
panjang, serta mengembangkan indikator kinerja dan
efektivitasnya (Rami, 2018). Dengan menerapkan mekanisme
yang tepat, universitas dapat meningkatkan daya saingnya,
mengoptimalkan manajemen sumber daya, serta mencapai
keberhasilan dalam menjalankan strategi organisasi (Alsharari,
2020). Pengelolaan yang efektif juga membantu perguruan
tinggi menghadapi tantangan baru, meningkatkan peringkat
institusi, serta memastikan keseimbangan antara pengelolaan

keuangan dan tanggung jawab sosial (Komisi Eropa, 2007).

Model tata kelola universitas bertujuan untuk
menciptakan sistem yang lebih efisien, akuntabel, serta
mendukung pengelolaan kajian yang lebih baik (Trakman &
South, 2008). Tata kelola yang efektif harus menghubungkan
aspek otonomi, akuntabilitas, serta evaluasi institusi. Salah
satu instrumen penting dalam sistem akuntabilitas adalah

evaluasi kinerja yang adil dan objektif guna memastikan
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pencapaian tujuan universitas. Informasi mengenai tata kelola
harus dikomunikasikan secara jelas agar seluruh pemangku

kepentingan memahami bagaimana institusi dikelola.

Keberhasilan reformasi tata kelola universitas berkaitan
dengan penyesuaian metode pengelolaan dan regulasi sesuai
dengan perubahan struktural organisasi (Multicenter et al.,
2002). Menurut Flo'rez et al. (2014), tata kelola yang efisien
diperlukan karena dua alasan utama, yaitu meningkatnya
kebutuhan pendanaan alternatif di luar subsidi pemerintah
serta tekanan sosial yang mengharuskan universitas
membangun sistem organisasi yang lebih efektif, efisien, dan
transparan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan daya
saing, memastikan kelayakan ekonomi, serta mendukung

transfer pengetahuan ke masyarakat luas.

Dalam pendidikan tinggi, tata kelola menggambarkan
bagaimana institusi diatur dan beroperasi secara internal
(Harvey, 2004). Hal ini mencakup hierarki dalam organisasi,
proses pengambilan keputusan (Gayle et al., 2011; Lambert,
2003), serta mekanisme pengendalian untuk mencapai tujuan
kelembagaan (Mora & Vieira, 2007). Metode tata kelola yang

baik juga membantu meningkatkan pengambilan keputusan
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dengan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik dan

legitimasi tindakan yang diambil (Mele'ndez et al., 2010).

Uni Eropa mendorong modernisasi tata kelola
universitas guna membangun  masyarakat berbasis
pengetahuan yang kompetitif di tingkat global. Hal ini
bertujuan  untuk  meningkatkan efektivitas institusi,
menghilangkan hambatan nasional, serta memastikan
universitas memiliki otonomi dalam pengelolaan yang
bertanggung jawab. Selain itu, tata kelola yang baik juga
berperan dalam memperkuat keterkaitan antara institusi
pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar tenaga kerja,
meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta mendukung kualitas

pendidikan dan kajian (European Commission, 2006).
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Tabel 2. 4 Good University Governance

Definisi Variabel

Pengukuran dan

indikator

Keterangan

GUG (Y2)
Struktur  tata  kelola
universitas alat yang

efektif sehingga lembaga

Menggunakan 5
butir pertanyaan
dengan 7 poin

skala likert. Skala

Skala : ordinal
Sumber
Indikator :
(Lambert Report

pendidikan tinggi dapat 10-40 rendah, | 2003).(Ram,
menerapkan mekanisme 41-70 Iseuflang. 2018)
kontrol dan 71-100 tinggi.

akuntabilitas, membuat [ 1. Transparansi

rencana jangka panjang, | 2. Akuntanbilitas
mengidentifikasi misi | 3. Responsibility

dan visi strategis, | 4. Independent
mengembangkan 5. Fairness

indikator  kinerja dan

efektivitas, menetapkan

anggaran tahunan dan

memenuhi  kepentingan

pemangku kepentingan

6. Sustainaibility University

Keberlanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Monna et al.
(2022), dipahami sebagai suatu proses yang terus berjalan dan

bukan sekadar tujuan akhir. Gray dan Bebbington (2000)
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menekankan bahwa konsep ini harus memastikan
keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini
dan generasi mendatang, baik dari aspek sosial maupun
lingkungan. Chai (2020) mendefinisikan keberlanjutan sebagai
sebuah  pendekatan di mana organisasi berupaya
meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya, sambil
menjaga keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, dan

lingkungan.

Kigik (2007) mengemukakan pandangan bahwa
lingkungan kampus dapat diibaratkan sebagai sebuah dunia
tersendiri, yang menawarkan kenyamanan dan pengalaman
positif bagi penghuninya. Konsep ini kemudian melahirkan
gagasan mengenai universitas berkelanjutan. Velazquez et al.
(2006) mendeskripsikan universitas berkelanjutan sebagai
institusi pendidikan tinggi yang secara aktif berperan dalam
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi,
dan sosial, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam
menjalankan fungsi utamanya pendidikan, kajian, serta
keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
universitas berkelanjutan bertujuan membantu masyarakat

beralih menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
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Tu (2008) menegaskan bahwa universitas berkelanjutan
adalah komunitas akademik yang memiliki tanggung jawab
untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia
serta kelestarian ekosistem. Konsep ini juga mencakup upaya
untuk mengatasi berbagai tantangan ekologi dan sosial yang
ada. Sementara itu, Abubakar et al. (2008) berpendapat
bahwa universitas berkelanjutan harus mencerminkan
lingkungan yang sehat dengan sistem ekonomi yang
berkembang melalui efisiensi dalam pengelolaan sumber daya,
energi, dan limbah, serta mempromosikan keadilan sosial di

masyarakat.

Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,
universitas memegang peran kunci karena transformasi dalam
pendidikan tinggi dapat berkontribusi pada perubahan sosial
yang lebih luas (Amoako et al., 2022). Melalui pendidikan,
kajian, dan praktik operasionalnya, universitas turut
mendukung tanggung jawab sosial di tingkat lokal dan
membantu mendorong pembangunan berkelanjutan bagi
komunitas sekitarnya (Chang-Monteagudo et al, 2021).
Namun, integrasi konsep keberlanjutan dalam universitas

masih menghadapi berbagai tantangan (Martins et al., 2019).
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Untuk menerapkannya secara efektif di tingkat strategis,
diperlukan keterlibatan para pemimpin di seluruh jenjang
organisasi yang dapat mengarahkan perubahan dengan visi

yang jelas (Mazon et al., 2020).

Sejumlah akademisi telah menyoroti bagaimana para
pemimpin universitas memahami dan mengelola transformasi
menuju keberlanjutan (Roos et al, 2022). Mengingat
universitas umumnya memiliki sistem akuntabilitas yang
kompleks, penting bagi pemimpinnya untuk memiliki
kemampuan adaptasi dan inovasi dalam merespons perubahan
(Amoako et al, 2022). Martins et al. (2019) menegaskan
bahwa kebijakan keberlanjutan harus menjadi prioritas utama
agar implementasinya berhasil dilakukan. Meskipun berbagai
kebijakan dan inisiatif keberlanjutan telah diperkenalkan,
dalam banyak kasus, perubahan sistemik di lingkungan
universitas masih belum sepenuhnya terwujud (Adams, 2013).
Kolb dan Kolb (2017) menggarisbawahi bahwa penerapan
keberlanjutan di seluruh institusi mencakup pendidikan, kajian,
pengabdian, tata kelola, dan operasional memerlukan
kepemimpinan yang kuat serta agenda berkelanjutan yang

terstruktur.
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C. Struktur dan Mekanisme Pengelolaan Perguruan
Tinggi
Berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan
wawasan yang bermanfaat terkait dengan model dan praktik
dalam pengelolaan organisasi, tata kelola universitas,
pengendalian internal, serta keberlanjutan dalam institusi
pendidikan tinggi. Studi-studi ini dapat menjadi referensi dan
bahan perbandingan dalam memahami pendekatan yang telah
diterapkan di berbagai institusi. Tabel berikut menyajikan
ringkasan dari berbagai kajian yang membahas isu-isu utama
terkait tata kelola universitas, manajemen kinerja, sistem
pengendalian internal, serta peran anggaran dalam organisasi

pendidikan tinggi.

Tabel 2. 5 Ringkasan Pembahasan Terkait Tata Kelola dan Kinerja

Perguruan Tinggi
No Topik Strategi Kesimpulan | Sumber
Pembahasan Utama
1 | Identitas Analisis Tata kelola Adam
organisasi kuantitatif | yang baik (2018)
dan perilaku meningkatka
kerja dalam n kinerja
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tata kelola universitas
universitas
Pengaruh Model Sistem Tjahjadi
modal analisis manajemen (2019)
intelektual PLS-SEM | kinerja
dalam sistem berdampak
manajemen positif
kinerja terhadap
perguruan organisasi
tinggi pendidikan
tinggi
Transformasi | Wawancara| Perubahan Bekuni
tata kelola mendalam | dalam (2017)
universitas di pendanaan,
kawasan kurikulum,
Afrika dan teknologi
mendukung
tata kelola
universitas
Etika dalam Studi Persepsi Rintoul
tata kelola literatur mahasiswa (2017)
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universitas terhadap

layanan

universitas

berkontribusi

terhadap

evaluasi tata

kelola
Otonomi Triangulas | Perubahan Jarernsir
universitas i data regulasi ipornkul
dan tata mendukung (2018)
kelola di sistem tata
Thailand kelola

universitas

yang lebih

mandiri
Implementasi | Pendekatan| Pengendalian | Sofyan
pengendalian | kualitatif | internal (2022)
internal di membantu
perguruan mencegah
tinggi penyimpanga

n dalam tata
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kelola

universitas
Pengendalian | Eksplorasi | Pengendalian | Gadelha
internal di dan studi | internal (2023)
sektor publik | pustaka berperan

dalam

memastikan

efektivitas,

efisiensi, dan

kepatuhan

peraturan
Transparansi | Analisis Pengungkapa | Madi
dalam konten n kebijakan (2021)
kebijakan pencegahan
pencegahan fraud di situs
kecurangan universitas
universitas masih

bervariasi
Pengendalian | Wawancara| Implementasi | Hasan
internal dan semi- pengendalian | (2022)
manajemen struktur internal
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mutu di sejalan

perguruan dengan

tinggi prinsip Total
Quality
Management
(TQM)

10 | Budaya tata | Analisis Implementasi | Roos
kelola faktor tata kelola (2022)
berkelanjutan berkelanjutan
di universitas masih

menghadapi
tantangan di
beberapa
institusi

11 | Hubungan Gabungan | Tata kelola Oliveira
tata kelola metode yang baik (2020)
perguruan kuantitatif | mendorong
tinggi dan & efisiensi dan
inovasi kualitatif | inovasi, serta

berkontribusi

pada
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pertumbuhan
ekonomi
12 | Transparansi | Studi Transparansi | Hyndma
dalam kasus eksternal n (2022)
penganggara | interpreta | lebih terjaga
n universitas | tif dibandingkan
transparansi
internal
dalam
penganggara
n
13 | Manajemen Studi Konsistensi Hyndma
kinerja di kasus manajerial n (2022)
perguruan interpreta | diperlukan
tinggi tif untuk
efektivitas
manajemen
kinerja
14 | Pelaporan Regresi Tata kelola Khadra
fraud dalam | logistik yang baik (2019)
organisasi membantu
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nirlaba mendeteksi
dan
mengurangi
potensi
penyimpanga
n
15 | Pengelolaan | Analisis Pemahaman | Matsoso
anggaran kuantitatif | dan (2021)
dalam bisnis penerapan
kecil dan anggaran
menengah berkontribusi
pada
efektivitas
pengelolaan
bisnis
16 | Pengelolaan | Studi Manajemen Phiri
arsip dan kasus arsip yang (2017)
akuntabilitas | kolektif baik
universitas mendukung
tata kelola

yang efektif
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17 | Keterlibatan | Analisis Sistem Gonzales
dosen dalam | statistik manajemen z (2021)
transfer kinerja
pengetahuan berpengaruh

terhadap
keterlibatan
akademik

18 | Manajemen Regresi Keseimbanga | Angiola
kinerja di berganda | n antara (2017)
universitas birokrasi dan
publik profesionalis

me penting
untuk
efektivitas
universitas

19 | Penggunaan | Regresi Pengendalian | Le
sistem logistik internal (2020)
pengendalian berperan
internal dalam
dalam praktik mencegah
anti-korupsi pelanggaran
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hukum
20 | Model Statistik Faktor Maiti
komitmen deskriptif | budaya (2017)
organisasi di mempengaru
berbagai hi tingkat
negara komitmen
organisasi
21 | Faktor yang | Analisis Faktor Maiti
mempengaru | kualitatif | individu dan | (2017)
hi komitmen organisasi
organisasi berkontribusi
terhadap
komitmen
kerja
22 | Pengaruh SEM Kejelasan Su &
anggaran berbasis dalam sistem | Baird
terhadap kovarian anggaran (2023)
stres kerja dapat
mengurangi
stres kerja
23 | Partisipasi Model Partisipasi Wagner

9
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dalam kinerja

kerja

terhadap
prestasi kerja

pegawai

anggaran dan | kuantitatif | dalam & Petera
evaluasi perencanaan | (2020)
kinerja anggaran
meningkatka
n efektivitas
evaluasi kerja
24 | Hubungan Analisis Komitmen Siva
anggaran dan | SPSS & anggaran (2022)
kinerja AMOS berpengaruh
pegawai pada kinerja
karyawan
25 | Peran SEM-PLS | Keadilan Phong
keadilan anggaran (2019)
anggaran berkontribusi
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D.Pengaruh Faktor-Faktor Organisasi terhadap

Tata Kelola dan Kinerja Universitas

1) Pengaruh Implementasi Anggaran terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan
untuk meningkatkan tata kelola perguruan tinggi guna
mengatasi potensi penyimpangan. Salah satu kebijakan yang
diterapkan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 16 Tahun 2009, yang mengatur tentang pengendalian
internal di perguruan tinggi. Secara umum, penerapan sistem
pengendalian internal yang kuat, termasuk pemberian
kompensasi yang layak bagi karyawan, dapat membantu
mengurangi risiko kecurangan di lingkungan kerja. Sebaliknya,
lemahnya pengawasan dan kontrol internal dapat menjadi
faktor utama yang memicu terjadinya penyimpangan. Dalam
praktiknya, tindakan kecurangan sering kali terjadi dalam
proses pemilihan sumber daya, administrasi kontrak, serta
evaluasi dan pemantauan proyek. Oleh karena itu, penting bagi
organisasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal

guna meminimalkan risiko tersebut.
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Meskipun pengendalian internal di organisasi nirlaba,
termasuk perguruan tinggi, telah menjadi perhatian,
pembahasan mengenai dampak dan tantangan
implementasinya masih terbatas. Beberapa studi yang
dilakukan di berbagai negara, seperti Uganda, Taiwan, dan
Somalia, menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik
dapat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan
perguruan tinggi. Namun, masih sedikit informasi mengenai
bagaimana sistem ini diterapkan dalam aspek tata kelola
secara lebih luas, termasuk dalam pencegahan korupsi dan

peningkatan transparansi.

Untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan,
diperlukan sistem kontrol yang mampu memastikan
pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan.
Penganggaran berfungsi sebagai alat perencanaan strategis
untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien,
sementara pengendalian internal membantu manajemen
membandingkan realisasi anggaran dengan target yang
ditetapkan serta mengambil langkah korektif bila terjadi
penyimpangan. Meskipun konsep ini telah banyak diterapkan

di perusahaan besar, masih terdapat keterbatasan dalam
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penerapannya di organisasi yang lebih kecil, termasuk
perguruan tinggi di negara berkembang. Oleh karena itu,
diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana
sistem pengendalian internal dapat disesuaikan dengan
konteks dan kebutuhan perguruan tinggi guna meningkatkan

tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Tabel 2. 6 Bagan pemikiran Pengaruh antara Implemntasi

Anggaran terhadap Sistem Pengendalian Internal

Implementasi Sistem Pengendalian
Anggaran Internal

! |

Anggaran adalah rencana Penganggaran dapat
keuangan dan memberikan dianggap sebagai bagian
dasar untuk mengarahkan dari mekanisme
dan mengevaluasi kinerja pengendalian internal
individu atau organizasi (Davila et al., 2018)
(Bruns 1975) '

¥

Merencanakan dan
mengoordinasikan kegiatan
Organisasi,
mengkomunikasikan rencana,

Penganggaran memasfikan
perencanaan vang bijaksana
dari kinerja masa depan  [¥ *
organisasi (Gooneratne dan S i
Hoque, 2016) MEMOLIVAS, manajer.,
que. mengendalikan kegiatan dan
l mengevaluas kinerja manajer

(Drury 2021)

RQL
Implem entasi Angzaran berpengaruh Positif terhadap Sistem
Pensendalian Internal
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2) Pengaruh Implementasi Anggaran terhadap Komitmen

Organisasi

Komitmen terhadap anggaran mencerminkan sikap dan tekad
individu dalam mencapai tujuan organisasi. Partisipasi dalam
proses penganggaran dapat meningkatkan kesadaran dan
tanggung jawab karyawan terhadap pencapaian target yang
telah ditetapkan. Ketika karyawan merasa terlibat dalam
penyusunan anggaran, mereka cenderung lebih berkomitmen
untuk mendukung visi dan misi organisasi. Beberapa kajian
menunjukkan bahwa keterlibatan dalam proses anggaran
berhubungan dengan peningkatan rasa keadilan di tempat
kerja. Karyawan yang merasa bahwa sistem penganggaran
dijalankan dengan adil cenderung memiliki loyalitas lebih tinggi
terhadap organisasi. Selain itu, gaya kepemimpinan yang
partisipatif juga berperan dalam membangun komitmen
organisasi, karena  memungkinkan  karyawan  untuk
menyampaikan pendapat dan merasa dihargai dalam proses

pengambilan keputusan.

Meskipun banyak analisis yang membahas hubungan
antara partisipasi dalam penganggaran dan peningkatan

kinerja organisasi, masih sedikit pembahasan yang
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mengeksplorasi bagaimana penganggaran dapat menjadi
bagian dari sistem pengendalian internal yang lebih luas. Salah
satu aspek yang kurang mendapat perhatian adalah
bagaimana penggunaan anggaran dalam operasional
organisasi dapat memengaruhi kepuasan manajer melalui

keterlibatan mereka dalam perencanaan dan evaluasi kinerja.

Selain itu, berbagai tinjauan juga menunjukkan bahwa
keselarasan antara nilai-nilai yang dianut oleh manajer dan
sistem kontrol organisasi berpengaruh terhadap hasil kerja
mereka. Manajer yang merasa bahwa sistem anggaran

mendukung nilai dan tujuan mereka cenderung memiliki

hubungan kerja yang lebih baik dengan atasan dan bawahan.

Dengan demikian, penganggaran yang dilakukan secara
transparan dan adil tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol
keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan

komitmen dan keterlibatan karyawan terhadap organisasi.
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Tabel 2. 7 Bagan Implementasi Anggaran dengan Komitmen

Organisasi
Implementas Komitmen
Anggaran Organisasi
¥ ¥
Anggaran adalah rencana Komitmen organisas sehagai

kevangan dan memberikan dasar kelwatan individu dengan dan
unfuk mengarahkan dan | —  keferlibatan dalam suafu

mengevaluas kinerja individu organisas (Porter 1974)
atau organisas .
(Bruns 1975) Y
T EKeterlibatan karyawan dengan
Peneanggar;nmemastikan komitm en terhadap orzanisas.
perencgna an yang bijaksana dari Dengan temuan hubungan positif
kinerja masa depan organisas e antarapartisipasianggaran dan
(Gooneratne dan Hoque, 2016) komitm en organisas (Jermier dan
l Barker1979)

RQ2)

Im plem entas Angzaran pengaruh Positif terhadap Kom itm en Organisast

3) Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Kajian sebelumnya telah membahas hubungan antara kontrol
anggaran dan kinerja bisnis, yang berguna untuk memahami

bagaimana sistem pengendalian anggaran memengaruhi aspek
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utama dalam organisasi, khususnya kinerja keuangan.
Beberapa analisis telah mengeksplorasi hubungan antara
kontrol anggaran dan kinerja keuangan di lingkungan
universitas. Nwanyanwu dan Ogbonnaya (2018) melaporkan
adanya hubungan yang signifikan antara kontrol anggaran di
universitas dan kinerja keuangan, dengan menyatakan bahwa
pengelolaan anggaran yang baik dapat mendorong
pertumbuhan dan keberlanjutan universitas jika diterapkan
secara efektif. Pandangan ini diperkuat oleh Wijewardena et al.
(2004) dan Nazarova et al. (2016), yang menekankan bahwa
sistem kontrol yang efektif sangat penting untuk mencapai
hasil keuangan yang diharapkan. Dengan adanya mekanisme
pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan secara berkala,
organisasi dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan serta

menerapkan langkah-langkah korektif yang sesuai.

Wijewardena et al. (2004) menegaskan bahwa semakin
canggih sistem perencanaan dan pengendalian yang
diterapkan dalam organisasi, semakin baik pula hasil kinerja
keuangan yang dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem pengendalian internal yang kuat tidak hanya membantu

dalam mencapai target keuangan, tetapi juga berperan dalam
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara
keseluruhan. Di sisi lain, Bianchi (2002) serta Nwanyanwu dan
Ogbonnaya (2018) menyoroti bahwa organisasi yang lebih
kecil sering kali menghadapi kendala dalam
mengimplementasikan sistem kontrol yang efektif karena
keterbatasan keterampilan manajerial dan sumber daya
keuangan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam aspek
pengendalian internal juga dapat menyebabkan sub-
optimalisasi dalam pengelolaan anggaran, sehingga berdampak
pada pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan (O'Neill
dan Duker, 1986). Oleh karena itu, keberhasilan sistem
pengendalian internal sangat bergantung pada komitmen
organisasi dalam membangun mekanisme pengawasan yang
tepat serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

yang terlibat di dalamnya.
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Tabel 2. 8 Bagan Pengaruh antara Komitmen Organisasi dan

Pengendalian Internal

Komitmen Orgamsas > Pengendahgn
Internal
Komitmen organisasi sebagai Kontrol anggaran dan
kekuatan individu dengan dan kinerja kevangan.
keterlibatan dalam suatu mendorong perfumbuhan
organisasi (Porter 1974) dan keberlanjutan jika
digunakan secara efisien
(Nwanyanwu
Keterlibatan karyawan dengan Merencanakan dan
komitm en terhadap organisad. mengoordinasikan kegiatan
Dengantemuan hubungan positif orga_t]isasi=
antarapartisipasi anggaran dan < mengkomunikasikan rencana,
komitm en organisasi (Jermier dan memotivas manajer,
Batker1279) mengendalikan kegiatan dan
) mengevaluasi kinerja manajer
(Drury 2021)
RQ3¥
Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Pengendalian
Internal

4) Pengaruh Implementasi Anggaran terhadap Good

University Governance

Integritas merupakan sikap yang mencerminkan kejujuran dan
konsistensi dalam bertindak, tanpa dipengaruhi oleh situasi
atau tekanan eksternal (Arens, 2012). Dalam menjalankan

tugasnya, seorang auditor harus menjunjung tinggi prinsip
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integritas sebagai bagian dari profesionalisme mereka (BPKP,
2008; Institute of Internal Auditor, 2012). Dengan
menerapkan standar etika yang tinggi dan bertanggung jawab
dalam setiap keputusan, auditor dapat berkontribusi dalam
menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan dapat
dipercaya. Selain itu, integritas yang dijaga dengan baik juga
akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan
keputusan yang lebih andal dan akuntabel. Selain integritas,
komitmen dalam suatu organisasi juga menjadi faktor penting
dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Komitmen
organisasi tercermin dari keterikatan dan loyalitas seorang
karyawan terhadap nilai-nilai dan tujuan institusi tempatnya
bekerja (Munir & Sajid, 2010). Sikap ini berperan dalam
meningkatkan kinerja secara keseluruhan, sebagaimana
dikemukakan oleh Steers (1975), yang menyatakan bahwa
kinerja suatu organisasi akan lebih optimal apabila para
anggotanya memiliki tingkat komitmen yang tinggi. Tanpa
komitmen yang kuat, sulit bagi individu dalam organisasi untuk
mencapai tujuan bersama dan memastikan keberlangsungan

operasional dengan baik.
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Semakin tinggi tingkat komitmen karyawan terhadap
institusi, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik
penyimpangan. Integritas yang diwujudkan dalam bentuk etika
dan sistem pengendalian internal yang efektif juga berperan
dalam mencegah tindakan kecurangan (Hernandez & Groot,
2007). Auditor, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa standar integritas tetap terjaga dalam
setiap proses yang mereka lakukan. Dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai etika dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,
mereka dapat membantu membangun kepercayaan dalam
institusi dan masyarakat luas. Komitmen yang kuat dalam
organisasi tidak hanya mendorong pencapaian tujuan, tetapi
juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan
produktif. Komitmen ini mencerminkan kesediaan individu
untuk berkontribusi secara positif bagi perkembangan
organisasi, baik melalui loyalitas maupun melalui usaha nyata
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Meyer &
Allen, 1984). Dalam praktiknya, komitmen dapat diwujudkan
dalam bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan
keterlibatan emosional serta kesungguhan dalam menjalankan

peran masing-masing (Steers, 1975).
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Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan
kualitas tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan
kurangnya komitmen, tetapi juga meningkatnya risiko praktik
korupsi dan kecurangan dalam berbagai sektor (Kaur, 2017).
Oleh karena itu, membangun komitmen dalam organisasi
menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk
menciptakan sistem yang transparan, bertanggung jawab, dan
berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan

(Angle & Perry, 1981; Cullen et al., 2003; Trevino et al., 1998).

Tabel 2.9 Bagan Pengaruh Implementasi Anggaran terhadap

Good University Governance

Implementasi Goad University
Anggaran Governarice
T Il

&nggam; adalah rencana Plum ptre dan Graham (2000)
keuangan dan memberikan m endefinisikan tata kelola sebagai
dasar untuk mengarahkan dan "proses dan strukturvang disunakan

mengevaluasi kinerja individu Mg“m?alﬂ untuk m engarahlcan dan
: : in et 0la opera = 11N 1n
atau organisasi geolaop

: l

Pendidikan tinzg didirtkan dengan
harapan yang tinggl, untuk individu
danmasyarakat, karena pendidikan

tinggi juga berkontribusi untuk
m eningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Baum, Ma, & Pavea,
2010).(Oliveira et al, 2020).

Penganggaran memastikan
perencanaan vang bijaksana dari
kinerja masa depan organisasi  je—w|
(Gooneratne dan Hogue, 2016)

1

(RQ 4)

Implementasi Anggaran positif terhadap Good University Governace
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5) Pengaruh Good University Governance terhadap

Komitmen Organisasi

Kesadaran dalam mencegah penyimpangan dan kecurangan
merupakan faktor penting dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam suatu organisasi. Praktik tata kelola
yang baik membantu menciptakan lingkungan yang lebih jujur
dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan risiko
penyalahgunaan wewenang. Di berbagai sektor, termasuk
perguruan tinggi, peran pengawasan internal sangat
dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap prosedur dan
kebijakan dijalankan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

Komitmen terhadap nilai-nilai etika juga menjadi
landasan penting dalam upaya menjaga integritas dan
kepercayaan di dalam organisasi. Individu yang memiliki
kesadaran tinggi terhadap pentingnya etika akan lebih
bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu,
sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas juga dapat
meningkatkan kepedulian terhadap risiko yang mungkin

timbul, sehingga memungkinkan organisasi untuk lebih
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proaktif dalam mengelola potensi masalah yang dapat

memengaruhi reputasi dan operasionalnya.

Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana
individu merasa terikat dengan nilai dan tujuan institusi
tempat mereka bekerja. Hal ini tidak hanya mencerminkan
loyalitas, tetapi juga mencerminkan kesediaan individu untuk
berkontribusi dalam mencapai visi dan misi organisasi.
Komitmen dapat terbentuk melalui keterlibatan aktif dalam
berbagai proses organisasi, perasaan memiliki, serta keinginan
untuk terus berkembang dalam lingkungan kerja yang dinamis.
Dalam praktiknya, komitmen organisasi dapat diwujudkan
dalam beberapa bentuk, seperti keterikatan emosional
terhadap institusi, kepatuhan terhadap nilai dan norma
organisasi, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan
organisasi. Individu yang memiliki tingkat komitmen yang
tinggi cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjalankan
tugasnya dan memiliki dorongan yang kuat untuk

berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama.

Sementara itu, tata kelola yang baik di institusi
pendidikan, termasuk perguruan tinggi, menjadi elemen kunci

dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas
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layanan. Meskipun perhatian terhadap penguatan tata kelola
di sektor organisasi nirlaba terus meningkat, masih diperlukan
lebih banyak upaya dalam memahami bagaimana sistem
pengendalian  internal dapat berkontribusi terhadap
pencapaian tujuan institusi secara efektif. Dengan adanya tata
kelola yang baik, perguruan tinggi dapat lebih mudah dalam
menerapkan sistem yang mendukung komitmen dan

partisipasi  aktif para anggotanya untuk mencapai

keberlanjutan dan peningkatan kualitas secara keseluruhan.

Tabel 2. 10 Bagan Pengaruh Good University Governance

terhadap Komitmen Organisasi

Good University

Komiten Organisasi

Governarne
* (3
Plum ptre danGraham Komitmen organisasi sebagai
2000y m mdegmmlan tata kekuatan individu dengan dan
kelola sebagri "proses dan K liba dal
struktur yang digunakan eterlibatan dalam suatu
organisasi untuk m engamhkan organisas (Porter 1974)
dan m engelola operasi umum

dan kegatan programnya

Pendidikan tingg didinkan
dengan harapan yang tinggl.

I

untuk individu dan masyarakat,
karena pendidikan tingg juga
berkontribusi untuk
m eningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Baum  Ma_ &
Pawyea_ 2010)(Oliveira et al
20200

Keterlibatan karyawan dengan
komitm en terhadap organisasi.
Dengan temuan hubungan
positif antara partisipasi
angzaran dan komitm en
organisasi (Jermier dan Barker
1979)

l

(RQ 3)

Good University Governance pengaruh Positif terhadap Kom itm en Organisasi

m
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6) Pengaruh Good University Governance terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang kuat dan kode etik yang
jelas berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta
efektivitas operasional suatu organisasi. Dengan adanya
sistem yang terstruktur dengan baik, organisasi dapat
memastikan bahwa informasi yang dihasilkan lebih andal, serta
kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku
dapat terjaga dengan baik. Transparansi dalam proses
keuangan dan tata kelola yang baik juga mendukung
akuntabilitas yang lebih tinggi, baik bagi pihak internal maupun

pemangku kepentingan eksternal.

Dalam lingkungan organisasi, khususnya di institusi
pendidikan, perencanaan anggaran menjadi aspek krusial yang
memengaruhi berbagai aspek operasional. Anggaran yang
dikelola dengan baik tidak hanya membantu dalam
pengelolaan sumber daya, tetapi juga menjadi alat penting
untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan diambil
secara bertanggung jawab. Dengan transparansi yang baik,
informasi keuangan dapat diakses dan dipahami dengan lebih

jelas oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga
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mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian

dalam pelaksanaannya.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional
dalam berbagai institusi, perhatian terhadap sistem
pengendalian internal juga semakin besar. Pengendalian
internal yang baik tidak hanya memastikan kepatuhan
terhadap peraturan, tetapi juga membantu dalam mencegah
terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam suatu
organisasi. Sayangnya, dalam beberapa kasus, masih
ditemukan tantangan dalam penerapan sistem pengendalian
internal yang efektif, terutama dalam hal pencegahan

kecurangan dan penguatan transparansi.

Selain itu, implementasi sistem pengendalian internal
yang efektif sering kali lebih berkembang di lingkungan yang
memiliki kebijakan penegakan hukum yang ketat. Di beberapa
wilayah, sistem ini masih menghadapi tantangan dalam
penerapannya, baik karena keterbatasan regulasi maupun
kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pengendalian
internal. Oleh karena itu, membangun budaya tata kelola yang

baik dengan dukungan sistem pengendalian yang terstruktur

13
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sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

organisasi, termasuk di sektor pendidikan.

Tabel 2. 11 Bagan Good University Governance terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Good University Sistem Pengendalian
Governance > Internal
!
Plum ptre dan Graham (2000) Kontrol anggaran dan kinerja

m endefinisikan tata kelola sebazai
"proses dan struktur vang disunakan 'y
organisasi untuk m engarahkan dan

keuangan, mendorong
pertumbuhan dan keberlanjutan

mengelola operasiumum dan jika digunakan secara efisien
keglatan programnya (Nwanyanwu &Ogbannva 2018)
v I

Pendidikan H;lggl didirikan dengan - i o
harapan yang tinggi, untuk individu Kontrol vang efektif diperlukan

danmasyarakat, karena pendidikan u.rltuk mEﬂc‘apa:i hasil yang
tinggi juga berkontribusi untuk .« diinginkan dari rencana keuangan

meningkatkan kualitas hidup vang ditetapkan (Wijewardena
masyarakat (Baum, Ma, & Payea, 2004 & Nazarova 2016
2010).(Oliveira et al, 2020).
v
(RQ 6)

Good University Governance Berpengaruh Positif terhadap Sistem
Pengendalian Internal

7) Pengaruh Antar Kinerja Universitas Terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Perguruan tinggi memiliki tiga fungsi utama, yaitu pendidikan,

kajian, dan transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan
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menjadi bagian penting dari misi perguruan tinggi karena
berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
inovasi, dan pengembangan masyarakat. Dalam era modern,
perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat
pembelajaran tetapi juga sebagai agen perubahan yang
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan
tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dengan menyediakan sumber daya manusia yang
kompeten serta menghasilkan pembahasan yang bermanfaat

bagi kemajuan bangsa.

Sebagai institusi yang berperan dalam membentuk
perkembangan masyarakat, perguruan tinggi memiliki
tanggung jawab besar dalam memastikan tata kelola yang
baik. Tata kelola yang efektif memungkinkan universitas untuk
mengelola sumber daya dengan lebih efisien, memastikan
keberlanjutan institusi, serta mendorong inovasi dalam
berbagai bidang. Selain itu, universitas juga berperan dalam
membangun nilai-nilai budaya, mensosialisasikan perubahan
sosial, dan menjadi pilar utama dalam pengembangan

masyarakat yang lebih maju.
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Penerapan sistem pengendalian internal dalam
universitas sangat penting untuk memastikan efektivitas
operasional, transparansi, serta akuntabilitas dalam
pengelolaan institusi. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik,
seperti supremasi hukum, efektivitas manajerial, pengendalian
terhadap potensi penyimpangan, serta peningkatan kualitas
kebijakan, menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan
akademik yang sehat dan berdaya saing tinggi. Dalam
prosesnya, transparansi dan kepercayaan menjadi faktor
utama yang membangun kredibilitas universitas di mata
pemangku kepentingan, baik “mahasiswa, dosen, maupun

masyarakat luas.

Untuk mencapai tata kelola yang baik, diperlukan sinergi
antara berbagai elemen dalam universitas, termasuk
kepemimpinan yang visioner, sumber daya yang memadai,
serta kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pendidikan
tinggi. Selain itu, keterlibatan aktif pemangku kepentingan
dalam pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting
untuk menciptakan sistem pengelolaan yang inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,

perguruan tinggi dapat terus berkembang dan memberikan
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kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan mutu
pendidikan serta pembangunan sosial-ekonomi secara

berkelanjutan.

Tabel 2. 12 Bagan Pengaruh Kinerja Universitas terhadap Sistem

Pengendalian Internal

o .| Sistem Pengendalian
Kinerja Universitas » Internal

'

Kontrol anggaran dan kinerja

Kinerja sebuah proses
pﬂulnatmﬂ{ dﬂil:é;mbu;h urgziusaa keuangan, mendorong
. neapa MRATEE ) pertumbuhan dan keberlanjutan
ditetapkan dalam jangka wakiu S .
tertentu (Fieldan, 2008) jika digunakan secara efisien
’ (Mwanyanwu &Ogbannva 2018

Kinerja pada Perguman Tinggi

dideskripsikan dengan Tndikator Kontrol yang efektif diperlukan
Kinerja Utama (IKU) sbagai unuk mencapai hasil yang
proses evaluas kualitas «—»| diinginkan dari rencana keuangan
Pendidikan Tinggi vang ditetapkan (Wijewardena 2004
(KepMendikbud RI & Nazarova 2016
No.3/M/2021)
(RQT7)
Kinerja Universitas berpengaruh  Positif terhadap Sistem Pengendalian
Internal
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8) Pengaruh Kinerja Universitas Terhadap Komitmen

Organisasi

Pengelolaan perguruan tinggi sebagai organisasi nirlaba
memerlukan sistem pengendalian yang efektif untuk
memastikan operasional yang transparan dan akuntabel.
Meskipun pengendalian internal umumnya dikaitkan dengan
kinerja keuangan, penerapannya juga memiliki dampak yang
lebih luas, termasuk dalam meningkatkan tata kelola yang baik
dan mencegah praktik yang merugikan institusi. Perguruan
tinggi yang menerapkan sistem pengendalian internal dengan
baik dapat memperkuat struktur organisasi, meningkatkan
efisiensi manajerial, serta membangun kepercayaan di antara

pemangku kepentingan.

Penyimpangan dalam organisasi, seperti praktik
kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, tidak hanya
berdampak pada keuangan institusi tetapi juga dapat merusak
reputasi dan kepercayaan publik. Kecurangan yang terjadi
dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan hilangnya
kredibilitas serta menurunkan tingkat kepercayaan para
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, praktik tata kelola

yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan
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yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan
standar tata kelola yang tinggi, organisasi dapat mengurangi
risiko penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam

pengambilan keputusan.

Tata kelola dalam suatu organisasi mencerminkan
bagaimana institusi tersebut dikelola dan dikendalikan.
Prinsip-prinsip  seperti  akuntabilitas, integritas, dan
manajemen risiko menjadi landasan penting dalam
memastikan bahwa universitas dapat beroperasi secara efisien
dan bertanggung jawab. Dengan adanya sistem pengawasan
yang baik, peluang terjadinya penyimpangan dapat
diminimalkan, sementara efektivitas pengelolaan sumber daya
dapat ditingkatkan. Dalam konteks pendidikan tinggi,
reformasi sistem pengelolaan terus berkembang seiring
dengan  meningkatnya permintaan akan pendidikan
berkualitas, globalisasi, serta kebutuhan akan efisiensi dalam
pengelolaan institusi akademik. Namun, tantangan dalam tata
kelola perguruan tinggi juga mencakup potensi terjadinya
penyalahgunaan wewenang, pengelolaan anggaran yang tidak
transparan, serta berbagai bentuk ketidakjujuran akademik.

Fenomena ini semakin relevan mengingat pendidikan tinggi
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kini menjadi faktor penting dalam menentukan peluang kerja
dan mobilitas sosial. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus
terus berupaya menerapkan sistem tata kelola yang lebih baik
guna memastikan integritas, kualitas pendidikan, serta

keberlanjutan institusi di masa depan.

Tabel 2. 13 Bagan Pengaruh Kinerja Universitasn terhadap

Komitmen Organsisasi

Kinerja Universitas Romitmen Organisast

I }
Kinerja sgbu;h proses Komitmen organisasi ssbagai
prilaku dalam ssbuah kelwatan individu dengan dan
organisas unftuk mencapai o keterlibatan dalam suam
tujuan vang ditetapkan organisasi (Porter 1974)
dalam jangka waktu tertentu
(Fieldan, EUIUSJ J_

+

Eeterlibatan karyawan dengan
komitmen terhadap organisasi.
Dengan temuan hubungan
positif antara parfisipas

Kinerja pada Perguruan Tinggi
dideskripsikan dengan

Indikator Kinerja Utama (IK1)
shagai proses evaluasl kualitas anggaran dan komitmen

Pendidikan Tinggi organisasi (Jermier dan Barker
(KepMendikbud RI 1979
No 3/M/2021)

I

&

(RQ 8)
Kinerja Universitas Berpengaruh Positif terhadap Komitmen Organisiasi




Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

9) Pengaruh Kinerja Universitas terhadap Good University

Governance

Kinerja suatu institusi, termasuk perguruan tinggi, dapat
diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat
dicapai dengan efisien dan efektif. Kinerja ini mencakup
berbagai aspek, seperti efektivitas dalam mencapai tujuan
pendidikan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
pemerataan manfaat bagi pemangku kepentingan, serta
tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.
Dalam konteks perguruan tinggi, kinerja sering kali dikaitkan
dengan pencapaian akademik, inovasi kajian, serta kontribusi

terhadap masyarakat.

Untuk memastikan bahwa perguruan tinggi beroperasi
dengan optimal, sistem tata kelola yang baik diperlukan. Tata
kelola yang efektif memungkinkan universitas untuk lebih
akuntabel, transparan, serta mampu mengelola sumber daya
dengan lebih baik. Selain itu, sistem evaluasi yang adil dan
menyeluruh dapat membantu memastikan bahwa perguruan
tinggi mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan serta
meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun

internasional. Dalam menghadapi tantangan global, universitas
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perlu menyesuaikan sistem tata kelola dan metode
manajemennya agar tetap relevan dan mampu beradaptasi
dengan perubahan lingkungan. Peningkatan kualitas tata
kelola juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan
pendanaan serta memenuhi tuntutan masyarakat akan
pendidikan yang berkualitas. Dengan memiliki tata kelola yang
baik, universitas dapat meningkatkan efisiensi operasional,
memperluas akses ke sumber daya tambahan, serta
memperkuat peranannya dalam transfer pengetahuan dan

inovasi.

Universitas yang mampu menerapkan tata kelola yang
baik tidak hanya akan lebih efektif dalam mencapai misinya,
tetapi juga dapat meningkatkan kredibilitas dan
kepercayaannya di mata masyarakat. Dengan transparansi,
akuntabilitas, serta sistem manajemen yang lebih baik,
perguruan tinggi dapat lebih bersaing secara global dan

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
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Tabel 2. 14 Bagan Pengaruh Kinerja Universitas terhadap Good

University Governance
‘ Kinerja Universitas }g, Good University
I Governace
Kinerja sebuah proses prilaku *

dalam sebuah organizas untuk
mencapal tjuan yang
ditetapkan dalam jangka waktu
tertentu (Fieldan, 2008)

-

Einerja pada Perguruan Tinggi

Plumptre dan Graham (2000)
mendefinisikan tata kelola
sebagal "proses dan struktur
vang digunakan organisasi
untuk mengarahkan dan
mengelola operast umum dan
kegiatan programnya

dideskripsikan dengan

Indikator Kinerja Utama (TKU) > Pendidic * | didirikan d

sbagai proses evaluasi kualitas e e et

Pendidikan Tinggi arapan yang unggl. v

(Izn \Imﬁk‘r::;ldgglm individu dan masyarakat, karena
EpaE pendidikan tinggi juga

No. 32021 berkontribusi unfuk meningkatkan
kualitas hidup masvarakat (Baum,
Ma, & Pavea, 2010).(Oliveira af ai.,
2020).
(RQ9)
Einerja Universitas berpengaruh positif terhadap Geood University
Governance

10) Pengaruh Sustainability University terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Keberlanjutan dalam perguruan tinggi mencerminkan upaya
institusi untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan

baik, tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga untuk
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masa depan. Perguruan tinggi yang memiliki komitmen
terhadap keberlanjutan akan mengembangkan sistem yang
mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan

sumber daya.

Pentingnya pengendalian internal dalam sebuah
organisasi, termasuk perguruan tinggi, terletak pada
kemampuannya untuk memastikan bahwa semua kegiatan
berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan
yang telah ditetapkan. Sistem ini membantu menciptakan
lingkungan kerja yang lebih disiplin, di mana setiap individu
memahami perannya dalam mencapai tujuan bersama. Selain
itu, komitmen terhadap tata kelola yang baik akan
meningkatkan kredibilitas institusi serta memperkuat
kepercayaan pemangku kepentingan terhadap universitas.
Sebuah institusi yang memiliki pengelolaan yang baik akan
lebih  mampu menghadapi tantangan dan perubahan, baik
dalam aspek keuangan, operasional, maupun akademik. Oleh
karena itu, keberlanjutan dalam perguruan tinggi tidak hanya
bergantung pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada

penerapan sistem yang kuat dan transparan dalam
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pengendalian internal. Hal ini akan membantu perguruan
tinggi dalam meningkatkan efektivitas operasionalnya,
meminimalkan risiko, serta memastikan bahwa seluruh elemen
organisasi dapat bekerja secara optimal untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 15 Bagan Sustainability University terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Sustainability Sistem Pengendalian
University Internal

|

Universita s berk elanjutan hams

m encerm inkanlinskungan yang
sehat dengan perek onomian yvang
makmurm elalui konversi energl
dan sum berdaya, pengelolaan
limbah danlingkungan yvang
efisien serta m endorongterciptatra
suatukeadilan sosial di
masyarakata

Kontrol anggaran dan kinerja
keuangan. mendorong
perfumbuhan dan keberlanjutan

jika digunakan secara efisien
(Nwanyanwu &Ogbannya 2018

Universitas m em aink an peranan
penting dalam pencapaian

pem banzunan berk elanjutan
karena transisi pendidikan tingzl
berkontribusi pada transformasi
m asyarakat

Kontrol vang efektif diperlukan
untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari rencana keuangan
vang ditetapkan (Wijewardena 2004
& Nazarova 2016

(RQ 10)
Sustamability Universify berpengaruh Positif terhadap Sistem
Pengendalian Internal
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11) Pengaruh Sustainability University terhadap Komitmen

Organisasi

Perguruan tinggi yang berorientasi pada keberlanjutan bukan
hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memiliki
tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan
lingkungan. Perguruan tinggi yang menerapkan konsep
keberlanjutan akan menciptakan lingkungan yang sehat,
mengelola sumber daya secara efisien, serta mendorong
keadilan  sosial di dalam  komunitasnya.  Dengan
mengintegrasikan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  dalam
operasionalnya, universitas dapat memberikan kontribusi yang
lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan, baik di

tingkat lokal maupun global.

Komitmen dalam sebuah organisasi, termasuk perguruan
tinggi, sangat bergantung pada sejauh mana individu di
dalamnya merasa terlibat dan memiliki keterikatan dengan
institusi tersebut. Lingkungan kerja yang mendukung,
transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama akan
meningkatkan loyalitas dan motivasi individu untuk
berkontribusi lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks perguruan tinggi, komitmen ini mencerminkan
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sejauh mana dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa
merasa menjadi bagian dari institusi dan berperan aktif dalam
mewujudkan visi dan misinya. Meskipun banyak perguruan
tinggi telah mengadopsi kebijakan dan program berbasis
keberlanjutan, tantangan dalam implementasinya tetap ada.
Perubahan sistemik yang diperlukan untuk mewujudkan
universitas yang berkelanjutan memerlukan kepemimpinan
yang kuat serta strategi yang terintegrasi di berbagai aspek,

mulai dari pendidikan, kajian, hingga tata kelola institusi.

Tabel 2. 16 Bagan Sustainability University terhadap Komitmen

Organisasi

Sustainability

B Fomitmen Organissasi
Uhnirversity

Uniwersita = berk elanjutan harms l
m encerminkanlingkungan vang

sehat dengan perekonom ian yvangs
makmurm elaluikonversi energi
dan sum berdava. pengelolaan
limbah danlingkungan vang
efisien serta m endorongterciptarsa
suatukeadilan sosial di
masyarakata

Komitmen organisasi sebagai
kelkuatan individu dengan dan

keterlibatan dalam suata
organisasi (Porter 1974)

l

l

Umiversita = m em aink an peranan
penting dalam pencapaian

pem bangunan berk elamjutan
karena transisi pendidikan tinggi
berkontribusi pada transformasi

Keterlibatan karvawan dengan
komitmen terhadap organisasi.
Dengan termuan hubungan positif
antara partisipasi anggaran dan
komitmen organisasi (Jermier dan
Barker 19797

m asyarakat

(RQ 11)
Sustainabilitv Universin’ berpengaruh Positif terhadap Komitmen
Organisasi
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12) Pengaruh Sustainability University terhadap Kinerja

Universitas

Lingkungan kampus yang nyaman dan mendukung sering kali
digambarkan sebagai tempat yang ideal untuk belajar,
berkembang, @ dan  menciptakan  pengalaman  yang
menyenangkan bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik.
Konsep universitas berkelanjutan muncul dari upaya untuk
menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya kondusif
bagi proses belajar-mengajar tetapi juga bertanggung jawab
terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perguruan
tinggi yang mengadopsi prinsip keberlanjutan berupaya
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus

memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kinerja perguruan tinggi menjadi salah satu aspek
penting yang terus dievaluasi untuk memastikan mutu
pendidikan tetap terjaga. Penilaian terhadap kinerja
universitas biasanya dilakukan melalui berbagai mekanisme
akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Akreditasi ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai
kualitas pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan

berbagai faktor, seperti pencapaian akademik, efektivitas
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pengelolaan sumber daya, serta kontribusi terhadap studi dan

pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum, kinerja universitas dapat diukur baik
secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan berbagai
indikator yang telah ditetapkan. Di Indonesia, misalnya,
penilaian kinerja perguruan tinggi mengacu pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator ini mencakup berbagai
aspek, mulai dari kualitas lulusan, relevansi pendidikan dengan
dunia kerja, hingga efektivitas tata kelola institusi. Selain itu,
keberlanjutan dalam pengelolaan universitas juga berperan
penting dalam menentukan kualitas kinerja sebuah perguruan
tinggi, terutama dalam hal penggunaan sumber daya secara
efisien, inovasi dalam pendidikan, dan penguatan hubungan

dengan masyarakat serta dunia industri.

Dengan menerapkan konsep keberlanjutan, universitas
dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan zaman dan
meningkatkan daya saing di tingkat global. Perguruan tinggi
yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya akan

meningkatkan reputasinya tetapi juga memberikan kontribusi
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yang lebih besar bagi pembangunan sosial dan lingkungan
secara luas.

Tabel 2. 17 Bagan Sustainability University terhadap Kinerja

Universitas
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13) Pengaruh Sustainability University  terhadap

Implementasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian penting dalam
pengelolaan keuangan di sebuah organisasi, termasuk
perguruan tinggi. Dalam lingkungan yang penuh dengan
tantangan dan ketidakpastian, pengelolaan anggaran harus
dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tetap selaras
dengan tujuan strategis institusi. Perguruan tinggi sering kali
menghadapi berbagai risiko dalam pengalokasian dana,
sehingga diperlukan kebijakan yang bijak dalam mengelola
anggaran guna memastikan efisiensi dan efektivitas

penggunaan sumber daya yang tersedia.

Keterlibatan manajemen dalam penyusunan anggaran
dapat memberikan manfaat signifikan bagi organisasi. Dengan
berpartisipasi aktif dalam proses ini, pimpinan universitas
dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai
kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang sedang
dihadapi. Selain itu, keterlibatan ini juga membantu dalam
mengidentifikasi potensi tantangan serta mencari solusi yang

tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana.
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Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga dapat
menciptakan komunikasi yang lebih baik di dalam organisasi.
Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, setiap
individu dalam institusi dapat memahami arah dan tujuan yang
ingin dicapai, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan
anggaran dan strategi universitas secara keseluruhan. Selain
itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat
meningkatkan rasa tanggung jawab serta mengurangi tekanan
bagi para pemangku kepentingan dalam organisasi. Dengan
menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan
anggaran, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa sumber
daya yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung
perkembangan akademik, riset, serta kontribusi terhadap
masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan universitas
untuk lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika keuangan
dan memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka

panjang.



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

Tabel 2. 18 Bagan Sustainability University dengan Implementasi

Anggaran

Suatainability University - ——s| Implementasi Anggaran

[ ¥
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memberikan dasaruntuk m engarahkan
1y danmengevaluasikinerja individu atau

Kebetlanjutan suatukomunitas akademik
vang turut bertanggung awabuntuk
melidung danm eningkatan kesehatan

: organisasi
dankesejateraanmasyarakat (Cole 2003) (Bruns 1975)
¥
] : Penganggaran memastikan
Penganggaran memastikan perencanaan vang bijaksana dan

perencanaan vang bijaksana dari | kinerja masa depan organisasi

kineja masa depan organisasi (Gooneratne dan Hoque, 2016)

(Gooneratne dan Hogue, 2014)
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14) Pengaruh Sustainability University terhadap Good

University Governance

Tata kelola yang baik dalam suatu organisasi, termasuk
perguruan tinggi, merupakan aspek penting dalam memastikan
keberlangsungan operasional serta kesejahteraan seluruh
pemangku kepentingan. Tata kelola yang efektif dapat
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam
pengelolaan sumber daya. Bagi pemangku kepentingan,

penerapan tata kelola yang baik memberikan keyakinan bahwa
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organisasi dikelola secara bertanggung jawab dan berorientasi

pada keberlanjutan.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dikelola oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat. Keberhasilan sebuah
universitas tidak hanya diukur dari pencapaian akademik dan
studi, tetapi juga dari bagaimana institusi tersebut
menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh aspek
operasionalnya. Sistem tata kelola yang transparan dan
akuntabel membantu menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan pendidikan, studi, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Konsep  universitas  berkelanjutan = menekankan
pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan
antara perkembangan akademik, kesejahteraan manusia, dan
kelestarian lingkungan. Perguruan tinggi yang menerapkan
prinsip keberlanjutan diharapkan mampu menciptakan
lingkungan belajar yang sehat, mendukung pertumbuhan
ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat

sekitar. Selain itu, kebijakan yang berbasis keberlanjutan juga
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dapat meningkatkan reputasi universitas di tingkat nasional

maupun internasional.

Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan
berkelanjutan, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa
setiap kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan jangka
panjang institusi serta memberikan manfaat bagi seluruh
pemangku kepentingan. Hal ini juga memungkinkan universitas
untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan global dan
meningkatkan daya saingnya di kancah internasional.

Tabel 2. 19 Bagan Sustainability University terhadap Good

University Governance

Sustaimability University

r Good Unhversity Governance

; l
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BAB 3

PERAN DAN TATA KELOLA
PERGURUAN TINGGI
MUHAMMADIYAH DALAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA

A.Organisasi Muhammadiyah (Struktur dan

Perkembangannya)

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah merupakan
bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah
organisasi Islam modern di Indonesia. Muhammadiyah
didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912
M, menjadi salah satu gerakan yang berperan dalam
pembaruan Islam di Indonesia. Organisasi ini lahir dari

pemikiran seorang ulama pembaru, Kyai Haji Ahmad Dahlan,
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yang memiliki visi untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni
serta mendorong kemajuan umat Muslim di Indonesia. Secara
bahasa, Muhammadiyah berarti "pengikut Nabi Muhammad.”
Nama ini dipilih untuk menunjukkan keterkaitan organisasi
dengan ajaran dan perjuangan Nabi Muhammad. Tujuan
utamanya adalah memahami dan mengamalkan Islam sesuai
dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad,
sehingga dapat menjadi landasan bagi kemajuan umat Islam

dan bangsa Indonesia.

Keberadaan Muhammadiyah tidak terlepas dari gagasan
dan perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menunaikan
ibadah haji dan bermukim di Mekkah pada awal abad ke-20,
Kyai Dahlan memperoleh banyak wawasan dari ulama-ulama
Indonesia yang tinggal di sana serta dari berbagai pemikir
Islam, seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab,
Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.
Sepulangnya ke Indonesia, Kyai Dahlan membawa ide-ide
pembaruan Islam dan mulai menerapkannya dalam pendidikan
serta aktivitas keagamaan di masyarakat. Cikal bakal
berdirinya Muhammadiyah sebagai organisasi juga mendapat

dorongan dari rekan-rekan Kyai Dahlan yang tertarik dengan
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pemikiran dan ajaran yang disampaikannya, termasuk anggota
Boedi Oetomo serta murid-muridnya di Kweekschool Jetis.
Beberapa tokoh menyarankan agar aktivitas pendidikan yang
dirintisnya dikelola oleh sebuah organisasi agar lebih
berkelanjutan. Nama "Muhammadiyah" sendiri awalnya
diusulkan oleh Muhammad Sangidu, seorang tokoh pembaruan
yang juga penghulu Kraton Yogyakarta. Setelah melalui
pertimbangan mendalam dan doa, Kyai Ahmad Dahlan
akhirnya menetapkan nama tersebut sebagai identitas
organisasi yang akan membawa misi dakwah dan pembaruan

Islam di Indonesia.

Gagasan untuk mendirikan Muhammadiyah tidak hanya
bertujuan untuk mewujudkan pemikiran pembaruan Kyai
Ahmad Dahlan, tetapi juga sebagai wadah bagi sekolah yang
didirikannya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada
1 Desember 1911. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari
metode pengajaran yang sebelumnya dilakukan secara
informal di beranda rumahnya, di mana Kyai Dahlan
memberikan pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum.
Berbeda dengan sistem pendidikan agama pada masa itu yang

umumnya dilakukan di surau, sekolah ini mengadopsi sistem
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pendidikan modern dengan penggunaan meja, papan tulis, dan

metode pengajaran yang lebih terstruktur.

Seiring berkembangnya gagasan tersebut, pada 18
November 1912, Muhammadiyah resmi didirikan di
Yogyakarta. Organisasi ini kemudian mengajukan pengesahan
pada 20 Desember 1912 dengan mengirimkan Statuten
Muhammadiyah atau Anggaran Dasar pertama. Pengesahan
resmi diberikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada
22 Agustus 1914. Dalam anggaran dasar tersebut,
Muhammadiyah ditetapkan sebagai organisasi yang berbasis di
Yogyakarta dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam sesuai
tuntunan Nabi Muhammad serta meningkatkan pemahaman

keagamaan di kalangan masyarakat.

Pada perkembangan selanjutnya, pencantuman tanggal
Hijriyah mulai diperkenalkan dalam Anggaran Dasar
Muhammadiyah tahun 1946. Beberapa perubahan signifikan
juga terjadi, termasuk pada tahun 1959 ketika asas Islam
secara resmi dicantumkan dalam anggaran dasar. Namun, pada
era Orde Baru, perubahan kembali terjadi sebagai dampak dari
kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh organisasi

untuk berasaskan Pancasila. Akibatnya, pada tahun 1985, asas
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Islam dalam Muhammadiyah sempat dihapus dan digantikan
dengan asas Pancasila. Tujuan organisasi pun mengalami
penyesuaian menjadi upaya menegakkan dan menjunjung
tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat yang adil
dan makmur. Setelah perubahan kebijakan pada era reformasi,
asas Islam kembali dimasukkan dalam Anggaran Dasar
Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta.
Salah satu hal menarik dalam sejarah Muhammadiyah adalah
penggunaan kata “memajukan” dalam tujuan organisasi. Sejak
tahun 1914, kata ini bahkan ditambahkan dengan kata
“menggembirakan,” yang terus dipertahankan dalam berbagai
dokumen resmi Muhammadiyah hingga tahun 1946. Tujuan
utama yang tercantum dalam statuten Muhammadiyah sejak
awal pendiriannya mencakup upaya untuk meningkatkan dan
menyebarluaskan pendidikan agama Islam serta mendorong
gaya hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan

sehari-hari.

Pada tahun 1946, pencantuman tanggal Hijriyah (8
Dzulhijjah 1330) mulai dimasukkan dalam Anggaran Dasar
Muhammadiyah. Seiring berjalannya waktu, berbagai

perubahan terus terjadi, salah satunya pada tahun 1959 ketika
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Muhammadiyah pertama kali mencantumkan asas Islam secara
resmi dalam pasal 2 Bab Il dengan kalimat “Persyarikatan
berasaskan Islam.” Sepanjang sejarahnya, Anggaran Dasar
Muhammadiyah telah mengalami beberapa kali revisi, tercatat
sebanyak 15 kali hingga tahun 2005, termasuk pada tahun
1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 1943, 1946, 1950, 1959,
1966, 1968, 1985, 2000, dan 2005.

Pada era Orde Baru, perubahan kebijakan organisasi
sempat terjadi akibat kebijakan pemerintah yang mewajibkan
seluruh organisasi berbasis Pancasila. Hal ini menyebabkan
asas Islam dalam Muhammadiyah sempat dihapus pada tahun
1985 dan digantikan dengan asas Pancasila. Formulasi tujuan
organisasi pun mengalami penyesuaian, yang pada saat itu
lebih menekankan pada upaya menegakkan serta menjunjung
tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat yang adil
dan makmur. Namun, setelah reformasi, asas Islam kembali
dimasukkan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah hasil

Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta.

Sejarah Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari
pemikiran dan langkah-langkah pembaruannya. Sebagai

pendirinya, Kyai Ahmad Dahlan memiliki visi untuk membawa
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umat Islam menuju kehidupan yang lebih maju dengan tetap
berpegang teguh pada ajaran Islam. Pemikirannya
mengutamakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta
membuka pintu ijtihad agar Islam dapat terus berkembang
sesuai dengan dinamika zaman. Pendekatan ini mencakup
berbagai aspek, mulai dari tauhid, ibadah, hingga pemahaman

terhadap ajaran Islam yang lebih kontekstual.

Dalam bidang pendidikan, Kyai Ahmad Dahlan juga
merintis model pendidikan modern yang mengintegrasikan
ilmu agama dengan ilmu umum. Konsep ini menjadi
pembaruan besar pada masanya karena berhasil menghasilkan
generasi muslim yang tidak hanya memahami agama dengan
baik tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.
Model pendidikan yang dipelopori ini kemudian menjadi ciri
khas Muhammadiyah dan berkembang menjadi sistem
pendidikan Islam modern yang banyak diadopsi oleh berbagai

lembaga pendidikan Islam lainnya.

Selain di bidang pendidikan, gagasan pembaruan Kyai
Ahmad Dahlan juga diwujudkan dalam gerakan sosial. Salah
satu contohnya adalah pemahaman terhadap Surat Al-Ma’un

yang menginspirasi lahirnya berbagai lembaga sosial, termasuk
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Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU). Gerakan ini
menunjukkan bahwa pembaruan dalam Islam tidak hanya
terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup
kepedulian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Di
tengah tantangan zaman, Muhammadiyah juga memiliki peran
dalam menghadapi berbagai perbedaan keagamaan. Kyai
Ahmad Dahlan menunjukkan sikap terbuka dan intelektual
dalam berdiskusi dengan berbagai pemuka agama lain,
termasuk melalui perdebatan terbuka dengan pendeta di
Yogyakarta. Pendekatan ini menegaskan bahwa dialog dan
pemahaman rasional menjadi bagian penting dalam perjalanan
Muhammadiyah dalam membangun peradaban yang lebih

harmonis.

Kepeloporan Kyai Ahmad Dahlan dalam pembaruan
Islam tampak jelas dalam berbagai inisiatif yang diambilnya,
salah satunya dengan merintis gerakan perempuan ‘Aisyiyah
pada tahun 1917. Gagasan ini lahir dari keyakinannya bahwa
perempuan muslim tidak hanya berperan di dalam rumah,
tetapi juga harus aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan menanamkan ajaran Islam secara lebih luas,

perempuan diharapkan dapat lebih maju dan mandiri. Langkah
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ini menjadi pembeda dari para pembaru Islam lainnya pada
masanya, menunjukkan pandangan yang progresif mengenai
peran perempuan dalam masyarakat tanpa terpengaruh oleh

gerakan feminisme modern.

Selain itu, pemikiran Kyai Dahlan dalam memahami Islam
tidak terbatas pada aspek ibadah dan akidah saja, tetapi juga
mencakup akhlak serta hubungan sosial dalam kehidupan
sehari-hari. Baginya, ajaran Islam harus terwujud dalam
tindakan nyata dan tidak hanya menjadi teori yang dipelajari
tanpa penerapan. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai
gerakan yang ia rintis berupaya meluruskan dan memperluas
pemahaman Islam agar dapat diamalkan secara langsung
dalam kehidupan masyarakat. Kyai Dahlan menekankan
pentingnya memahami Islam secara mendalam dengan
menggunakan akal dan ijtihad, bukan sekadar mengikuti tradisi
secara buta. Dalam mengajarkan Al-Qur'an, ia mengajak
murid-muridnya untuk memahami makna setiap ayat dengan
penuh perenungan dan keterlibatan aktif. Pendekatan ini
kemudian turut diadopsi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah

selanjutnya, seperti KH. Mas Mansur, yang dikenal luas akan

145



146

Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

pemikirannya yang cerdas dan pandangannya yang terbuka

terhadap berbagai persoalan kehidupan.

Muhammadiyah lahir dari dorongan kuat untuk
menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam pada
masa itu. Beberapa kondisi yang melatarbelakangi berdirinya
organisasi ini antara lain adalah kurangnya pemahaman umat
Islam terhadap ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, lemahnya
persatuan, serta sistem pendidikan Islam yang belum mampu
mencetak generasi muslim yang siap menghadapi
perkembangan zaman. Selain itu, semakin kuatnya pengaruh
asing terhadap masyarakat juga menjadi faktor yang

mendorong perlunya gerakan pembaruan.

Dengan latar belakang tersebut, Muhammadiyah hadir
dengan tujuan utama untuk membersihkan ajaran Islam dari
kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam,
menyelaraskan pemahaman Islam dengan pemikiran modern,
serta memperbarui sistem pendidikan Islam agar lebih relevan
dengan kebutuhan zaman. Selain itu, Muhammadiyah juga
berperan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dari
pengaruh luar yang dapat melemahkan keyakinan umat.

Meskipun Kyai Ahmad Dahlan tidak meninggalkan catatan
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tertulis yang sistematis mengenai gagasan-gagasannya,
gerakan yang ia rintis telah membawa dampak besar dalam
sejarah Islam di Indonesia. Pembaruan yang ia usung bukan
sekadar konsep, tetapi sebuah gerakan nyata vyang
memberikan arah baru bagi umat Islam dalam menjalani
kehidupan beragama yang lebih dinamis dan relevan dengan

perkembangan zaman.

Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah yang
didirikannya lahir dari dorongan untuk mengubah keadaan
umat Islam yang saat itu masih tertinggal. Muhammadiyah
hadir sebagai gerakan pembaruan yang tidak hanya berfokus
pada pemurnian ajaran Islam, tetapi juga berupaya membawa
kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam
perkembangannya, Muhammadiyah tumbuh menjadi kekuatan
besar yang berpengaruh luas di Indonesia. Dengan ratusan
cabang yang tersebar di berbagai daerah dan jutaan anggota,
gerakan ini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di
Asia Tenggara. Selain mengembangkan pemahaman Islam
yang lebih murni, Muhammadiyah juga berkontribusi dalam
bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Lembaga-lembaga seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan,
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dan berbagai layanan sosial lainnya menjadi bagian dari upaya
nyata Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang

lebih baik.

Muhammadiyah tidak hanya lahir dari semangat
keagamaan, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi
sosial umat Islam saat itu yang masih terbelakang. Kyai Dahlan
berupaya menghidupkan kembali ajaran Islam dalam bentuk
yang lebih nyata, tidak hanya sebagai keyakinan, tetapi juga
sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang lebih
maju dan  bermartabat. Islam yang diperjuangkan
Muhammadiyah tidak hanya kembali kepada sumber aslinya,
yakni Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menjadi kekuatan

perubahan yang membawa umat Islam ke arah kemajuan.

Salah satu hal yang membedakan Muhammadiyah dari
gerakan Islam lainnya adalah pendekatannya yang
menggunakan sistem organisasi. Pada saat itu, kebanyakan
kelompok Islam masih bersifat tradisional dan berpusat pada
tokoh-tokoh tertentu, seperti kyai dalam lingkungan
pesantren. Muhammadiyah hadir dengan model organisasi
yang lebih modern dan terstruktur, memungkinkan gerakannya

berkembang lebih luas dan sistematis. = Gerakan
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Muhammadiyah juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu
menjadikan Islam sebagai kekuatan yang membawa perubahan
sosial. Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran spiritual
semata, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-
hari yang membangun peradaban yang lebih baik. Dengan
pendekatan ini, Muhammadiyah tidak hanya menjaga
kemurnian ajaran Islam, tetapi juga menjadikannya relevan
dalam menjawab tantangan zaman. Dengan berbagai
kontribusinya, Muhammadiyah telah menandai era baru dalam
sejarah Islam di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya
menghadirkan pembaruan dalam pemahaman keagamaan,
tetapi juga membawa perubahan nyata dalam masyarakat
melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial.
Muhammadiyah menjadi bukti bahwa Islam dapat menjadi
kekuatan yang membangun dan membawa umat menuju

kehidupan yang lebih baik.

B.Peran Muhammadiyah dalam Pengembangan
Pendidikan Tinggi di Indonesia
Muhammadiyah memiliki peran besar dalam dunia pendidikan

di Indonesia, terbukti dengan berdirinya berbagai institusi

pendidikan, termasuk ratusan perguruan tinggi yang tersebar
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di seluruh negeri. Keberadaan aset, alumni, jejaring, dan
prestasi yang ada saat ini berawal dari langkah bersejarah
yang dilakukan di tengah dinamika Indonesia yang masih
muda. Gagasan mendirikan pendidikan tinggi pertama kali
muncul ketika Muhammadiyah berusia 43 tahun, tepatnya
pada 18 November 1955. Saat itu, didirikan Fakultas Falsafah
dan Hukum di Padangpanjang, yang kemudian menjadi cikal
bakal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Namun,
kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan fakultas ini
mengalami kendala hingga akhirnya terhenti setelah tiga
tahun. Sebagai langkah strategis, pada Konferensi Majelis
Pengajaran di Jakarta tahun 1956, diputuskan untuk
memindahkan fakultas tersebut ke Jakarta dengan nama baru,
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), yang diresmikan
pada 18 November 1957. Setahun kemudian, PTPG
berkembang menjadi Fakultas Keguruan dalam IImu
Pendidikan (FKIP) di bawah Universitas Muhammadiyah
Jakarta (UMJ).

Seiring waktu, perguruan tinggi Muhammadiyah
berkembang pesat. Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara (UMSU) mulai dirintis pada 1957 oleh para tokoh dan
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ulama Muhammadiyah. UMSU berawal dari Fakultas Falsafah
dan Hukum Islam Muhammadiyah (FAFHIM), yang kemudian
berkembang menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Sumatera Utara pada 1968 dengan tiga fakultas: Fakultas Iimu
Pendidikan, Fakultas Illmu Agama Jurusan Dakwah, dan
Fakultas Syariah. Fakultas llmu Pendidikan UMSU awalnya
merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta

sebelum akhirnya berdiri sendiri pada 1974.

Perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya juga
mengalami perkembangan yang pesat. UHAMKA, misalnya,
berkembang dari IKIP Muhammadiyah Jakarta yang
sebelumnya  merupakan PTPG. Pada 1958, PTPG
bertransformasi menjadi FKIP yang berafiliasi dengan UMJ,
sebelum akhirnya berkembang menjadi IKIP Muhammadiyah
Jakarta pada 1965 dan kemudian menjadi UHAMKA.
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bermula dari
cabang IKIP Muhammadiyah Jakarta di Surakarta, yang
didirikan pada 18 September 1958 dengan tiga jurusan:
Pendidikan Umum, Ekonomi Umum, dan Pendidikan Agama
Islam. Setelah memisahkan diri pada 1965 dan menjadi IKIP
Muhammadiyah Surakarta, akhirnya pada 24 Oktober 1981
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lembaga ini berkembang menjadi Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) berawal dari IKIP
Muhammadiyah Yogyakarta yang berdiri pada 18 November
1960 sebagai kelanjutan dari Kursus B1 dengan jurusan lImu
Mendidik, Civic Hukum, dan Ekonomi. Pada 19 Desember
1994, berdasarkan keputusan pemerintah, IKIP
Muhammadiyah Yogyakarta resmi bertransformasi menjadi

Universitas Ahmad Dahlan.

Di Palembang, embrio Universitas Muhammadiyah
Palembang bermula pada 1963 dengan berdirinya Fakultas
Hukum dan  Filsafat Muhammadiyah, yang awalnya
menyelenggarakan perkuliahan di masjid Muhammadiyah.
Fakultas ini kemudian mengalami beberapa perubahan hingga
akhirnya, pada 15 Juni 1979, Universitas Muhammadiyah
Palembang resmi berdiri dengan tiga fakultas: Teknik,
Pertanian, dan FKIP. Dari waktu ke waktu, Muhammadiyah
terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dengan
mendirikan berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah.

Inisiatif dan perjuangan para tokohnya dalam mengembangkan



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

pendidikan tinggi telah melahirkan banyak institusi yang kini

menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

1. Sebaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) memiliki peran yang
sangat signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hingga
saat ini, terdapat 171 perguruan tinggi Muhammadiyah yang
tersebar di berbagai wilayah. Institusi-institusi pendidikan ini
hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari universitas, sekolah

tinggi, institut, politeknik, hingga akademi.

Dari jumlah tersebut, 82 institusi berstatus universitas,
menjadikannya  sebagai  kategori  perguruan  tinggi
Muhammadiyah yang paling dominan. Selanjutnya, terdapat
49 sekolah tinggi, 27 institut, 3 politeknik, dan 1 akademi.
Keberagaman jenjang pendidikan ini menunjukkan bahwa
Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pendidikan
akademik, tetapi juga pada pendidikan vokasi dan profesional.
Dari segi sebaran wilayah, mayoritas perguruan tinggi
Muhammadiyah berlokasi di Pulau Jawa dan Bali, dengan
jumlah mencapai 80 institusi. Hal ini sejalan dengan
konsentrasi penduduk serta pusat-pusat pendidikan di wilayah

tersebut. Sementara itu, 42 perguruan tinggi Muhammadiyah
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berada di Sumatera, 30 di Sulawesi, serta sisanya tersebar di

Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua.

Dengan jumlah yang cukup besar dan persebaran yang
luas, perguruan tinggi Muhammadiyah memainkan peran
penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai
daerah. Kehadiran institusi-institusi ini tidak hanya
memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi
masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mencetak lulusan
yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki nilai-nilai

keislaman dan kebangsaan yang kuat.

2. Sebaran dan Peran Perguruan Tinggi Aisyiyah dalam

Pendidikan di Indonesia

Perguruan Tinggi Aisyiyah telah berkembang di berbagai
wilayah Indonesia dengan total sebanyak 10 institusi
pendidikan tinggi. Perguruan tinggi ini terdiri dari berbagai
tingkatan, yaitu tiga universitas, tiga politeknik, dua sekolah
tinggi, dan dua institut. Keberadaan perguruan tinggi ini
mencerminkan  komitmen Aisyiyah dalam mendukung
pendidikan tinggi, khususnya bagi perempuan dan masyarakat
luas. Sebagian besar Perguruan Tinggi Aisyiyah berada di

Pulau Jawa, yang menjadi pusat pendidikan di Indonesia.
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Tercatat, lima institusi berlokasi di Jawa, sementara dua
lainnya berada di Sumatra. Sisanya tersebar di Sulawesi dan
Kalimantan. Dominasi Pulau Jawa sebagai lokasi utama
perguruan tinggi ini mencerminkan faktor aksesibilitas, sumber
daya, serta jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan

wilayah lain.

Dari segi tingkatan, universitas dan politeknik menjadi
bentuk perguruan tinggi yang paling banyak didirikan, masing-
masing berjumlah tiga institusi. Ini menunjukkan bahwa
Aisyiyah tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik
berbasis teori tetapi juga memberikan perhatian pada
pendidikan vokasi yang lebih aplikatif. Sementara itu, sekolah
tinggi dan institut, masing-masing berjumlah dua institusi,
turut melengkapi variasi pendidikan yang ditawarkan.
Penyebaran perguruan tinggi Aisyiyah di berbagai daerah
menegaskan peran organisasi ini dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dengan keberadaan di
berbagai pulau, diharapkan akses terhadap pendidikan
berkualitas semakin luas, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga
di luar Jawa, sehingga mampu memberikan dampak positif

bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
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3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Berdasarkan Wilayah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Perguruan
Tinggi Aisyiyah (PTA) memiliki peran penting dalam
pengembangan pendidikan di Indonesia dan bahkan di luar
negeri. Hingga saat ini, terdapat 172 perguruan tinggi
Muhammadiyah dan Aisyiyah yang tersebar di berbagai
wilayah, dengan 171 institusi berada di dalam negeri dan 1
institusi berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Sebaran
perguruan tinggi ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah
dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang luas bagi
masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat pendidikan utama
tetapi juga di berbagai daerah, dari Indonesia bagian timur

hingga bagian barat.

Dari keseluruhan jumlah yang ada, mayoritas perguruan
tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah berlokasi di Pulau Jawa
dan Bali, dengan jumlah mencapai 84 institusi. Hal ini tidak
mengherankan mengingat wilayah ini merupakan pusat
pendidikan dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.
Di wilayah ini, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah
berpusat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan. Selain itu, 39



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

institusi berada di Sumatera, dengan pusat pendidikan
Muhammadiyah yang cukup berkembang di beberapa kota
besar. Sementara itu, di Pulau Sulawesi terdapat 26 perguruan
tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, yang sebagian besar
terkonsentrasi di Sulawesi Selatan, sebagai salah satu pusat

pendidikan di kawasan timur Indonesia.

Di luar wilayah tersebut, terdapat 12 perguruan tinggi di
Kalimantan, 7 di Nusa Tenggara, dan 3 di Papua. Meskipun
jumlahnya lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya,
kehadiran institusi-institusi ini  menunjukkan  bahwa
Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah
utama, tetapi juga berupaya menghadirkan akses pendidikan
tinggi yang merata di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya
berkembang di dalam negeri, Muhammadiyah juga telah
melebarkan sayapnya ke luar negeri dengan mendirikan 1
perguruan tinggi di Malaysia. Hal ini menjadi bukti bahwa
Muhammadiyah memiliki visi global dalam dunia pendidikan,
serta menunjukkan  kontribusi organisasi ini dalam
menciptakan generasi yang unggul, tidak hanya di Indonesia
tetapi juga di tingkat internasional. Dengan sebaran yang luas,

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah terus
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berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan
pendidikan di masa depan. Komitmen dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa serta memberikan akses pendidikan yang
merata menjadi bagian dari misi utama Muhammadiyah dalam

dunia pendidikan.

C.Implementasi Anggaran dan Tata Kelola

Perguruan Tinggi

1. Pengelolaan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal

di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah menerapkan
sistem perencanaan dan penyusunan anggaran sebagai bagian
dari strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Sistem
ini mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah,
serta jangka pendek yang berorientasi pada program kegiatan
dan perencanaan keuangan tahunan. Dalam implementasinya,
perencanaan strategis dikombinasikan dengan sistem
perencanaan berbasis kinerja guna memastikan efektivitas dan
efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sebagai
bagian dari organisasi besar, Muhammadiyah memiliki

tanggung jawab untuk mengelola amal usaha pendidikan
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secara optimal. Keberlangsungan institusi pendidikan ini
sangat bergantung pada sistem pengelolaan keuangan yang
sehat dan akuntabel, terutama karena sebagian besar dana
operasional berasal dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh
mahasiswa. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan
yang baik menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas

dan transparansi keuangan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip transparansi
dalam pengelolaan keuangan kerap menghadapi tantangan.
Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara
anggaran yang telah direncanakan dengan kebutuhan
operasional perguruan tinggi yang bersifat dinamis.
Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan
yang harus diakomodasi tanpa mengorbankan aspek
akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks sistem
pengendalian internal, penerapan anggaran yang efektif
berkontribusi positif terhadap peningkatan pengawasan
keuangan. Beberapa ahli menunjukkan bahwa pengendalian
internal yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan
keberlanjutan organisasi. Selain itu, sistem pengendalian yang

kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa rencana
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keuangan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan

tujuan yang diharapkan.

Studi  terdahulu mengungkapkan bahwa sistem
pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan risiko
terjadinya penyimpangan keuangan dan kecurangan. Oleh
karena itu, penerapan sistem pengawasan yang ketat serta
sistem remunerasi yang baik menjadi langkah strategis dalam
mengurangi potensi fraud. Prinsip ini sejalan dengan teori
agensi yang menyatakan bahwa dalam hubungan antara
pemegang saham (principal) dan manajemen (agen),
diperlukan  sistem pengendalian yang efektif guna
meminimalkan asimetri informasi serta memastikan bahwa
setiap kebijakan anggaran dijalankan sesuai dengan aturan

yang berlaku.

Berdasarkan berbagai hasil kajian, implementasi
anggaran terbukti memiliki pengaruh positif terhadap sistem
pengendalian internal. Hal ini semakin memperkuat temuan
bahwa penerapan sistem keuangan yang transparan,
akuntabel, dan berbasis pengendalian yang baik akan
berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan di

lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, upaya
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pengelolaan anggaran yang cermat dan sesuai dengan prinsip
tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung
keberlanjutan dan  perkembangan  Perguruan  Tinggi

Muhammadiyah dan Aisyiyah.

2. Implementasi Anggaran dan Komitmen Organisasi di

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah memiliki
sistem pengelolaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada
alokasi sumber daya, tetapi juga pada pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi anggaran berbasis
kinerja ini menekankan efisiensi dan efektivitas dalam
penggunaan dana, sehingga perguruan tinggi tidak hanya
berupaya mencapai tujuan akademik tetapi juga memastikan
optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini,
komitmen organisasi menjadi faktor utama dalam keberhasilan
implementasi anggaran. Komitmen dalam implementasi
anggaran di lingkungan perguruan tinggi ini mencerminkan
dedikasi seluruh elemen organisasi untuk memastikan bahwa
setiap kebijakan keuangan sejalan dengan visi dan misi
institusi. Komitmen ini tidak hanya melibatkan pihak

manajemen, tetapi juga tenaga pendidik dan tenaga
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kependidikan, yang semuanya memiliki tanggung jawab dalam
mendukung keberlangsungan sistem keuangan yang telah

dirancang.

Dalam berbagai kajian, penganggaran sering kali disebut
sebagai salah satu faktor utama yang mendorong kinerja
organisasi. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dikelola
dengan baik mampu memberikan arah yang jelas bagi
pengambilan keputusan, sekaligus menciptakan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Di sisi lain, ada
pula pandangan yang menyatakan bahwa sistem anggaran
dapat memberikan celah bagi manipulasi dan penyimpangan
jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, keseimbangan
antara fleksibilitas dan kontrol menjadi kunci dalam

pelaksanaan anggaran di institusi pendidikan.

Komitmen organisasi juga memiliki peran penting dalam
membangun budaya kerja yang solid. Dalam konteks
perguruan tinggi, komitmen ini dapat dilihat dari berbagai
aspek, seperti tingkat keterlibatan tenaga pendidik dalam
diskusi kebijakan, rasa memiliki terhadap institusi, serta
kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Beberapa

teori menyebutkan bahwa komitmen organisasi terdiri dari
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tiga elemen utama: komitmen afektif (keterikatan emosional
terhadap institusi), komitmen berkelanjutan (kesadaran akan
konsekuensi jika meninggalkan organisasi), dan komitmen
normatif (rasa tanggung jawab moral untuk tetap setia pada
institusi). Dalam perspektif teori pemangku kepentingan,
kelompok yang memiliki keterkaitan dengan organisasi seperti
pemerintah, investor, mahasiswa, tenaga pengajar, serta
masyarakat luas dapat memengaruhi kebijakan dan arah
strategis institusi pendidikan. Oleh karena itu, implementasi
anggaran yang baik harus mempertimbangkan kepentingan
berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, agar tercipta
sistem yang berkelanjutan dan sesuai dengan harapan para

pemangku kepentingan.

Implementasi anggaran yang efektif terbukti memiliki
hubungan positif dengan komitmen organisasi. Hal ini
menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran sangat
bergantung pada tingkat komitmen yang dimiliki oleh seluruh
elemen dalam perguruan tinggi. Dengan komitmen yang kuat,
institusi pendidikan dapat memastikan bahwa kebijakan

keuangan yang diterapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan
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yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak positif bagi

seluruh stakeholder yang terlibat.

3. Komitmen Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Sistem

Pengendalian Internal

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah memiliki
komitmen organisasi yang tinggi dalam menjalankan sistem
pengendalian internal yang baik. Komitmen ini terlihat dari
dukungan yang kuat dari pimpinan, dosen, dan karyawan
dalam menjaga nilai-nilai serta tujuan organisasi. Seluruh
elemen dalam institusi pendidikan ini berusaha untuk tetap
konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku. Dalam
konteks perguruan tinggi di Indonesia, sistem pengendalian
internal merupakan proses yang mencakup pemeriksaan,
evaluasi, pemantauan, serta pengawasan terhadap berbagai
aktivitas organisasi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan
bahwa seluruh kegiatan perguruan tinggi berjalan sesuai
prosedur, menjaga aset institusi, serta menjamin akurasi

laporan keuangan.

Komitmen organisasi memainkan peran penting dalam

keberhasilan sistem pengendalian internal. Kepatuhan yang
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tinggi terhadap mekanisme pengawasan internal akan
mendorong institusi untuk mencapai kinerja yang lebih
optimal. Komitmen dalam organisasi juga merupakan faktor
multidimensional yang berkaitan dengan berbagai aspek
perilaku individu dalam mencapai tujuan bersama. Dalam
lingkungan perguruan tinggi, komitmen ini tidak hanya
berkaitan dengan loyalitas terhadap institusi, tetapi juga
mencerminkan dedikasi dalam meningkatkan kualitas

pendidikan dan manajemen organisasi.

Salah satu faktor yang menunjukkan tingginya komitmen
organisasi adalah kesediaan pimpinan, dosen, dan karyawan
untuk tetap bekerja dalam institusi dan berkontribusi terhadap
perkembangan organisasi. Komitmen ini sangat diperlukan
agar seluruh elemen dalam perguruan tinggi dapat bekerja
secara maksimal untuk mencapai keunggulan kompetitif di
antara institusi pendidikan lainnya. Dengan adanya komitmen
yang kuat, pengelolaan sumber daya dan sistem pengawasan
internal dapat berjalan lebih efektif, sehingga memastikan
bahwa perguruan tinggi tetap berada pada jalur yang benar

dalam mencapai visi dan misinya.
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Dari perspektif teori pemangku kepentingan, komitmen
organisasi juga berkaitan dengan hubungan antara perguruan
tinggi dan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap institusi,
seperti pemerintah, mahasiswa, tenaga pendidik, investor,
serta masyarakat luas. Pengaruh ini tidak hanya bersifat
langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui dinamika sosial,
ekonomi, dan budaya yang berkembang di sekitar institusi.
Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang kuat harus
didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi agar dapat
menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tantangan
yang ada. Hubungan antara komitmen organisasi dan sistem
pengendalian internal menunjukkan dampak yang positif.
Artinya, semakin tinggi komitmen dalam suatu organisasi,
semakin baik pula sistem pengendalian internal yang
diterapkan. Dengan adanya pengawasan yang kuat dan
kepatuhan terhadap regulasi, perguruan tinggi dapat lebih
mudah mengelola sumber daya, mencegah penyimpangan,
serta menciptakan lingkungan akademik yang lebih transparan

dan akuntabel.
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4. Implementasi Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Tata

Kelola Perguruan Tinggi yang Baik

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah berkomitmen
untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat
sasaran. Pengelolaan anggaran ini sejalan dengan visi, misi,
serta strategi institusi dalam mewujudkan tata kelola
perguruan tinggi yang baik. Pengelolaan yang transparan dan
akuntabel menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa
setiap aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, proses
pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,
hingga sarana dan prasarana, dapat ditingkatkan secara
terencana dan berkelanjutan. Prinsip ini juga sesuai dengan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
No. 20 Tahun 2003, yang menekankan pentingnya standar
pendidikan yang berkualitas.

Anggaran dalam suatu institusi pendidikan tidak hanya
berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai
instrumen strategis dalam memastikan keberlanjutan dan
efektivitas tata kelola. Anggaran yang dikelola dengan baik
akan membantu perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya,

meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan
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lingkungan akademik yang lebih transparan dan profesional.
Tata kelola universitas yang baik mencerminkan bagaimana
suatu institusi dikelola, siapa yang memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan, serta bagaimana proses
pertanggungjawaban dijalankan. Pengelolaan yang baik juga
berorientasi pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas,
sehingga dapat mendorong perguruan tinggi untuk terus
berkembang, memperluas jangkauan pembelajaran, serta
memastikan bahwa hasil pembahasan dapat diterapkan
dengan baik di dunia akademik maupun industri.

Dalam konteks ini, teori pemangku kepentingan
(stakeholder theory) menegaskan bahwa perguruan tinggi
tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak internal, tetapi
juga kepada berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah,
mahasiswa, tenaga pengajar, industri, dan masyarakat luas.
Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dalam
membentuk dan memengaruhi kebijakan serta praktik tata
kelola universitas. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang
baik harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak
agar dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih
berdaya saing. Pengelolaan anggaran yang baik berkontribusi

positif terhadap tata kelola perguruan tinggi. Dengan sistem
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yang transparan, akuntabel, dan Dberorientasi pada
peningkatan kualitas, perguruan tinggi dapat memastikan
bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan benar-benar
mendukung perkembangan institusi. Implementasi anggaran
yang efektif bukan hanya tentang alokasi dana, tetapi juga
tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk mencapai
hasil yang maksimal dalam mendukung misi dan tujuan

perguruan tinggi.

5. Tata Kelola Perguruan Tinggi dan Hubungannya dengan

Komitmen Organisasi

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah berupaya
menerapkan tata kelola yang baik dengan menjalankan aturan
dan ketentuan yang berlaku secara transparan dan penuh
tanggung jawab. Selain itu, komitmen terhadap nilai-nilai
persyarikatan Muhammadiyah juga menjadi landasan utama
dalam operasional perguruan tinggi ini. Namun, tantangan
dalam pengelolaan masih ada, terutama dalam hal
ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan

terampil.

Tata kelola universitas yang baik (good uwniversity

governance) diharapkan dapat berkontribusi terhadap
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peningkatan komitmen organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola
yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta
efektivitas dalam pengambilan keputusan seharusnya mampu
mendorong keterlibatan dan loyalitas tenaga pendidik serta
tenaga kependidikan. Namun, dalam konteks Perguruan Tinggi
Muhammadiyah dan Aisyiyah, hasil implementasi tata kelola
yang baik belum sepenuhnya berdampak langsung pada
peningkatan komitmen organisasi. Tata kelola yang baik
sejatinya berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan
organisasi agar dapat berjalan secara efektif sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam institusi pendidikan
tinggi, tata kelola yang berkualitas mencerminkan bagaimana
kebijakan dan strategi institusi disusun serta bagaimana
proses pengambilan keputusan dilakukan untuk kepentingan

jangka panjang.

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan tingkat
keterikatan individu dalam organisasi. Semakin tinggi
komitmen yang dimiliki oleh tenaga pengajar dan staf, semakin
besar pula loyalitas dan dedikasi mereka terhadap institusi.
Meskipun tata kelola yang baik diharapkan dapat memperkuat

komitmen ini, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam
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menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal.
Pemahaman terhadap pentingnya tata kelola yang baik
sebagai pendorong kinerja di lingkungan Perguruan Tinggi

Muhammadiyah dan Aisyiyah masih perlu ditingkatkan.

Dalam  perspektif teori pemangku kepentingan
(stakeholder theory), perguruan tinggi tidak hanya
berinteraksi dengan pihak internal, tetapi juga dengan
berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah, mahasiswa,
industri, dan masyarakat luas. Semua pemangku kepentingan
ini memiliki peran dalam membentuk kebijakan dan praktik
institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk memastikan
bahwa tata kelola yang baik benar-benar dapat meningkatkan
komitmen organisasi, diperlukan sinergi yang kuat antara
kebijakan yang diterapkan dan pemahaman seluruh elemen
organisasi terhadap pentingnya tata kelola tersebut.
Penerapan tata kelola yang baik dalam perguruan tinggi tetap
menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja
yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan
kualitas pendidikan. Meskipun dampaknya terhadap komitmen
organisasi belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah

perbaikan dalam sistem pengelolaan, pelatihan sumber daya
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manusia, dan peningkatan pemahaman terhadap tata kelola
dapat menjadi solusi untuk memperkuat hubungan antara tata

kelola universitas yang baik dan komitmen organisasi.

6. Tata Kelola Perguruan Tinggi dan Pengaruhnya terhadap

Sistem Pengendalian Internal

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah berupaya
menerapkan tata kelola yang baik guna memastikan sistem
pengendalian internal berjalan dengan teratur dan efektif.
Pengelolaan yang baik ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, serta memastikan keberlanjutan
institusi sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah
ditetapkan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang
diterapkan juga berpedoman pada aturan dan regulasi yang
berlaku, seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 16
Tahun 2009, yang mengatur proses pemeriksaan, evaluasi,
pemantauan, serta pengawasan terhadap tugas dan fungsi

organisasi.

Tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university
governance) memainkan peran penting dalam mendukung
efektivitas sistem pengendalian internal. Prinsip-prinsip

seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan
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menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan organisasi
yang lebih tertata dan berorientasi pada perbaikan
berkelanjutan. Sistem pengendalian internal sendiri berfungsi
untuk menjaga integritas organisasi, mengamankan aset, serta
memastikan pelaksanaan laporan keuangan yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan universitas yang
baik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi,
tetapi juga bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan
dan memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan
standar yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawasan internal
yang baik dapat membantu mengidentifikasi serta mengurangi
risiko yang mungkin timbul dalam operasional perguruan
tinggi.

Dalam  perspektif teori pemangku kepentingan
(stakeholder theory), universitas berinteraksi dengan berbagai
pihak, termasuk pemerintah, mahasiswa, industri, serta
masyarakat luas. Semua pihak ini memiliki kepentingan
terhadap tata kelola dan sistem pengendalian internal yang
diterapkan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, koordinasi
yang baik antara tata kelola dan sistem pengendalian internal

akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil, profesional,
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dan terpercaya. Penerapan tata kelola perguruan tinggi yang
baik sangat penting dalam membangun sistem pengendalian
internal yang efektif. Dengan adanya sistem pengendalian
yang kuat, universitas dapat menjalankan fungsinya secara
lebih optimal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
keuangan, serta memastikan pengambilan keputusan yang
lebih baik guna mendukung keberlanjutan institusi pendidikan
tinggi.

7. Kinerja Universitas dan Peran Sistem Pengendalian

Internal

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah terus berupaya
meningkatkan ~kinerjanya dengan mengoptimalkan sistem
pengendalian internal. Penerapan sistem ini bertujuan untuk
mendukung pencapaian target institusi, seperti peningkatan
kualitas studi, reputasi akademik, efektivitas program
akademik, kontribusi terhadap masyarakat, serta persiapan
lulusan yang kompetitif di dunia kerja. Untuk memastikan
sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, perguruan
tinggi telah membentuk konsorsium internal audit yang
berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan pengawasan.

Berdasarkan hasil evaluasi, perguruan tinggi dikategorikan ke
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dalam empat kluster berdasarkan tingkat penerapan sistem
pengendalian internal. Kluster A mencakup perguruan tinggi
yang sudah memiliki sistem dan dokumentasi pengendalian
internal yang lengkap, sementara kluster B menunjukkan
institusi yang memiliki sistem yang berjalan, tetapi dengan
dokumentasi yang belum memadai. Kluster C mencerminkan
perguruan tinggi dengan sistem yang belum maksimal dan
belum memiliki dokumentasi, sedangkan kluster D mencakup
institusi yang belum memiliki sistem pengendalian internal

yang jelas.

Kinerja universitas sendiri mencerminkan efektivitas
pengelolaan sumber daya dan produktivitas institusi dalam
mencapai targetnya. Perguruan tinggi yang memiliki sistem
pengendalian internal yang kuat cenderung lebih efektif dalam
mengelola proses bisnis dan operasional, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengambilan
keputusan. Selain itu, kinerja perguruan tinggi juga
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tata kelola yang
baik, strategi akademik, serta alokasi sumber daya yang tepat.
Dalam konteks kebijakan pendidikan tinggi, Keputusan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.
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210/M/2023 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai standar pengukuran kinerja perguruan tinggi negeri
dan swasta. IKU ini menjadi pedoman dalam menentukan
klasifikasi institusi serta dukungan sumber daya dan anggaran

yang diberikan oleh pemerintah.

Sejalan  dengan  teori pemangku  kepentingan
(stakeholder theory), perguruan tinggi berinteraksi dengan
berbagai pihak, termasuk pemerintah, mahasiswa, industri, dan
masyarakat luas. Oleh karena itu, keberhasilan dalam
menerapkan sistem pengendalian internal akan berdampak
pada peningkatan kepercayaan dari para pemangku
kepentingan serta memperkuat daya saing institusi di tingkat
nasional maupun internasional. Hubungan antara kinerja
universitas dan sistem pengendalian internal sangat erat.
Pengelolaan yang baik akan membantu institusi mencapai
tujuan akademik dan administratifnya secara lebih efektif,
serta memastikan setiap kebijakan yang diterapkan
mendukung peningkatan mutu dan keberlanjutan institusi

pendidikan tinggi.
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8. Kinerja Universitas dan Peran Komitmen Organisasi

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah terus berupaya
meningkatkan kinerjanya dengan didukung oleh komitmen
organisasi yang kuat. Komitmen ini tercermin dalam
kesungguhan institusi dalam mencapai target yang telah
ditetapkan, seperti peningkatan kualitas studi, reputasi
akademik, efektivitas program pendidikan, kontribusi studi
bagi masyarakat, serta persiapan lulusan yang siap
menghadapi tantangan global. Komitmen organisasi dalam
lingkungan akademik berperan penting dalam menjaga
kesinambungan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.
Dengan manajemen yang baik dan budaya organisasi yang
kuat, institusi dapat mengoptimalkan sumber daya yang
dimilikinya untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Selain
itu, penerapan strategi berbasis pengetahuan dan inovasi juga
menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas

universitas dalam menjalankan misinya.

Daya saing perguruan tinggi menjadi aspek yang perlu
diperhatikan, mengingat posisi Indonesia dalam indeks daya
saing global masih perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk

meningkatkan daya saing adalah dengan memperkuat
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indikator kinerja universitas, yang mencakup kualitas dan
relevansi lulusan, hasil studi, serta kontribusi terhadap
masyarakat. Perguruan tinggi yang memiliki sistem tata kelola
yang baik dan berorientasi pada peningkatan mutu akan
mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan
pendidikan tinggi secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan
perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing juga
dipengaruhi oleh kesehatan organisasi secara keseluruhan.
Perguruan tinggi yang dikelola dengan baik akan mampu
beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memberikan
pelayanan akademik yang optimal. Dalam konteks ini, peran
komitmen organisasi menjadi semakin krusial, karena
mencerminkan sejauh mana seluruh elemen dalam perguruan

tinggi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan institusi.

Sejalan dengan konsep pemangku kepentingan
(stakeholder theory), universitas berinteraksi dengan berbagai
pihak, termasuk pemerintah, mahasiswa, dunia industri, serta
masyarakat luas. Oleh karena itu, peningkatan komitmen
organisasi tidak hanya berdampak pada kinerja internal
perguruan tinggi, tetapi juga pada citra dan kepercayaan

publik terhadap institusi tersebut. Kinerja universitas dan
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komitmen organisasi saling berkaitan dalam menciptakan
lingkungan akademik yang berkualitas. Dengan strategi yang
tepat serta dukungan dari seluruh elemen dalam organisasi,
perguruan tinggi dapat terus berkembang dan memberikan
kontribusi yang lebih besar bagi dunia pendidikan dan

masyarakat secara luas.
9. Kinerja Universitas dan Tata Kelola yang Baik

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah terus berupaya
meningkatkan kinerja akademiknya dengan menerapkan tata
kelola yang baik. Peningkatan ini terlihat dalam berbagai
aspek, seperti kualitas studi, reputasi akademik fakultas,
efektivitas program pendidikan, kontribusi studi terhadap
masyarakat, serta kesiapan lulusan untuk menghadapi
tantangan di dunia profesional. Dengan tata kelola yang baik,
perguruan tinggi dapat mencapai target yang telah ditetapkan
secara lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kinerja
universitas tidak hanya bergantung pada aspek akademik,
tetapi juga pada sistem pengelolaan yang transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Pengelolaan yang baik memungkinkan perguruan tinggi untuk

mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi
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operasional, serta memperkuat hubungan dengan para
pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, industri,

dan masyarakat luas.

Dalam upaya mencapai tata kelola universitas yang
berkualitas, perguruan tinggi perlu mengukur kinerja mereka
berdasarkan berbagai indikator. Aspek pengajaran, studi, dan
pengabdian kepada masyarakat menjadi tolok ukur utama
dalam menilai keberhasilan institusi akademik. Selain itu,
keseimbangan antara pencapaian keuangan dan non-keuangan
juga penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan
universitas. Penerapan sistem tata kelola yang baik berperan
penting dalam memastikan bahwa universitas dapat
berkembang secara berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme
pemantauan dan evaluasi kinerja yang transparan, perguruan
tinggi dapat lebih responsif terhadap tantangan dan
perubahan di dunia pendidikan tinggi. Hal ini juga
memungkinkan universitas untuk terus meningkatkan standar
akademik serta memberikan layanan pendidikan yang lebih

berkualitas kepada mahasiswa.

Sejalan dengan konsep pemangku kepentingan

(stakeholder theory), perguruan tinggi tidak hanya beroperasi



Membangun Perguruan Tinggi Berkelanjutan

(Tata Kelola, Penganggaran, dan Inovasi Pendidikan)

untuk kepentingan internal, tetapi juga memiliki tanggung
jawab terhadap berbagai pihak yang berkontribusi dalam
ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, sinergi antara
peningkatan kinerja akademik dan penerapan tata kelola yang
baik akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih
efektif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Kinerja
universitas yang baik akan semakin memperkuat sistem tata
kelola yang diterapkan. Dengan strategi yang tepat dan
komitmen yang kuat dari seluruh elemen dalam institusi,
perguruan tinggi dapat terus berkembang dan memberikan
kontribusi yang lebih besar ‘bagi dunia pendidikan dan

masyarakat secara luas.

10. Keberlanjutan Perguruan Tinggi dan Sistem

Pengendalian Internal

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah masih
menghadapi  tantangan dalam  menerapkan  konsep
keberlanjutan  secara optimal. Implementasi prinsip
keberlanjutan dalam berbagai aspek akademik, operasional,
dan manajerial masih perlu ditingkatkan agar dapat
menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman,

mendukung  kesejahteraan  civitas akademika, serta
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memberikan edukasi yang lebih luas kepada mahasiswa,
masyarakat, dan pemerintah terkait pentingnya keberlanjutan.
Salah satu aspek penting dalam keberlanjutan universitas
adalah sistem pengendalian internal yang kuat. Namun, dalam
praktiknya, belum terlihat adanya keterkaitan yang signifikan
antara keberlanjutan perguruan tinggi dengan efektivitas
sistem pengendalian internal (Brundtland Report, 1978). Hal
ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan keberlanjutan di
perguruan tinggi masih berjalan secara terpisah dari sistem

pengawasan internal yang diterapkan.

Keberlanjutan dalam konteks pendidikan tinggi bukan
hanya tentang menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan, tetapi juga mencakup pengelolaan
sumber daya yang bertanggung jawab dan pengambilan
keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang
(Gray & Bebbington, 2000). Dengan pendekatan ini,
universitas dapat menjadi institusi yang tidak hanya
berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga
berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif bagi

masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
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Penerapan konsep keberlanjutan juga erat kaitannya
dengan prinsip tata kelola universitas yang baik. Perguruan
tinggi yang menerapkan strategi keberlanjutan dengan baik
akan lebih mampu membangun kebijakan yang mendukung
pertumbuhan akademik jangka panjang, memperkuat
hubungan dengan pemangku kepentingan, serta menciptakan
sistem pengawasan internal yang lebih efektif (Cole, 2003).
Menurut Dade (2010), keberlanjutan merupakan sebuah
proses di mana organisasi berusaha meningkatkan kualitas
hidup masyarakat yang berhubungan dengan institusi tersebut
sambil menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan dalam pendidikan
tinggi tidak hanya sekadar wacana, tetapi perlu

diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik yang nyata.

Hal ini juga sejalan dengan teori pemangku kepentingan
yang dikemukakan oleh Freeman (1983), yang menyatakan
bahwa berbagai kelompok atau individu yang memiliki
kepentingan dalam organisasi dapat memengaruhi dan
dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Selain dampak
langsung pada institusi pendidikan, pemangku kepentingan

juga berinteraksi melalui lingkungan sosial, ekonomi, dan
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budaya. Dalam realitasnya, belum semua perguruan tinggi
mampu mengintegrasikan konsep keberlanjutan dengan
sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Oleh karena
itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan
kesadaran dan komitmen dalam menerapkan prinsip
keberlanjutan, baik dari sisi pengelolaan akademik, operasional
kampus, maupun dalam pengambilan keputusan strategis.
Dengan perencanaan yang lebih baik dan keterlibatan seluruh
pihak dalam institusi, keberlanjutan universitas dapat menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan dan

pengawasan internal yang ada.

11. Keberlanjutan Perguruan Tinggi dan Komitmen

Organisasi

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah telah mulai
menerapkan konsep keberlanjutan, tetapi komitmen dalam
menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung
lingkungan akademik yang nyaman serta berorientasi pada
keberlanjutan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, upaya
dalam memberikan edukasi kepada mahasiswa, masyarakat,
dan pemerintah mengenai pentingnya keberlanjutan dalam

ekosistem pendidikan juga belum sepenuhnya optimal.
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Padahal, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam
menciptakan komunitas akademik yang bertanggung jawab
untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia
serta ekosistem dalam menghadapi tantangan sosial dan

ekologi (Sustainable Development Goals/SDGs).

Keberlanjutan dalam pendidikan tinggi mencakup
berbagai aspek seperti kesehatan dan kesejahteraan,
pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, energi bersih dan
terjangkau, akses air bersih dan sanitasi, pekerjaan yang layak,
pengurangan kesenjangan, pembangunan kota berkelanjutan,
serta pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Namun, implementasi penuh dari prinsip-prinsip ini masih
menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan
Aisyiyah, yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap
konsep Sustainability University masih perlu diperkuat.
Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi seharusnya
memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan
berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai
keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik manajerialnya
(Brusca, 2018). Informasi mengenai langkah-langkah yang

telah  diambil untuk mendukung keberlanjutan perlu
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dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan guna

memastikan keterlibatan yang lebih luas dalam penerapannya.

Menurut Lozano (2013), perguruan tinggi harus menjadi
pemimpin dalam praktik keberlanjutan serta berperan sebagai
penggerak perubahan sosial. Perguruan tinggi diharapkan
dapat membangun pemahaman tentang keberlanjutan bagi
generasi saat ini dan mendidik mahasiswa agar mampu
berkontribusi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih
berkelanjutan. Thomashow (2009) menekankan bahwa
kampus berkelanjutan harus menerapkan prinsip ekologi dalam
teknologi, komunitas, dan program akademiknya. Dengan
demikian, perguruan tinggi dapat membentuk budaya yang
lebih ramah lingkungan bagi seluruh civitas akademika. Meng
(2007) juga menegaskan bahwa keberlanjutan kampus
mencakup dua sub-sistem utama, yaitu ekosistem dan sistem
manusia, yang harus dikelola secara seimbang agar dapat
menciptakan lingkungan akademik yang mendukung prinsip

keberlanjutan.

Sementara itu, Salatin (2011) menyatakan bahwa
konsep kampus ramah lingkungan, ekokampus, atau kampus

berkelanjutan harus diwujudkan dengan partisipasi aktif
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seluruh elemen kampus. Dukungan dari seluruh civitas
akademika diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar
yang lebih hijau dan bertanggung jawab terhadap alam.
Pendekatan ini juga sejalan dengan teori pemangku
kepentingan (stakeholder theory) yang dikemukakan oleh
Freeman (1983), yang menyatakan bahwa kelompok atau
individu yang memiliki kepentingan dalam organisasi dapat
memengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan
organisasi. Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,
investor, pelanggan, pemasok, serta komunitas akademik,

memiliki peran dalam mendorong keberlanjutan universitas.

Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan
prinsip keberlanjutan dalam operasional perguruan tinggi,
Keberlanjutan universitas belum memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Dengan
demikian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk
memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tidak hanya
diterapkan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam sistem

pengelolaan dan pengawasan organisasi secara keseluruhan.
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12. Keberlanjutan Perguruan Tinggi dan Kinerja

Universitas

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah telah
menerapkan konsep keberlanjutan sebagai bagian dari
peningkatan kinerja universitas. Upaya ini dilakukan dengan
menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung
lingkungan akademik yang nyaman dan kondusif. Selain itu,
universitas juga berperan dalam memberikan edukasi kepada
mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah guna membangun
komunitas akademik yang bertanggung jawab dalam menjaga

kesejahteraan manusia serta keberlanjutan ekosistem.

Prinsip keberlanjutan yang diterapkan selaras dengan
Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup
berbagai aspek penting seperti kesehatan dan kesejahteraan,
pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, energi bersih dan
terjangkau, akses air bersih dan sanitasi, pekerjaan yang layak,
pengurangan kesenjangan, pembangunan kota berkelanjutan,
serta pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Implementasi SDGs dalam sistem pendidikan tinggi dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas institusi

secara keseluruhan.
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Sustainability University memiliki pengaruh positif
terhadap kinerja universitas. Pernyataan ini mengacu pada
hasil pembahasan Rosati (2019), yang menekankan bahwa
keberlanjutan organisasi merupakan bentuk pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan tanpa mengorbankan
kepentingan di masa depan. Pavlakova Docekalova (2015) juga
menjelaskan bahwa kinerja keberlanjutan merupakan konsep
multidimensi yang menggantikan pemahaman tradisional
tentang kinerja yang hanya berorientasi pada keuntungan

finansial dan pemilik modal.

Pendekatan keberlanjutan dalam kinerja universitas
sejalan dengan konsep Triple Bottom Line (TBL) yang
dikemukakan oleh Elkington (1998). Konsep ini mencakup tiga
aspek utama, yaitu keuntungan finansial, perlindungan
lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks
pendidikan tinggi, ketiga aspek ini menjadi pilar utama dalam
pengelolaan universitas yang berkelanjutan (Rosati &
Lourenco Galvdo Diniz Faria, 2019). Kocmanova dan Kolenak
(2015) menyatakan bahwa kinerja keberlanjutan menjadi
sangat penting karena dianggap sebagai strategi korporasi

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus
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menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan kata
lain, keberlanjutan bukan hanya sekadar strategi jangka
pendek, tetapi merupakan pendekatan yang berorientasi pada

masa depan dan kesejahteraan jangka panjang.

Pendekatan ini juga didukung oleh teori pemangku
kepentingan (stakeholder theory) yang dikemukakan oleh
Freeman (1983). Teori ini menegaskan bahwa organisasi tidak
hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi
juga kepada berbagai kelompok yang terlibat dalam
operasionalnya, termasuk pemerintah, investor, pelanggan,
pemasok, komunitas akademik, serta masyarakat luas. Selain
memberikan dampak langsung pada organisasi, keberlanjutan
juga berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan
budaya yang lebih luas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
keberlanjutan universitas memiliki pengaruh terhadap
peningkatan kinerja universitas. Dengan demikian, pendekatan
keberlanjutan yang diterapkan dalam sistem pendidikan tinggi
tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga
berkontribusi terhadap peningkatan reputasi akademik,
efisiensi operasional, serta kepuasan para pemangku

kepentingan. Hasil ini mendukung temuan yang dilakukan oleh
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Elkington (1998), Rosati dan Lourengo Galvdo Diniz Faria
(2019), serta Kocmanova dan Kolenak (2015), yang
menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan faktor penting
dalam peningkatan kinerja organisasi, termasuk dalam konteks

universitas.
13. Keberlanjutan Universitas dan Implementasi Anggaran

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam universitas tidak hanya
berdampak pada lingkungan akademik, tetapi juga
berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran yang lebih
transparan dan bertanggung jawab. Universitas yang
berorientasi pada keberlanjutan cenderung mengalokasikan
sumber daya secara efisien untuk mendukung berbagai
program yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Sustainability University memiliki pengaruh positif
terhadap implementasi anggaran. Pernyataan ini merujuk pada
Laurenco (2019), yang mengungkapkan bahwa seiring dengan
meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan dan
pengelola universitas terhadap keberlanjutan lingkungan dan
sosial, sistem pelaporan keuangan juga mengalami perubahan.

Salah satu perubahan utama adalah munculnya laporan
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keberlanjutan yang menjadi bagian dari sistem akuntabilitas

organisasi.

Spallini  (2021) menambahkan bahwa kinerja
keberlanjutan menjadi bentuk transparansi dan komunikasi
tentang bagaimana aktivitas suatu institusi memberikan
dampak positif atau negatif terhadap pembangunan
berkelanjutan. Selain itu, menurut Canuntapipat (2021), survei
yang dilakukan oleh KPMG dan dirilis dalam News Center GRI
pada 1 Desember 2020 menunjukkan bahwa 96% dari G250
telah mengadopsi laporan keberlanjutan dalam sistem
pelaporan kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa laporan
keberlanjutan menjadi salah satu media utama dalam
mengungkapkan langkah-langkah institusi dalam menangani
isu-isu keberlanjutan, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan

lingkungan.

Pham (2021) di Swedia juga menemukan bahwa laporan
keberlanjutan memiliki dampak positif terhadap kinerja
keuangan suatu institusi. Hal ini menunjukkan bahwa
organisasi yang menerapkan prinsip keberlanjutan tidak hanya
berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi

juga memperhatikan aspek keuangan yang lebih transparan
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dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori
pemangku  kepentingan  (stakeholder  theory)  yang
dikemukakan oleh Freeman (1983). Teori ini menegaskan
bahwa setiap organisasi dipengaruhi oleh dan memiliki
tanggung jawab terhadap berbagai kelompok pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, investor, pelanggan,
pemasok, komunitas akademik, serta masyarakat luas. Selain
memberikan dampak langsung terhadap institusi, pemangku
kepentingan juga berinteraksi dengan lingkungan sosial,

ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

Universitas memiliki pengaruh terhadap implementasi
anggaran. Dengan demikian, universitas yang menerapkan
konsep keberlanjutan akan lebih akuntabel dalam pengelolaan
anggaran, terutama dalam hal transparansi keuangan, efisiensi
alokasi sumber daya, serta keberlanjutan program akademik
dan non-akademik. Hasil ini sejalan dengan temuan yang
dilakukan oleh Laurenco (2019), Canuntapipat (2021), dan
Pham (2021), vyang menegaskan bahwa pelaporan
keberlanjutan berkontribusi terhadap sistem keuangan yang

lebih terstruktur dan transparan.
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14. Sustainability University dan Good University

Governance

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam perguruan tinggi tidak
hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga
berkontribusi terhadap tata kelola universitas yang lebih baik.
Universitas yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan lebih
fokus pada transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan
sumber daya yang efisien untuk mendukung pencapaian tujuan
akademik dan sosial. Sustainability University memiliki
pengaruh positif terhadap Good University Governance.
Pernyataan ini merujuk pada United Nations General
Assembly (1987), yang menekankan bahwa pembangunan
berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi
saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Munasinghe (2019) menambahkan bahwa keberlanjutan
dalam aspek ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan
dan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan,
sekaligus menjaga atau meningkatkan persediaan modal. Di
sisi lain, keberlanjutan dalam aspek lingkungan bertujuan

untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem agar tetap
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stabil dan berdaya tahan. Dalam konteks tata kelola
universitas, Hardjasoemantri (2003) menyatakan bahwa
keberhasilan good governance bergantung pada sinergi antara
tiga pilar utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat. Jika ketiga elemen ini dapat bekerja sama secara
harmonis, maka penerapan prinsip tata kelola yang baik akan
lebih efektif. Ariga Salsabila (2020) menambahkan bahwa tata
kelola yang baik dalam pembangunan berkelanjutan
melibatkan  kolaborasi antara berbagai sektor untuk
mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam

kebijakan dan praktik institusi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan teori pemangku
kepentingan (stakeholder theory) yang dikemukakan oleh
Freeman (1983), yang menekankan bahwa suatu organisasi
dipengaruhi oleh dan memiliki tanggung jawab terhadap
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,
investor, pelanggan, pemasok, komunitas akademik, serta
masyarakat luas. Selain memberikan dampak langsung
terhadap institusi, pemangku kepentingan juga berinteraksi
dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hasil

pembahasan menunjukkan bahwa keberlanjutan universitas
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memiliki pengaruh terhadap tata kelola universitas yang baik.
Dengan demikian, perguruan tinggi yang menerapkan konsep
keberlanjutan cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih
transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengambilan
keputusan. Hal ini diperkuat oleh hasil pembahasan yang
dilakukan oleh United Nations General Assembly (1987),
Munasinghe (2019), Hardjasoemantri (2003), dan Ariqa
Salsabila (2020), yang menunjukkan bahwa prinsip
keberlanjutan berkontribusi terhadap tata kelola yang lebih

baik dalam organisasi, termasuk dalam konteks universitas.
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BAB 4

STRATEGI TATA KELOLA,
KEBERLANJUTAN DAN
OPTIMALISASI PENGANGGARAN
DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN
TINGGI

A.Strategi Tata Kelola dan Keberlanjutan dalam

Pengelolaan Perguruan Tinggi

Dalam mengelola perguruan tinggi, berbagai teori dan
pendekatan digunakan untuk memastikan tata kelola yang
baik. Salah satu faktor utama yang berperan dalam hal ini
adalah sumber daya manusia, yang memiliki peran strategis
dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Perguruan
tinggi menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik

dengan institusi lain maupun di dalam organisasi yang sama,
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sehingga diperlukan strategi manajemen yang efektif dan
efisien. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan perguruan
tinggi adalah implementasi anggaran. Anggaran berperan
dalam merencanakan operasi tahunan, mengoordinasikan
kegiatan organisasi, serta mengomunikasikan rencana dan
evaluasi kinerja. Transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran juga dapat meningkatkan efektivitas
sistem pengendalian internal, yang berfungsi untuk menjaga
kestabilan organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap

kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, tata kelola yang baik harus didukung oleh
sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem ini bertujuan
untuk menjaga aset organisasi, meningkatkan efisiensi
operasional, serta memastikan keandalan informasi akuntansi.
Dalam praktiknya, pengendalian internal yang efektif dapat
meningkatkan komitmen organisasi, yang mencerminkan
loyalitas dan tanggung jawab setiap individu dalam
menjalankan tugasnya. Keberhasilan tata kelola perguruan
tinggi juga bergantung pada keterlibatan pemangku
kepentingan. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan

keterlibatan berbagai pihak dapat mendorong tata kelola yang
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lebih baik. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang
pesat, institusi pendidikan tinggi juga menghadapi berbagai
tantangan, termasuk perubahan demografi, ekonomi, serta
dinamika sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan
adaptasi yang cepat dalam menerapkan kebijakan yang relevan

dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks manajemen kinerja, perguruan tinggi
diharapkan tidak hanya berfokus pada kualitas akademik,
tetapi juga pada efisiensi pengelolaan sumber daya dan
peningkatan reputasi institusi. Strategi yang diterapkan harus
mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseimbangan
antara birokrasi dan profesionalisme, serta penerapan prinsip
keberlanjutan  dalam  setiap aspek  operasionalnya.
Keberlanjutan dalam pendidikan tinggi semakin menjadi
perhatian utama, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun
ekonomi. Perguruan tinggi berperan dalam menciptakan
lingkungan akademik yang mendukung pembangunan
berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan fasilitas ramah
lingkungan dan program yang mendukung kesejahteraan

masyarakat. Penerapan konsep keberlanjutan ini juga dapat
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berkontribusi terhadap peningkatan kualitas universitas secara

keseluruhan.

Dalam pengelolaan universitas, penting untuk
memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan
didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik. Kolaborasi
dengan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta,
maupun masyarakat, dapat menjadi kunci dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian,
perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi
juga agen perubahan yang mampu memberikan dampak positif

bagi lingkungan dan masyarakat luas.

B. Optimalisasi Penganggaran Melalui

Pengendalian Internal

1. Peran Pengendalian Internal dalam Optimalisasi

Penganggaran

Konsep agency theory menyoroti peran anggaran sebagai
bagian dari sistem kontrol manajemen (MCS) yang membantu
dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi.
Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk

menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam rencana konkret,
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tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi sasaran dan
evaluasi kinerja. Selain itu, proses penganggaran yang efektif
memastikan  perencanaan yang matang, pengendalian
anggaran yang ketat, serta perbandingan hasil aktual dengan
target yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan,
langkah-langkah korektif dapat diterapkan untuk menjaga

stabilitas dan efektivitas organisasi.

Dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi serta
mengelola risiko dengan optimal, penerapan sistem
pengendalian internal yang kuat menjadi aspek krusial.
Beberapa elemen penting dalam pengendalian internal
mencakup pemisahan fungsi yang jelas, otorisasi dalam setiap
transaksi, pencatatan dokumen yang sistematis, pengamanan
aset melalui kontrol fisik, serta pengawasan independen

terhadap aktivitas organisasi.

Dalam praktiknya, sistem pengendalian internal yang
baik  berkontribusi terhadap efektivitas implementasi
anggaran. Ketika mekanisme pengawasan dan pengendalian
diterapkan dengan optimal, organisasi dapat memastikan
bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini selaras dengan
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berbagai pandangan yang menekankan  pentingnya
pengendalian internal dalam mendukung tata kelola keuangan

yang sehat dan transparan.

2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola dan

Keberlanjutan Organisasi

Teori pemangku kepentingan (stakeholders) menggambarkan
bahwa tata kelola organisasi melibatkan berbagai proses yang
mengintegrasikan dan mengendalikan operasional perusahaan
agar dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Proses
ini mencakup berbagai aspek seperti akuntansi, ekonomi,
keuangan, manajemen, dan strategi. Menurut Clarkson (1995),
pemangku kepentingan dapat dikategorikan menjadi dua
kelompok utama, yaitu primary stakeholders dan secondary

stakeholders.

Primary stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki
peran vital dalam keberlanjutan perusahaan, seperti karyawan,
pelanggan, dan pemasok. Sementara itu, secondary
stakeholders tetap memiliki pengaruh terhadap perusahaan
tetapi tidak terikat dalam transaksi langsung dan tidak bersifat
krusial bagi kelangsungan bisnis. Selain itu, Clarkson juga

memperkenalkan sistem evaluasi kinerja perusahaan dalam
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menghadapi isu-isu pemangku kepentingan melalui Skala
RADP (Reactive, Defensive, Accommodative, Proactive), yang
mengukur sejauh mana perusahaan merespons kepentingan

para pemangku kepentingan.

Dalam perspektif tata kelola organisasi, keberlanjutan
sebuah institusi dipengaruhi oleh pemangku kepentingan, baik
yang berasal dari lingkungan internal, seperti manajemen dan
karyawan, maupun eksternal, seperti pelanggan dan
masyarakat luas. Menurut Meier (2005), tata kelola
perusahaan berperan dalam mengatur tanggung jawab
manajemen dan auditor terhadap pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya. Bagi pemegang saham, tata
kelola yang baik memberikan keyakinan atas pengelolaan
investasi mereka secara adil. Sementara bagi pemangku
kepentingan lainnya, sistem tata kelola yang efektif menjamin
bahwa perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan

dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola, banyak
negara telah melakukan berbagai transformasi dalam sistem
pendidikan tinggi. Perubahan ini mencakup aspek pembiayaan,

penjaminan mutu, akreditasi, reformasi kurikulum, serta
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inovasi dalam teknologi pendidikan. Selain mengoptimalkan
sumber daya manusia, institusi pendidikan juga dituntut untuk
memiliki strategi yang berorientasi pada keberlanjutan agar

dapat beradaptasi dengan dinamika global.

3. Pentingnya Pengendalian Internal dan Komitmen
Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola

Perguruan Tinggi

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas institusi pendidikan
tinggi masih menjadi tantangan besar bagi banyak perguruan
tinggi di seluruh dunia. Sebagai aspek fundamental, kualitas
pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam
membangun reputasi dan mendapatkan kepercayaan publik.
Perguruan tinggi yang gagal mengelola kualitasnya dengan
baik berisiko mengalami penurunan jumlah mahasiswa, yang
pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan institusi di

masa depan.

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas tata kelola
perguruan tinggi adalah sistem pengendalian internal. Sistem
ini berfungsi sebagai mekanisme yang diterapkan oleh
manajemen untuk memastikan efisiensi operasional, akurasi

pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang
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berlaku. Penerapan pengendalian internal yang baik juga
menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap aspek
pengelolaan perguruan tinggi berjalan secara optimal dan

transparan.

Dalam  konteks pengelolaan  perguruan  tinggi
Muhammadiyah dan Aisyiyah, penerapan sistem pengendalian
internal yang efektif dapat menjadi pedoman bagi pimpinan
dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola.
Implementasi anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan
didukung oleh pengendalian internal yang baik, serta
komitmen organisasi yang tinggi, menjadi faktor utama dalam
menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik. Hasil
pembahasan menunjukkan bahwa implementasi anggaran
memiliki dampak positif terhadap sistem pengendalian
internal, begitu juga dengan pengaruh pengendalian internal
terhadap komitmen organisasi. Oleh karena itu, dalam upaya
meningkatkan kualitas tata kelola universitas, diperlukan
penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan

komitmen organisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, kinerja universitas serta keberlanjutan

institusi pendidikan tinggi (sustainability university) juga
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berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal.
Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola universitas yang
baik, pencapaian kinerja institusi yang optimal, serta
keberlanjutan universitas memiliki korelasi positif terhadap
efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan demikian,
perguruan tinggi perlu terus berinovasi dan beradaptasi
dengan perkembangan global agar dapat mempertahankan

daya saing dan relevansinya di dunia pendidikan.
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Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan pesat teknologi, perguruan
tinggi memainkan peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul
dan berdaya saing. Buku Implementasi Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal
hadir sebagai referensi komprehensif dalam memahami tata kelola pendidikan
tinggi yang efektif dan berkelanjutan.
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Buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam pengelolaan perguruan tinggi,
mulai dari konsep Good University Governance (GUG), implementasi sistem
pengendalian internal untuk meningkatkan efisiensi organisasi, hingga strategi
optimalisasi penganggaran guna mencapai efektivitas dalam operasional institusi
akademik. Melalui analisis mendalam dan studi empiris, buku ini memberikan
gambaran bagaimana perguruan tinggi dapat terus berkembang di era transformasi
digital dan persaingan global.

Ditulis oleh para akademisi dan praktisi berpengalaman, buku ini tidak hanya
menyajikan teori, tetapi juga contoh nyata implementasi tata kelola di berbagai
institusi pendidikan tinggi, termasuk peran Muhammadiyah dalam membangun
sistem pendidikan berkualitas di Indonesia. Buku ini sangat cocok bagi dosen,
mahasiswa, peneliti, serta pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan tinggi
yang ingin memahami strategi pengelolaan kampus secara lebih mendalam dan
aplikatif.

Dengan membaca buku ini, pembaca akan memperoleh wawasan berharga tentang
bagaimana membangun institusi pendidikan tinggi yang berdaya saing, inovatif, dan
berorientasi pada keberlanjutan. Sebuah bacaan waijib bagi siapa saja yang peduli
terhadap masa depan pendidikan tinggi di Indonesia!
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